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Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAROS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2025;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);



5.

6.

10.

11.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun
2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);

Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17
Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024
Nomor 17);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Maros Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 02);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun
2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023
Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

w

o

10.

11

Daerah adalah Kabupaten Maros.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Maros.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Maros.
Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten Maros.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.



12. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat RAPBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai
acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati
dengan DPRD.

15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja
program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai
dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun
2021-2026 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kerangka
arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah, program prioritas
pembangunan daerah, sasaran pembangunan daerah pada Tahun 2025,
rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif, baik yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(2) RKPD Tahun 2025 bertujuan untuk:

a. pedoman dalam penyusunan Renja-Perangkat Daerah Tahun 2025;

b.pedoman dalam penyelarasan prioritas pembangunan daerah Tahun
2025; dan

c. pedoman dalam rangka penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Tahun 2025.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1
(satu) tahun, dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal
31 Desember 2025.

(2) Dalam penyusunan Renja-Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, Perangkat Daerah menggunakan
RKPD Tahun 2025 untuk:

a. menyusun Rancangan Akhir Renja-Perangkat Daerah;dan
b. sebagai bahan untuk penyusunan pra RKA-Perangkat Daerah.

Pasal 4

Kepala Bappelitbangda melakukan penelaahan rancangan akhir Renja-
Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
mengenai kesesuaiannya dengan RKPD Tahun 2025, Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2021-2026 serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

BAB III
SISTEMATIKA PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

Pasal 5

Sistematika penyusunan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 terdiri dari:
. pendahuluan;
. gambaran umum kondisi daerah;
. kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
. sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
. rencana kerja dan pendanaan daerah;
kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
g. penutup.
Dokumen RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksudi pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

SO0 00 TP

BAB V
KAIDAH RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

Pasal 6

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sebagai berikut:

a. dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, kepala
Perangkat Daerah melakukan pemantauan/pengendalian secara
internal di Perangkat Daerah masing-masing;

b. Kepala Bappelitbangda menghimpun dan menganalisis hasil
pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Perangkat
Daerah;

c. Kepala Bappelitbangda melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan
rencana pembangunan tahun sebelumnya; dan

d. hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf c, menjadi
bahan bagi penyusunan RKPD tahun yang akan datang.

Dokumen RKPD Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

Pasal 7

Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan

menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan

meliputi:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan dan
rencana program dan kegiatan prioritas daerah; dan/atau

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang

tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala

Daerah dengan Ketua DPRD.



(3)

(4)

(9)

(6)
(7)

(8)

9)

Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat
terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar
biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
setelah RKPD ditetapkan.

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional,
keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.
Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman
Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
Penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat
dilaksanakan setelah dilakukan Perubahan RPJMD.

Dalam hal penambahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKPD, RPJMD, tidak
perlu dilakukan perubahan.

Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan
dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai
acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 8

Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Diundangkan di Maros

Ditetapkan di Maros
tanggal 5 Juli 2024
.

pada tanggal 5 Juli 2024

SEKRETARIS DAERA

A. DAVIED SYAMSU

IN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2024 NOMOR 6
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Lampiran :Peraturan Bupati Maros
Nomor : 6 Tahun 2024
Tanggal : 5Juli 2024
Tentang : Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2025

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Merujuk pada kerangka legislasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah mengatur dan mengamanahkan
secara lugas bahwa Pemerintah Daerah menyusun perencanaan pembangunan daerah
sebagai satu kesatuan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk
menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai
unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang
ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut
meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20
tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5
(lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun.

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang
disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam
tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai penyusunan anggaran.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Maros Tahun 2025 disusun
dengan memperhatikan evaluasi target dan capaian pembangunan Tahun 2023 serta
target akhir dari RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2016-2021. Sehingga seluruh kebijakan,
strategi dan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan Kabupaten Maros Tahun
2024 akan focus pada upaya pencapaian target akhir Visi Misi Kepala Daerah yang
tertuang dalam RPJMD dengan focus pada percepatan pembangunan wilayah yang
berkualitas untuk mewujudkan pemerataan wilayah. Sebagai gambaran awal untuk
capaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Maros Tahun 2023 yaitu: Pertumbuhan
Ekonomi (5,00 %), Tingkat Kemiskinan (9,65%), Tingkat Pengangguran Terbuka (3,64%),
Gini Rasio (0,372), Indeks Pembangunan Manusia (71,63) dan PDRB Perkapita (64,69
juta/jiwa). Selain memperhatikan capaian indicator ekonomi makro, penyusunan RKPD
Kabupaten Maros Tahun 2025 juga diselaraskan dengan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2025, RKP Tahun 2025 dan mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs, Pencapaian SPM serta implementasi peraturan
perundang-undangan yang relevan dengan penyusunan RKPD.

Berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (1) Permendagri 86 Tahun 2017 RKPD
Kabupaten Maros disusun dengan beberapa tahapan yaitu:1) Persiapan penyusunan; 2)
Penyusunan Rancangan Awal; 3) Penyusunan Rancangan; 4) Pelaksanaan Musrenbang; 5)
Perumusan Rancangan Akhir; 6) Penetapan. Proses dan tahapan penyusunan RKPD Tahun
2025 sebagaimana diawali dengan persiapan penyusunan RKPD, dilanjutkan dengan
penyusunan rancangan awal RKPD yang disusun dengan pendekatan teknokratis,




selanjutnya memperoleh masukan dari rancangan Rencana Kerja (Renja) OPD menjadi
Rancangan RKPD sebagai bahan Musrenbang RKPD. Penyelenggaraan Musrenbang
dilaksanakan secara bertahap dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan
dan Musrenbang Kabupaten. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten Maros
Tahun 2024 berpediman pada Surat Edaran Bupati Maros tanggal 3 Januari 2024 Nomor
640/3/Bappelitbangda tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Serta
Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten Maros Tahun 2024. Hasil
musrenbang menjadi dasar perumusan rancangan akhir RKPD Kabupaten Maros Tahun
2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati. Bagan alir penyusunan RKPD dapat
dilihat pada gambar berikut ini:
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Sumber : Permendagri Nomorr 86 Tahun 2017

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Maros Tahun 2025 dilakukan melalui
beberapa pendekatan yaitu:

1. Teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan pengetahuan, ilmu
dan teknologi. Hal ini ditunjukkan oleh diundangnya beberapa akademisi dan praktisi
pembangunan pada Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2025 pada bulan Februari
2024.

2. Partisipatif, yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan
berbagai pemangku kepentingan.

3. Politik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan
politik dalam pelaksanaan pembangunan melalui penelaahan pokok-pokok pikiran
DPRD Kabupaten Maros dalam RKPD Kabupaten Maros.

4. Top Down, yaitu pendekatan yang memperhatikan program-program prioritas dan
kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini ditunjukkan oleh konsistensi
penyusunan RKPD yang mengacu kepada RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dan Rencana
Kerja Pemerintah (RKP), dan Bottom-up, yaitu pendekatan perencanaan yang
mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui
Musrenbang Desa/Kelurahan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD Kabupaten Maros Tahun 2025
merupakan penjabaran tahun ke 4 (keempat) pelaksanaan RPJMD Kabupaten Maros Tahun
2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026,




1.2

sehingga dalam penyusunan RKPD Tahun 2025 telah mengakomodir tujuan, sasaran,

strategi, arah kebijakan dan program perangkat daerah serta target kinerja pembangunan

daerah yang telah ditetapkan dalam Perda RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021-2026.

Selain itu, dokumen RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana
program, kegiatan, indicator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan,
prakiraan maju dan perangkat daerah penanggungjawab yang wajib dilaksanakan
pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;

2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk
disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan RAPBD;

3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang
pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi
tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan

4. Secara factual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan
kesejahteraan masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Maros Tahun 2025 disusun
untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan
pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen lainnya.
Keterkaitan dan konsistensi yang dimaksud ditunjukan oleh kebijakan, program dan
kegiatan antar dokumen yang tidak saling bertentangan, namun selaras dan sinergis satu
sama lain. RKPD Kabupaten Maros Tahun 2025 menjadi acuan bagi perangkat daerah untuk
menyusun Rencana Kerja (Renja-PD) Tahun 2025 dengan tetap menpedomani Renstra PD.
Kemudian Renja-PD menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-PD. Selanjutnya RKPD
Kabupaten Maros Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum
APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten
Maros Tahun 2025.

Dasar Hukum Penyusunan
Penyusunan RKPD Kabupaten Maros Tahun 2025 didasarkan pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara




10.

11.

12.

13.

14.

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6775);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan
Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 264);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 283);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);

Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2024 Nomor 17);
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 02);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 4);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten
Maros Tahun 2023 Nomor 7);

Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RKPD tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen
perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu
kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah,
terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh
pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi
(1) RPJPD, (2) RPJMD, (3) Renstra-PD, (4) RKPD dan (5) Renja-PD. Secara substansi,
keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang
bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi
rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Memperhatikan
hubungan keterkaitan tersebut, maka dalam penyusunan RKPD Kabupaten Maros Tahun
2025 harus mengacu pada dokumen RKP Nasional Tahun 2025, RKPD Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2025, RPJPD Kabupaten Maros Tahun 2005-2025 dan RPJMD
Kabupaten Maros Tahun 2021-2026. Selain itu, kedudukan RKPD Kabupaten Maros
Tahun 2024 tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan tata ruang wilayah (RTRW
Kabupaten Maros). Adapun hubungan antara dokumen dalam penyusunan RKPD
Kabupaten Maros Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.2

Hubungan Antara Dokumen RKPD dengan Dokumen Lainnya
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Sumber : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004




RKPD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025

Berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017,
selanjutnya RKPD Kabupaten Maros Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari RPJMD
Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan
Kebijakan Umum APBD Kabupaten Maros serta Rancangan Proritas dan Plafon Anggaran
Sementara Kabupaten Maros dan menjadi landasan penyusunan Rancangan APBD yang
akan dibahas bersama dengan DPRD sebelum ditetapkan menjadi Perda APBD. Adapun
keterkaitan dokumen perencanaan dan penganggaran dapat dilihat pada gambar
dibawah ini:

Gambar 1.3
Keterkaitan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
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Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari disusunnya RKPD Kabupaten Maros Tahun 2025 adalah untuk
menjabarkan RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 ke dalam program prioritas
Kabupaten Maros Tahun 2025 dan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor
pembangunan dan antar tingkat pemerintahan.

Adapun tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Maros Tahun 2025 adalah:

1. Menjadi pedoman penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun
2025;

2. Menjadi pedoman dalam penyelerasan prioritas pembangunan daerah Kabupaten
Maros Tahun 2025;

3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten
Maros Tahun 2025 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten
Maros Tahun 2025 untuk penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) Kabupaten Maros
Tahun 2025.

4. Menjadi bahan evaluasi pelaksanaan tahun 2023 dan menjadi acuan dalam
perencanaan tahun 2025.

PENDAHULUAN -6
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Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Lampiran C3 Penyajian
Dokumen RKPD dengan sistematika sebagai berikut:

BAB| PENDAHULUAN,

Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar
substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada Sub Bab Latar
Belakang, mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD,
kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara
dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat
Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Pada Sub Bab Dasar
Hukum Penyusunan, memberikan uraian ringkas tentang dasar hokum yang digunakan
dalam penyusunan RKPD baik yang berskala nasional, maupun local. Pada Sub Bab
Hubungan Antar Dokumen , menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang
relevan beserta penjelasannya, keterhubungan dengan dokumen lain. Pada Sub Bab
Maksud dan Tujuan, memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen
RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi
daerah yang bersangkutan. Pada Sub Bab Sistematika Dokumen DPRD, mengemukakan
organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar
isi setiap bab didalamnya.

BABII GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH,

Bab ini menjelaskan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan juga
memperhatikan dokumen RPjMD dan RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Pada
Sub bab Kondisi Umum Kondisi Daerah, menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-
dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan
demografi serta indicator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Pada Sub bab
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi
RPJMD, mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian
kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan
hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra
Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan
peratanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan. Pada Sub Bab
Permasalahan Pembangunan Daerah, berisi uraian rumusan umum permasalahan
pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan
permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi
Perangkat Daerah.

BAB Il KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH,

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun
berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-
sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam
pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan




pembiayaan daerah. Pada Sub Bab Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, mengemukakan
tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP, juga
kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten/kota. Pada Sub
Bab Arah Kebijakan Keuangan Daerah, berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan
ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan
daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH,

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan
daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu
dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat
daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
Pada Sub Bab Tujuan dan Sasaran Pembangunan, menjelaskan tentang hubungan
visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan lima tahunan yang diambil dari RPJMD. Pada
Sub Bab Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024, menggambarkan prioritas
pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengna program pembangunan
daerah (RPJMD) tahun rencana
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH,

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah
yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana
(RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH,

Pada bab ini menggambarkan penetapan indicator kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah bertuuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja
tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja
Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP,

Menguraikan tentang kaidah pelaksanaan RKPD dan kesimpulan dokumen yang
menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Maros Tahun 2025.




BAB Il

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH KABUPATEN MAROS

2.1 KONDISI UMUM DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012
Kabupaten Maros Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros; Kabupaten
Maros secara geografis terletak di bagian barat Provinsi Sulawesi Selatan sekitar 30 km
arah utara Kota Makassar. Kabupaten Maros berada pada posisi 40°45’ hingga 50°07’
Lintang Selatan, dan 109°20’ hingga 129°12’ Bujur Timur. Berdasarkan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor: 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Kabupaten Maros adalah
1,442.946 km2 atau 3,18 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Kabupaten Maros adalah salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan
Kota Makassar. Sebagai salah satu kabupaten yang cukup berkembang di Provinsi Sulawesi
Selatan. Dalam beberapa tahun terakhir Kabupaten Maros mengalami perkembangan
yang cukup pesat. Selain dampak positif yang bermunculan, perkembangan ini juga banyak
menimbulkan efek atau kondisi negatif yang memerlukan perhatian lebih serius dari
Pemerintah Kabupaten Maros. Kondisi umum Kabupaten Maros dapat dilihat melalui
beberapa aspek yang diuraikan berikut ini.

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Analisis pada aspek geografi di Kabupaten Maros dilakukan untuk memperoleh
gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan
kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedang gambaran kondisi demografi antara lain
mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan
atau kelompok dalam waktu tertentu di Kabupaten Maros.

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Maros merupakan bagian administrasi dari Provinsi Sulawesi Selatan
yang tergabung dalam 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Kabupaten Maros berada
pada peringkat ke 10 yang terluas dari seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan,
dengan luas 1,442.946 km2 atau 3,18 persen dari luas Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
Batas-batas wilayah Kabupaten Maros :

e Sebelah utara adalah Kabupaten Pangkep;
e Sebelah timur adalah Kabupaten Bone
e Sebelah selatan adalah Kota Makassar dan Kabupaten Gowa; dan

e Sebelah barat adalah Selat Makassar
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang
Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan
Pulau Tahun 2021, sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi serta dinamika
ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat ini, sehingga perlu dilakukan
pemberian dan pemutakhiran kode, data wilayah adminstrasi pemerintsh, dan pulau
tahun 2022.




RKPD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025

Tabel 2.1

Luas Masing-masing Kabupaten

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024
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Luwu Utara

Luwu Timur

Bone

Luwu

Wajo

Tana Toraja
Pinrang
Sidenreng Rappang
Gowa

Enrekang

Maros

Soppeng

Toraja Utara
Barru

Bulukumba
Kepulauan Selayar
Pangkajene dan Kepulauan
Sinjai

Jeneponto
Takalar

Bantaeng

Kota Palopo

Kota Makassar
Kota Pare-Pare

Sulawesi Selatan

7,422.418
6,745.921
4,567.363
2,902.069
2,608.708
2,043.623
1,896.575
1,832.300
1,812.997
1,806.845
1,442.946
1,385.546
1,289.134
1,201.903
1,175.528
1,160.359
888.913
865.244
796.001
555.431
390.969
273.235
176.852
89.670

45,330.550

Sumber : Bappelitbangda Kab. Maros (diolah), 2024

Terlihat pada tabel

16.37%
14.88%
10.08%
6.40
5.75
4.51
4.18
4.04
4.00
3.99
3.18
3.06
2.84
2.65
2.59
2.56
1.96
1.91
1.76
1.23
0.86
0.60
0.39
0.20

100.00%

2.1 Kabupaten terluas adalah Kabupaten

Luwu

Utaradengan luas wilayah sebesar 7,422.418 km2 atau 16,37% dari seluruh luas

wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten dengan luas paling kecil di Provinsi

Sulawesi Selatan adalah Kota Pare-Pare 89.670 km2 atau hanya 0,20% dari luas seluruh

Provinsi Sulawesi Selatan.

Secara astronomis, Sulawesi Selatan terletak antara 0° 12’ Lintang Selatan dan

8° Lintang Selatan dan antara 116° 48’ - 122° 36’ Bujur Timur dan dilalui oleh garis

ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 00. Berdasarkan posisi

geografisnya, provinsi Sulawesi Selatan memiliki batas-batas: Utara — Provinsi Sulawesi

Barat dan Sulawesi Tengah; Selatan — Laut Flores; Barat — Selat Makassar; Timur — Teluk

Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
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Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Maros
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Sumber : Bappelitbangda Kab. Maros, 2024
2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun
2012 Kabupaten Maros Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros;
Kabupaten Maros secara geografis terletak di bagian barat Provinsi Sulawesi Selatan
sekitar 30 km arah utara Kota Makassar. Kabupaten Maros berada pada posisi 40°45’
hingga 50°07’ Lintang Selatan, dan 109°20" hingga 129°12’ Bujur Timur.

Letak Kabupaten Maros yang sangat dekat dengan Kota Makassar sebagai
ibukota Provinsi Sulawesi Selatan jika ditinjau dari segi geografis sangat strategis.
Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten penyangga Kota Makassar,
sehingga kegiatan perekonomian akan banyak berjalan di Kabupaten Maros. Hal ini
juga ditopang dengan letak Bandara Internasional Sultan Hasanuddin yang berada
didalam wilayah Kabupaten Maros.

Kabupaten Maros secara geografis terdiri dari 10 desa (10%) adalah kawasan
pantai, 5 desa (5%) adalah kawasan lembah, 28 desa (27%) kawasan lereng/bukit dan
60 desa/kelurahan (58%), yang terdiri dari 37 desa dan 23 kelurahan adalah kawasan
dataran. Kawasan Kabupaten Maros memiliki panjang pantai sejauh 31 km dengan
batasan luas 4 mil dari bibir pantai. Karakteristik pantai di Kabupaten Maros adalah
pantai yang landai dan sebagian berpasir putih. Wilayah kecamatan yang termasuk
daerah pesisir adalah Kecamatan Marusu, Lau, Maros Baru dan Bontoa.

2.1.1.2.1. Kondisi Topografi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2023
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2023-2042; Kabupaten
Maros secara geografis terletak di bagian barat Provinsi Sulawesi Selatan sekitar 30 km
arah utara Kota Makassar. Ruang lingkup wilayah administrasi dari RTRW Kabupaten
Maros mempunyai luas kurang lebih 144.380 hektar atau 1.443,80 km2 yang meliputi
14 (empat belas) kecamatan.
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Kabupaten Maros secara geografis terdiri dari 10 desa (10 %) adalah kawasan
pantai, 5 desa (5 %) adalah kawasan lembah, 28 desa (27 %) kawasan lereng/bukit dan
60 desa/kelurahan (58 %), yang terdiri dari 37 desa dan 23 kelurahan adalah kawasan
dataran. Kawasan Kabupaten Maros memiliki panjang pantai sejauh 31 km dengan
batasan luas 4 mil dari bibir pantai. Karakteristik pantai di Kabupaten Maros adalah
pantai yang landai dan sebagian berpasir putih. Wilayah kecamatan yang termasuk
daerah pesisir adalah Kecamatan Marusu, Lau, Maros Baru dan Bontoa.

Kawasan karst Maros Pangkep sebagai warisan geologi mempunyai luas
43.750 ha, dan sebanyak + 19.337 ha diantaranya termasuk dalam kawasan Taman
Nasional Bantimurung Bulusaraung. Hal ini yang kemudian menjadikan kawasan karst
Maros Pangkep sebagai kawasan karst terbesar kedua di dunia. Kawasan karst Maros-
Pangkep mempunyai keunikan berupa bukit-bukit menara tinggi yang berjajar yang
biasa disebut dengan tower karst, dengan hamparan tebing yang luas, dimana tidak
dijumpai di daerah lain di Indonesia. Karst Maros Pangkep memiliki potensi yang luar
biasa bagi penunjang kehidupan manusia, berdasarkan sifat fisiknya, kawasan karst
memiliki fungsi utama sebagai akuifer air yang memenuhi air baku bagi ratusan ribu
masyarakat yang hidup di dalamnya, kawasan ini juga berfungsi sebagai penjaga
keseimbangan ekosistem regional. Adanya keragaman potensi di kawasan inilah yang
kemudian mendorong pemerintah untuk menjadikannya sebagai Geopark Nasional,
dan berkat kerjasama semua pihak pada 20 November 2017 secara resmi Kawasan
Karst Maros-Pangkep telah ditetapkan sebagai Geopark Nasional, kemudian oleh Pusat
Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) menetapkan Geoprak Maros-
Pangkep sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) berdasarkan keputusan yang diambil
pada Sidang Dewan Eksekutif UNESCO ke-216 di Paris, Prancis, Rabu 24 Mei 2023.
Geopark Maros-Pangkep menjadi Global Geopark ke-8 di Indonesia yang masuk daftar
UNESCO Global Geopark.

Kabupaten Maros terdiri dari 10% (10 desa) adalah pantai, 5% (5 desa) adalah
kawasan lembah, 27% (28 desa) adalah lereng/bukit dan 58% (60 desa) adalah dataran.
Tinggi wilayah setiap kecamatan bervariasi di antara 0-1000 mpdl di atas permukaan
laut. Ibukota Kabupaten Maros, yaitu Kecamatan Turikale berada pada ketinggian O-
300 mdpl. Berdasakan ketinggian di atas permukaan laut luas Kabupaten Maros adalah
144.017,59 ha. Adapun luas areal per kecamatan berdasarkan ketinggian dapat dilihat
pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan
di Kabupaten Maros Tahun 2023

Keterangan
No  Kecamatan 0-300  1000- 1500> 300-500 500-  Luas(Ha)
Mdpl Mdpl Mdbol Mdbol Mdbol

1 Bantimurung 7572.28 449,30 2.13 4785,70 2505.62 15.315.03
2 Bontoa 6010,20 -- -- 386,52 0,03 6.396,76
3 Camba - 6046.86 595.45 2385.99 554459 14.572.89
4  Cenrana -- 5407,05 1671,38 2583,02 9154,65 18.816,09
5 lau 4146.41 -- -- -- -- 4.146.41
6 Mallawa 53,61 4626,89 3268,62 7408,01 7164,99 22.522,12
7 Mandai 3934.20 - - 1.13 - 3.935.33
8 | Maros Baru 4261,06 -- -- -- -- 4.261,06
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9 Marusu 4376,97 -- -- -- -- 4.376,97
10 Moncong Loe 3807,02 - - 94,44 - 3.901,46
11 Simbang 6081.35 -- -- 2994.04 0.57 9.075.95
12  Tanralili 7697,77 - - 597,47 -- 8.295,25
13 Tompobulu 6350.45 3552.31 1642.55 9183.90 5222.86 25.952.07
14 | Turikale 2450,21 -- 2.450,21
To 56.741,5 20.082,4 7.180,13 30.420,2 29.593,3 14.4017,59

Sumber : Dinas PUTRPPPP Kab. Maros, 2024

Wilayah Kabupaten Maros berada pada kondisi topografi dengan
kelas kemiringan lereng mulai dari datar, berbukit, sampai bergunung. Kelas
kemiringan lereng 0 - 8% (datar) merupakan kondisi topografi dengan luas 48.207,72
ha, kemiringan lereng 8-15% dengan luas 24.046,23 ha, kemiringan lereng 15 — 25%
(berbukit) dengan luas areal 35.361,65 ha, kemudian kelas kemiringan lereng 25 — 45%
(bergunung), dengan luas areal 24.612,94 ha, dan kemiringan lereng >45% dengan total
luas 11.646,94 ha. Luas areal per kecamatan berdasarkan kondisi topografinya dapat
dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Luas Areal (Ha) Berdasarkan Kemiringan Lereng per Kecamatan

1 Bantimurun 4.655.18 2.930.91 4.421.14 2.532.89 756.75 15.296.86
2 Bontoa 5.165.24 489.20  325.01  348.03 59.27 6.386.75
3 Camba 781.74  2.141.28 4.744.08 4.138.27 2759.35 14.564.71
4 Cenrana 1.082.11 3.361.14 7.153.82 5.489.67 1715.43 18.802.17
5 Lau 4.120.83 18.89 -- - - 4.139.73
6 Mallawa 1.491.57 5.362.59 7.784.68 4.902.53 2971.20 22.512.57
7 Mandai 3.785.00 51.24 92.75 0.03 - 3.929.02
8 Maros Baru 4.254.43 -- - -- - 4.254.43
9 Marusu 4.370.76 - -- - - 4.370.76
10 Moncong  3.456.26 194.67 11496 @ 129.27 -- 3.895.16
11 éimbang 3.835.68 2.351.96 2.447.46 42994  -- 9.065.04
12 Tanralili 5.613.27 1.365.45 1.103.93 201.00 -- 8.283.65

13 Tompobulu 3.149.25 5.778.91 7.173.83 6.441.31 33-84.93 25.928.22
14 Turikale 2.446.41 -- - -- - 2.446.41
Jumlah 48.207.7 24.046.2 35.361.6 24.612.9 11.646.9 14.3875.49

Sumber : Dinas PUTRPPPP Kab. Maros, 2024
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Dari sisi topografi, Kecamatan Bantimurung merupakan kecamatan
bertopografi agak datar (lereng 0 — 8%) terluas, yakni sekitar 7.829 Ha, diikuti oleh
Kecamatan Bontoa sekitar 4.901 Ha, Kecamatan Tanralili dan Simbang dengan luas
areal masing-masing sekitar 4.736 Ha dan 4.712 Ha. Kemiringan lereng 8 — 15% tersebar
di Kecamatan Mallawa, Bantimurung, dan Tompobulu, dengan luas areal masing-
masing 1.134 Ha, 932 Ha dan 780 Ha. Seperti halnya dengan iklim, kemiringan lereng
adalah salah satu indikator biofisik penting dalam penentuan potensi lahan suatu
wilayah. Wilayah didominasi lereng yang terjal (lebih besar dari 40%), umumnya
memiliki potensi yang kecil untuk pengembangan pertanian. Karena itu, data pada
tabel diatas bisa menjadi indikator umum dari potensi sumberdaya lahan setiap
kecamatan di Maros.

Gambar 2.2
Peta Topografi Kabupaten Maros

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MAROS TAHUN 2020-2032

PETA TOPOGRAFI

Sumber : RTRW Kab. Maros, 2024
2.1.1.2.2. Kondisi Geologi

Klasifikasi batuan di wilayah Kabupaten Maros terbagi dalam empat kelompok
besar, yaitu (1) batuan permukaan dengan luas keseluruhan 55.359 Ha yang terdapat
hampir di seluruh kecamatan, kecuali Kecamatan Mallawa; (2) batuan sedimen dengan
luas 66.195 Ha yang penyebarannya juga hampir terdapat di seluruh kecamatan, kecuali
di Kecamatan Bontoa; (3) batuan gunung api yang tersebar di Kecamatan Tanralili,
Camba, Mallawa dan Bantimurung dengan luas 32.008 Ha; dan (4) batuan terobosan
dengan luas8.312 Ha yang terdapat hampir di seluruh kecamatan, kecuali Kecamatan
Maros Baru dan Bontoa.

Kabupaten Maros terbagi dalam empat satuan geomorfologi sebagai berikut:

a. Satuan pegunungan Vulkanik: menempati bagian utara, tengah dan timur
puncak tertinggi Bulu Lekke (1.361 mdpl) dengan luas 30% dari luas wilayah
Kabupaten Maros.
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b. Satuan perbukitan wvulkanik, intrusi dan sedimen: menempati daerah
perbukitan yang menyebar secara setempat-setempat sekitar 15% dari luas
Kabupaten Maros.

c. Satuan perbukitan Karst: satuan perbukitan ini tersebar cukup luas pada
bagian tengah dan timur laut daerah Kabupaten Maros.

d. Satuan Pedataran Alluvium: terletak dibagian barat yang tersebar dengan arah
utara- selatan, menempati sekitar 25% dari luas wilayah Kabupaten Maros.

Gambar 2.3
Peta Geologi Kabupaten Maros
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Sumber : Bappelitbangda Kab. Maros, 2024

Salah satu ekosistem karst di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat di Kabupaten
Maros dan Kabupaten Pangkep yang dikenal dengan nama kawasan karst Maros

Pangkep. Kawasan karst Maros Pangkep secara astronomis berada antara $4° 42’ 49”—

50 06’ 42”dan E119° 34’ 17— 1199 55’ 13”. Secara areal geologi, kawasan ini termasuk
dalam areal geologi regional Maros, Pangkep, dan Watampone yang secara umum
terbagi atas dua baris pegunungan yang memanjang dengan arah utara-barat laut yang
terpisahkan oleh lembah Sungai Walannae.

Kawasan karst Maros Pangkep sebagai warisan geologi mempunyai luas
43.750 ha, dan sebanyak * 19.337 ha diantaranya termasuk dalam kawasan Taman
Nasional Bantimurung Bulusaraung. Hal ini yang kemudian menjadikan kawasan karst
Maros Pangkep sebagai kawasan karst terbesar kedua di dunia . Kawasan karst Maros-
Pangkep mempunyai keunikan berupa bukit-bukit menara tinggi yang berjajar yang
biasa disebut dengan tower karst, dengan hamparan tebing yang luas, dimana tidak
dijumpai di daerah lain di Indonesia. Karst Maros Pangkep memiliki potensi yang luar
biasa bagi penunjang kehidupan manusia, berdasarkan sifat fisiknya, kawasan karst
memiliki fungsi utama sebagai akuifer air yang memenuhi air baku bagi ratusan ribu
masyarakat yang hidup di dalamnya, kawasan ini juga berfungsi sebagai penjaga
keseimbangan ekosistem regional.
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2.1.1.2.3. Kondisi Hidrologi

Terdapat 2 (dua) jenis kategori hidrologi yang melingkupi wilayah Kabupaten
Maros, yaitu jenis air permukaan dan jenis air tanah (dangkal dan dalam). Kedua jenis
air tersebut berasal dari air hujan yang sebagian mengalir di permukaan (run-off) dan
sebagian lagi meresap kedalam tanah.

Gambar 2.4
Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Maros

PEMERINTAN KABUPATEN MARCS

REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MAROS TAHUN 2020-2032

PETA DAERAM ALIRAN SUNGA! (DAS)

Sumber : Dinas PUTRPP Kab. Maros, 2023

Sungai-sungai yang terletak di Kabupaten Maros cukup berpotensi untuk
mengairi tanah-tanah pertanian disekitarnya. Sungai-sungai tersebut yakni sungai
Maros, sungai Manraleng, sungai Kalibone, sungai Walanae, sungai Soreang, sungai
Pangkajene, sungai Tallo, dan sungai Jeneberang. Wilayah Kabupaten Maros
merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dilalui oleh 8 (delapan) sungai tersebut
dengan luas 143.875,49 ha atau 88% total luas wilayah.

Sungai-sungai yang berada di Kabupaten Maros merupakan bagian dari dua
wilayah sungai besar vyaitu Wilayah Sungai Jeneberang dan Wilayah Sungai
Walanae- Cenranae. Luas wilayah sungai berdasarkan satuan wilayah sungai (SWS)
Kabupaten Maros seluas 143.834 ha atau 97,95 % dari total wilayah, yang terdiri dari
2.947 ha SWS tidak kritis dan 140.887 ha SWS kritis.

2.1.1.2.4. Kondisi Klimatologi

Kondisi klimatologi merujuk pada karakteristik iklim suatu wilayah berdasarkan
data cuaca jangka panjang yang mencakup suhu, kelembapan, curah hujan, angin, dan
faktor lainnya. Kondisi ini sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk
pertanian, perikanan, kesehatan, dan infrastruktur.

Kabupaten Maros termasuk daerah yang beriklim tropis basah dengan curah

hujan rata-rata 162,5 mm?3 setiap bulan. Curah hujan tertinggi sekitar bulan januari
dan desember. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan januari dengan jumlah curah
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hujan sebesar 735 mm3, kemudian jumlah hujan terendah terjadi pada bulan mei

dengan jumlah curah hujan 47 mm3.

Tekanan udara di Kabupaten Maros sepanjang tahun 2022 berada pada
kisaran 1.009,7 mb sampai 1011,5 mb. Tekanan udara terendah terjadi pada bulan
Desember dengan tekanan sebesar 1.009,7 mb, sedangkan tertinggi terjadi pada bulan
Februari dan Juni dengan tekanan udara sebesar 1.011,5 mb. Sedangkan kecepatan
angin di Kabupaten Maros sepanjang tahun 2022 berada antara 3 — 4 m/detik.

Grafik 2.1
Jumlah Curah Hujan Kabupaten Maros
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Sumber : BMKG Kab. Maros, 2024

Berikut ini kondisi tekanan udara dan kecepatan angina Kabupaten Maros
dari bulan Januari hingga Desember tahun 2023.

Tabel 2.4
Rata-Rata Tekanan Udara, Kecepatan Angin dan Penyinaran Matahari

Menurut Bulan Kabupaten Maros Tahun 2023

Januari 1.010,7 4
Februari 1.011,5 3
Maret 1.011,1 3
April 1.011,2 3
Mei 1.010,5 3
Juni 1.011,5 3
Juli 1.010,0 3
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Agustus 1.010,7 4
September 1.010,5 4
Oktober 1.010,7 4
November 1.010,4 3
Desember 1.009,7 3

Sumber : Stasiun Klimatologi Kelas | Maros (BMKG), 2024

Kabupaten Maros termasuk daerah yang beriklim tropis basah, rata-rata
suhu udara bulanan di Kabupaten Maros pada tahun 2022 adalah 27,51°C tiap
bulannya, dengan suhu rata-rata maksimum 31,760C dan suhu rata-rata minimum
24,480C. Suhu bulanan paling rendah adalah 23,50°C yang terjadi di bulan Juli.
Sedangkan suhu yang paling tinggi adalah 33,30°C yang terjadi pada bulan September.

Pemantauan dan prediksi kondisi klimatologi dilakukan oleh badan
meteorologi dan klimatologi menggunakan berbagai alat dan teknologi seperti satelit
cuaca, radar, stasiun cuaca, dan model komputer.

Tabel 2.5
Suhu Udara Maksimum dan Rata-rata Menurut Bulan
Kabupaten Maros Tahun 2023

Maksimum Minimum Rata-Rata
Januari 30,8 24,9 2
Februari 30,5 24,7 2
Maret 31,2 24,7 2
April 31,7 24,9 2
Mei 32,2 25,2 2
Juni 31,9 24,4 2
Juli 31,7 23,5 2
Agustus 33,1 24,0 2
September 33,3 24,2 2
Oktober 33,0 24,4 2
November 31,9 24,5 2
Desember 29,8 24,3 2
Rata-Rata Tahunan 31,76 24,48 27,

Sumber : Stasiun Klimatologi Kelas | Maros (BMKG), 2024
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Kelembaban rata-rata di Kabupaten Maros sepanjang tahun 2021 sebesar
81,67 %, dengan rata-rata kelembaban maksimum sebesar 92,25% dan rata-rata
kelembaban minimum sebesar 68,42 %.

Tabel 2.6
Kelembaban Udara Kabupaten Maksimum, Minimum dan Rata-rata

Menurut Bulan Kabupaten Maros Tahun 2023

Januari 97 77 8
Februari 98 81 é
Maret 9 78 8
April 94 77 8
Mei 92 75 8
Juni 90 66 8
Juli 89 67 7
Agustus 90 51 ;
September 83 49 %
Oktober 88 54 7
November 93 69 é
Desember 97 77 8
Rata-Rata 92, 68, 8

Sumber : Stasiun Klimatologi Kelas | Maros (BMKG), 2024

Kelembaban terendah terjadi pada bulan September sebesar 49 %,
sedangkan kelembaban terendah terjadi pada bulan Februari dengan kelembaban
udara 68,42%.

2.1.1.2.5 Kondisi Penggunaan Lahan

Berdasarkan penggunaannya lahan dibedakan menjadi lahan sawah, lahan
pertanian bukan sawah dan lahan bukan pertanian. Lahan pertanian sawah adalah
lahan pertanian yang berpetak dan dibatasi oleh pematang, saluran untuk
menahan/menyalurkan air. Lahan sawah terdiri dari sawah irigasi, sawah tadah hujan,
sawah rawa pasang surut dan sawah rawa lebak. Sedangkan yang dimaksud dengan
lahan pertanian bukan sawah adalah lahan pertanian yang terdiri dari tegal/kebun,
ladang/huma, perkebunan, lahan yang ditanami pohon/hutan rakyat, padang
penggembalaan, dan lahan yang sementara tidak diusahakan, serta lahan sekitar
rumah (pekarangan) yang diusahakan untuk pertanian. Yang termasuk lahan bukan
pertanian adalah pemukiman, kantor, industri dan pertokoan.

Luas lahan yang digunakan sebagai lahan pertanian di Kabupaten Maros
sebesar 134.690 Ha atau sekitar 83% dari luas wilayah Kabupaten Maros. Lahan
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pertanian bukan sawah menjadi lahan terluas, yaitu sekitar 67%, lahan sawah sekitar
16%, sedangkan lahan bukan pertanian sekitar 17% dengan luas 27.222 ha.

Tabel 2.7
Luas Lahan (Ha) dan Jenis Penggunaannya Per Kecamatan
Kabupaten Maros Tahun 2023

1 Mandai 1.440 1.259 2.212 4911
2 Moncongloe 1.139 1.244 2.304 4.687
3 Maros Baru 1.101 1.888 2.387 5.376
4  Marusu 1.190 4.816 1.377 7.383
5 Turikale 975 191 1.827 2.993
6 Lau 2.259 2.003 1.111 5.373
7 Bontoa 1.935 6.302 1.115 9.352
8 | Bantimurung 3.964 12.464 942 17.370
9 Simbang 2.034 5.372 3.125 10.531
10 Tanralili 1.292 2.062 4.692 8.945
11 Tompobulu 1.066 23.883 2.817 28.766
12 Camba 1.937 11.476 1.123 14.536
13 Cenrana 2.001 14.449 1.647 18.097
14 Mallawa 1.770 21.279 543 23.592
Jumlah 26.002 108.668 27.222 161.912

Sumber : BPS Kab. Maros, 2024
2.1.1.3. Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana adalah wilayah yang memiliki potensi terjadi bencana
yang cukup tinggi, baik itu bencana banijir, longsor, puting beliung dan lain sebagainya.
Hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Maros termasuk dalam wilayah rawan
bencana, hal ini disebabkan karena kondisi geografis dan topografi Kabupaten Maros
yang berada di wilayah pegunungan dan pesisir.

Potensi bencana di Kabupaten Maros diketahui dari catatan sejarah kejadian
bencana dan kemungkinan bencana terjadi berdasarkan pengkajian resiko bencana
yang dilakukan di Kabupaten Maros. Berdasarkan pengkajian resiko bencana maka
Kabupaten Maros memiliki 9 (Sembilan) jenis bencana yang rawan terjadi, yaitu;
becana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa
bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, tsunami.

Total luas wilayah yang terdampak bencana banjir di Kabupaten Maros
adalah 47.431,57 Ha, dengan kelas kerawanan TINGGI. Beberapa faktor penyebab
banjir di Kabupaten Maros diantaranya : curah hujan cukup tinggi, topografi datar dan
landau, jenis tanah Alluvial dan Litosol, penggunaan lahan dominan tambak dan sawah.
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Di samping itu faktor manusia yang kurang menyadari dalam hal pengelolaan sampabh,
karena sampah dibuang di kanal dan sungai supaya ikut aliran sungai sehingga drainase
kurang lancar. Sebaran wilayah rawan bencana banjir serta kelas kerawanan
bencana di Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Wilayah Rawan Bencana Banjir dan Kelas Kerawanan Bencana
Kabupaten Maros Tahun 2023

1 Bantimurung 4.207,20 Ti
2 Bontoa 8.341,40 Ti
3 Lau 5.361,24 Sed
4 Mandai 4.294,45 Ti
5 Maros Baru 5.354,25 Ti
6 Marusu 7.723,42 Ti
7 Moncongloe 3.208,99 Ti
8 Simbang 3.379,38 Ti
9 Tanralili 2.568,09 Ti
10  Turikale 2.993,12 Ti
Jumlah 47.431,54 Ti

Sumber : BNPB Kab. Maros, 2024

Banjir merupakan peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah
atau daratan karena volume air yang meningkat (BNPB). Wilayah dengan potensi
rawan bencana banjir di Kabupaten Maros berada di 10 (sepuluh) kecamatan. Kelas
sangat rawan tersebar di wilayah hilir sampai tengah DAS meliputi; Kecamatan Maros
Baru bagian selatan, Marusu bagian utara, Turikale, Mandai bagian utara, Tanralili
bagian utara, Bantimurung bagian selatan, Simbang bagian barat. Sebagian besar
daerah yang datar dan landau rawan banijir di wilayah DAS Maros.

Banjir bandang merupakan banjir yang datang tiba-tiba dengan debit air yang
besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada luar sungai (BNPB). Wilayah
dengan potensi rawan bencana banjir bandang di Kabupaten Maros berada di 8
(delapan) kecamatan. Total luas wilayah yang terdampak bencana banjir adalah
2.860,04 ha, dengan kelas kerawanan TINGGI, dengan melihat kelas bahaya maksimum
di setiap kecamatan. Sebaran wilayah rawan bencana banjir bandang serta kelas
kerawanan bencana di Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Wilayah Rawan Bencana Banjir Bandang dan Kelas Kerawanan Bencana
Kabupaten Maros Tahun 2023

1 Bantimurung 694,06 Ti
2 Bontoa 461,07 Ti
3 Camba 252,84 Ti
4 Cenrana 594,98 Ti
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5 Lau 447,89 Ti
6 Mallawa 398,73 Ti
7 Tompobulu 0,13 Ti
8 Turikale 10,34 Ti

Jumlah 2.860,04 Ti

Sumber : BNPB Kab. Maros, 2024

Cuaca ekstrim atau angin puting beliung adalah angin kencang yang datang
secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan
kecamatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi (BNPB). Wilayah
dengan potensi rawan bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Maros berada di 14
(empat belas) kecamatan. Total luas wilayah yang terdampak cuaca ekstrim adalah
125.594,93 ha, dengan kelas kerawanan TINGGI. Sebaran wilayah rawan bencana
cuaca ekstrim serta kelas kerawanan bencana di Kabupaten Maros dapat dilihat pada
tabel berikut.

Tabel 2.10
Wilayah Rawan Cuaca Ekstrim dan Kelas Kerawanan Bencana
Kabupaten Maros Tahun 2023

1 Bantimurung 8.102,96 Tinggi
2 Bontoa 8.599,54 Tinggi
3 Camba 10.906,37 Sedang
4 Cenrana 10.947,07 Sedang
5 Lau 5.371,48 Tinggi
6 Mallawa 16.161,83 Tinggi
7 Mandai 4.907,66 Tinggi
8 Maros Baru 5.261,90 Tinggi
9 Marusu 8.143,75 Tinggi
10 Moncongloe 4.682,84 Tinggi
11  Simbang 6.371,90 Tinggi
12 Tanralili 8.904,02 Tinggi
13 Tompobulu 24.240,21 Tinggi
14  Turikale 2.993,33 Tinggi
Jumlah 125.594,93 Tinggi

Sumber : BNPB Kab. Maros, 2024

Gelombang ekstrim adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek
terjadinya siklon tropis disekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan
bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon
tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi
disertai hujan deras. Sedangkan abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga
gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi
pantai. Wilayah dengan potensi rawan bencana cuaca ekstrim dan abrasi di Kabupaten
Maros berada di 4 (empat) kecamatan. Total luas wilayah yang terdampak bencana
banjir adalah 329,76 ha, dengan kelas kerawanan SEDANG. Sebaran wilayah rawan
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bencana cuaca gelombang ekstrim dan abrasi serta kelas kerawanan bencana di
Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.11
Wilayah Rawan Gelombang Ekstrim dan Abrasi serta Kelas Kerawanan Bencana
Kabupaten Maros Tahun 2023

1 Bontoa 119,41 Sedang
2 Lau 23,24 Sedang
3 Maros Baru 55,25 Sedang
4 Marusu 131,85 Sedang

Jumlah 329,76 Sedang

Sumber : BNPB Kab. Maros, 2024

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi
yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung
api atau runtuhan batuan (BNPB). Wilayah dengan potensi rawan bencana cuaca
ekstrim dan abrasi di Kabupaten Maros berada di 14 (empat belas) kecamatan. Total
wilayah luas wilayah yang terdampak bencana banjir adalah 162.546,72 Ha, dengan
kelas kerawanan RENDAH. Sebaran wilayah rawan bencana gempa bumi dan kelas
kerawanan bencana di Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.12
Wilayah Rawan Gempa Bumi Serta Kelas Kerawanan Bencana
Kabupaten Maros Tahun 2023

1 Bantimurung 17.368,53 Rendah
2 Bontoa 9.497,64 Rendah
3 Camba 14.535,18 Rendah
4 Cenrana 17.787,45 Rendah
5 Lau 5.370,82 Rendah
6 Mallawa 23.590,67 Rendah
7 Mandai 4.910,48 Rendah
8 Maros Baru 5.376,26 Rendah
9 Marusu 8.184,67 Rendah
10 Moncongloe 4.686,95 Rendah
11 Simbang 10.529,44 Rendah
12 Tanralili 8.944,44 Rendah
13  Tompobulu 28.770,83 Rendah
14  Turikale 2.993,37 Rendah

Jumlah 162.546,72 Rendah

Sumber : BNPB, 2024

Kebakaran hutan dan lahan merupakan suatu keadaan dimana hutan dan
lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang
menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan seringkali
menyebabkan bencana asap yang sangat menganggu aktivitas dan kesehatan
masyarakat sekitar (BNPB). Wilayah dengan potensi rawan bencana cuaca ekstrim dan
abrasi di Kabupaten Maros berada di 14 (empat belas) kecamatan. Total luas
wilayah yang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan adalah 162.546,72 Ha,
dengan kelas kerawanan RENDAH. Sebaran wilayah rawan bencana kebakaran hutan
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dan lahan dan kelas kerawanan bencana di Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel
berikut.

Tabel 2.13
Wilayah Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Kelas Kerawanan Bencana
Kabupaten Maros Tahun 2023

1 Bantimurung 17.368,5 Rendah
2 Bontoa 9.497,6 Rendah
3 Camba 14.535,1 Rendah
4 Cenrana 17.787,4 Rendah
5 Lau 5.370,82 Rendah
6 Mallawa 23.590,6 Rendah
7 Mandai 4.910,48 Rendah
8 Maros Baru 5.376,26 Rendah
9 Marusu 8.184,67 Rendah
10 Moncongloe 4.686,95 Rendah
11 Simbang 10.529,4 Rendah
12 Tanralili 8.944,44 Rendah
13 Tompobulu 28.770,8 Rendah
14 Turikale 2.993,37 Rendah
KABUPATEN MAROS 162.546,72 Rendah

Sumber : BNPB Kab. Maros, 2024

Kekeringan merupakan ketersediaan air yang jauh dibawah kebutuhan air
untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Adapun yang
dimaksud kekeringan di bidang pertanian dalah kekeringan yang terjadi di lahan
pertanian yang ada tanaman yang sedang dibudidayakan (BNPB). Wilayah dengan
potensi rawan bencana kekeringan di Kabupaten Maros berada di 14 (empat belas)
kecamatan. Total luas wilayah yang terdampak bencana banjir adalah 162.546,72 ha,
dengan kelas kerawanan SEDANG. Sebaran wilayah rawan bencana kekeringan dan
kelas kerawanan bencana di Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14
Wilayah Rawan Kekeringan dan Kelas Kerawanan Bencana
Kabupaten Maros Tahun 2023

1 Bantimurung 17.368,53 Sedang
2 Bontoa 9.497,64 Sedang
3 Camba 14.535,18 Sedang
4 Cenrana 17,787,45 Sedang
5 Lau 5,370,82 Sedang
6 Mallawa 23.590,67 Sedang
7 Mandai 4.910,48 Sedang
8 Maros Baru 5.376,26 Sedang
9 Marusu 8.184,67 Sedang
10 Moncongloe 4.686,95 Sedang
11  Simbang 10.529,44 Sedang
12 Tanralili 8.944,44 Sedang
13  Tompobulu 28.770,83 Sedang
14 Turikale 2.993,37 Sedang
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Jumlah 162.546,72 Sedang
Sumber : BNPB Kab. Maros, 2024

Tanah longsor adalah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun
pencampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan
tanah atau batuan penyusun lereng (BNPB). Sebaran wilayah rawan bencana tanah
longsor dan kelas kerawanan bencana di Kabupaten Maros serta luasannya dapat dilihat
pada tabel berikut.

Tabel 2. 15
Wilayah Rawan Tanah Longsor dan Kelas Kerawanan Bencana
Kabupaten Maros Tahun 2023

1 Bantimurung 7.833,83 Sedang
2 Bontoa 755,52 Sedang
3 Camba 10.171,15 Sedang
4 Cenrana 13.815,70 Sedang
5 Mallawa 15.998,01 Sedang
6 Mandai 71,20 Sedang
7 Moncongloe 427,94 Sedang
8 Simbang 3.732,45 Sedang
9 Tanralili 1.342,01 Sedang
10 Tompobulu 11.336,87 Sedang

Jumlah 65.484,70 Sedang

Sumber : BNPB Kab. Maros, 2024

Tsunami berasal dari bahasa jepang yang berarti gelombang lautan. Tsunami
adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya
pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi (BNPB). Wilayah dengan potensi rawan
bencana tsunami di Kabupaten Maros berada di 4 (empat) kecamatan. Luas wilayah
yang terdampak bencana tsunami adalah 6.019,72 ha, dengan kelas kerawanan
SEDANG. Sebaran wilayah rawan bencana tsunami dan kelas kerawanan bencana di
Kabupaten Maros serta luasannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.16
Wilayah Rawan Tsunami dan Kelas Kerawanan Bencana
Kabupaten Maros Tahun 2023

1 Bontoa 2.594,08 Ting
2 Lau 679,63 Ting
3 Maros Baru 455,85 Ting
4 Marusu 1.290,15 Ting

Jumlah 6.019,72 Ting

Sumber : BNPB Kab. Maros, 2024
2.1.1.4. Kondisi Demografi

Kondisi demografi suatu wilayah sangat penting di dalam proses
pembangunan. Penduduk akan menjadi beban bagi daerah apabila tidak dikelola
dengan baik dan sebaliknya akan menjadi modal potensial apabila mampu dikelola
dengan baik.
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2.1.1.4.1. Jumlah dan Struktur Umur Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Maros pada tahun 2022, berdasarkan
sensus penduduk 2023 sebesar 410,699 jiwa, yang tersebar di 14 (empat belas)
kecamatan.Jumlah penduduk bertambah 72.772 jiwa dibandingkan dengan hasil sensus
penduduk 2010. Rata- rata laju pertumbuhan per tahun selama periode 2019-2022
sebesar 2,01 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode 2000-2010
sebesar 1,62 persen per tahun.

Tabel 2.17
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan
Kabupaten Maros tahun 2019-2023

Jumlah Penduduk

No Y araraatan 2019 2020 2021 2022 2023
1 | Mandai 39.830 51.801 53.406 57,505 57,505
2 | Moncongloe 19.208 23.728 24.336 25,764 25,764
3 | Maros Baru 26.647 28.360 28.613 29,303 29,303
4 | Marusu 27.850 34.324 35.105 37,062 37,062
5 | Turikale 45.633 48.558 48.963 50,188 50,188
6 | Lau 26.886 27.542 27.686 28,135 28,135
7 | Bontoa 29.033 30.604 30.799 31,449 31,449
8 | Bantimurung 30.770 32.825 33.082 33,879 33,879
9 | Simbang 24.369 25.538 25.697 26,190 26,190
10 | Tanralili 26.888 30.964 31.448 32,706 32,706
11 | Tompobulu 15.608 15.932 16.004 16,206 16,206
12 | Camba 13.660 14.223 14.291 14,487 14,487
13 | Cenrana 14.979 14.562 14.553 14,573 14,573
14 | Mallawa 11.761 12.813 12.941 13,252 13,252
TOTAL 353.121 391.774 | 396.924 | 403.774 | 410,699

Sumber : BPS Kab. Maros, 2024

Selama tahun 2019 jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi dibadingkan
penduduk perempuan, rasio jenis kelamin selama kurun waktu tersebut sebesar
100. Sensus penduduk 2022 mencatat jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Maros
lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 101.
Hal ini berarti untuk setiap 100 orang perempuan, terdapat 101 laki-laki. Hal ini
berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana jumlah penduduk perempuan
lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Jumlah penduduk laki-
laki berdasarkan sensus penduduk tahun 2022.

Pada tahun 2022 jumlah penduduk laki-laki dan perempuan sama jumlahnya
sehingga rasio jenis kelamin pada tahun 2021 sebesar 100,67. Angka ini menunjukkan
bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk
perempuan.

Komposisi penduduk Kabupaten Maros menurut kecamatan menunjukkan
bahwa penduduk terbesar yakni 55.184 jiwa mendiami Kecamatan Mandai, sedangkan
wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan
Mallawa dengan jumlah penduduk sebanyak 13.186 jiwa. Kepadatan penduduk di

Kabupaten Maros pada tahun 2022 mencapai 249 jiwa/kmz. Kecamatan Turikale




adalah kecamatan terpadat dengan tingkat kepadatan mencapai 1.654 jiwa/kmz,
diikuti oleh Kecamatan Mandai 1.124 jiwa/kmz, sedangkan kecamatan yang tingkat

kepadatannya paling rendah adalah Kecamatan Mallawa yaitu 56jiwa/km2.
Komposisi penduduk menurut jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk

per tahun, kepadatan penduduk per kilometer persegi, serta rasio jenis kelamin

Kabupaten Maros tahun 2019 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut

ini.
Tabel 2.18
Pertumbuhan, Kepadatan dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
No | URAIAN 2019 | 2020 2021 2022 2023
1 Laju Pertumbuhan Penduduk 1,13 2,05 1,99 1,73 1,71
2 Kepadatan penduduk 218 242 245 249 284
3 Rasio jenis kelamin 96 10 100 101 101

Sumber : BPS Prov. Sulsel, 2024

Secara umum kepadatan penduduk Kabupaten Maros menunjukkan
peningkatan selama kurun waktu 2005 — 2023, dimana pada tahun 2005 kepadatan
penduduk Kabupaten Maros sebesar 183 jiwa/km2, kemudian meningkat hingga
mencapai 284 jiwa/km2 pada tahun 2023. Kepadatan penduduk tertinggi berada di
Kecamatan Turikale dengan rata-rata kepadatan penduduk selama tahun 2005 hingga
tahun 2023 adalah 1.564 jiwa km2. Kemudian diukuti oleh Kecamatan Mandai dengan
rata-rata kepadatan penduduk sebesar 931 jiwa/km2. Kecamatan Mallawa dan
Tompobulu memiliki rata-rata kepadatan penduduk terkecil yaitu sebesar 51
jiwa/km2 dan 53 jiwa/km?2.

2.1.1.5. Potensi Pengembangan Wilayah

Kawasan strategis di Kabupaten Maros merupakan bagian wilayah Kabupaten
Maros yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat
penting dalam lingkup kabupaten dibidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau
lingkungan. Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Maros terdiri atas; Kawasan
Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Provinsi (KSP), dan Kawasan Strategis
Kabupaten (KSK).

2.1.1.5.1 Kawasan Strategis Nasional (KSN)

Kawasan Metropolitan Mamminasata telah ditetapkan berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 55 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar (Mamminasata). Kebijakan penataan
ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata meliputi :

a. Pengembangan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara,
serta pelestarian lingkungan hidup sebagai satu kesatuan;

b. Pengembangan Kawasan perkotaan Mamminasata sebagai pusat orientasi
pelayanan berskala internasional dan penggerak utama bagi Kawasan Timur
Indonesia;

c. Pengembangan Kawasan perkotaan Mamminasata sebagai pusat
pertumbuhan dan sentra pengolahan hasil produksi bagi pembangunan
Kawasan perkotaan inti dan Kawasan perkotaan disekitarnya;




d.

Peningkatan aksesibilitas antar wilayah dan pemerataan jangkauan
pelayanan sistem jaringan prasarana di Kawasan perkotaan Mamminasata.

Kawasan Strategis Nasional yang ada di Kabupaten Maros adalah Kawasan

Perkotaan Mamminasata yang merupakan Kawasan Strategis Nasional dengan sudut

kepentingan ekonomi. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

menetapkan kawasan Perkotaan Metropolitan Mamminasata sebagai Pusat Kegiatan

Nasional (PKN), dalam hal ini wilayah-wilayah Kabupaten Maros yang termasuk dalam

kawasan Metropolitan Mamminasata merupakan pusat perkotaan yang memiliki

kepentingan dalam skala nasional.

2.1.1.5.2 Kawasan Strategis Provinsi (KSP)

Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Maros sebagaimana

tertuang dalam Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2022-2041, menetapkan bahwa :

a.

Kebijakan untuk mewujudkan Ruang Provinsi yang produktif berbasis

keberlanjutan yang meliputi:
Pengembangan  Kawasan Perkotaaan  dan Kawasan  strategis
pertumbuhan ekonomi;
Pengembangan dan penguatan sistem produksi hulu hilir dalam
peningkatan ekonomi berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan; dan
Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Kawasan strategis
yangberbasis mitigasi dan adaptasi bencana untuk mewujudkan Ruang
Provinsi yang kompetitif melalui peningkatan keterkaitan antar Wilayah.
Kebijakan untuk mewujudkan Ruang Provinsi yang kompetitif dan inovatif
melalui peningkatan keterkaitan antar Wilayah yang meliputi:
Pengembangan sistem jaringan transportasi yang terpadu untuk
meningkatkan keterkaitan dan aksesibilitas antar Wilayah dan antar
Kawasan;
Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi Wilayah darat, Laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
dan
Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana
transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan prasarana
lainnya.
Kebijakan untuk mewujudkan Ruang Provinsi yang berkelanjutan
melalui kelestarian Kawasan berfungsi lindung sesuai dengan kondisi

ekosistemnya, yang meliputi:

Perwujudan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan
budi daya; dan

Pemanfaatan sumber daya alam dan/atau perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi secara optimal untuk meningkatkan
kesejahteraan Masyarakat.




2.1.1.5.3 Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) di Kabupaten Maros, terdiri atas:

a. KSK Dengan Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan kriteria kawasan strategis dan potensi wilayah, maka rencana

kawasan strategis kabupaten yang layak ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Maros

diarahkan pada :

Kawasan Perkotaan Barandasi Kecamatan Lau;

Kawasan Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin di Mandai
Kecamatan Kabupaten Maros;

Kawasan potensi pengembangan ekonomi di wilayah pesisir Kecamatan
Marusu, Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Lau dan Kecamatan Bontoa;
Kawasan Minapolitan di Kecamatan Bontoa, Kecamatan Lau, Kecamatan
Marusu dan Kecamatan Maros Baru;

Kawasan agrowisata yang terpadu dengan Agropolitan Tanralili;

Kawasan wisata pasir putih Pantai Kuri Kecamatan Marusu;

Kawasan Perdagangan Pasar Tradisional Modern Kota Maros di Kecamatan
Turikale;

Kawasan Perdagangan Pasar Induk Pertanian Kabupaten Maros di Kecamatan
Turikale;

Kawasan Kota Baru Moncongloe di Kecamatan Moncongloe;

Kawasan perkotaan Baru Satelit Mandai di Kecamatan Mandai; dan

Kawasan perkotaan Baru Satelit Maros di Kecamatan Turikale.

b. KSK Dengan Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Kawasan strategis untuk pengembangan kepentingan sosial budaya di
Kabupaten Maros meliputi;

Kawasan pendopo Pallantikang Karaeng Marusu di Kelurahan Pallantikang
Kecamatan Maros Baru;

Kawasan rumah adat Karaeng Loe Ripakere (istana raja Marusu) di Desa Bonto
Tallasa Kecamatan Simbang; dan

Kawasan budaya Khawaltiah Sammang di Patte’ne Desa Temmappaduae
Kecamatan Marusu, Leppangkomae Desa Borimasunggu Kecamatan Maros Baru,
dan Kelurahan Turikale Kecamatan Turikale.

c. KSK Dengan Sudut Kepentingan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tinggi

Untuk kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi

di Kabupaten Maros, terdiri atas :

Rencana pembangunan Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di
Kecamatan Tompobulu;

Rencana pembangunan kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
(PLTHM) di Mallawa;

Rencana pembangunan kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di
Kecamatan Bontoa;

Kawasan Pabrik Semen Bosowa di Kecamatan Bantimurung; dan




e Kawasan penambangan marmer di Kecamatan Bantimurung dan Kecamatan
Simbang.
d. KSK Dengan Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan strategis untuk kepentingan lingkungan hidup di wilayah
Kabupaten Maros meliputi :
e Kawasan wisata alam dan Agrowisata Bantimurung Kecamatan Bantimurung;
e Kawasan wisata Cagar Alam Karaenta yang terpadu dengan Goa Salukang
Kallang Kecamatan Cenrana; dan
e Kawasan wisata alam air panas di Dusun Reatoa Kecamatan Mallawa.
e KSK Dengan Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan
e. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, terdiri
atas :
e Kawasan Lapangan Udara (LANUD) Hasanuddin di Kecamatan Mandai;
e Kawasan KOSTRAD Batalyon Infantri L-433 Julu Siri di Sambueja Kecamatan
Simbang; dan
e Kawasan KOSTRAD Kompi Zeni dan Tempur A, B, dan C dan Batalyon Zeni dan
Tempur 8 Sakti Mandraguna di Kariango Kecamatan Tanralili.

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan

pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan
masayarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi (1) Aspek
kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) Aspek
kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan sosial dan; (3) Aspek kesejahteraan dengan
fokus seni budaya dan olahraga. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat
sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Setiap lapangan usaha menciptakan nilai tambah yang membentuk struktur
ekonomi dari suatu daerah. Struktur ekonomi ini menggambarkan ketergantunagn suatu
daerah terhadap kemampuan produksi dari setiap lapangan usaha. Selama 5 (lima) tahun
terakhir (2019-2023) perekonomian Kabupaten Maros di dominasi oleh Sektor
Transportasi dan pergudangan, Industri pengolahan dan sektor Pertanian, Kehutanan dan
perikanan. Hal ini tergambar dari konstribusi masing-masing lapangan usaha PDRB
Kabupaten Maros.
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Grafik 2.2
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023
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Sumber : BPS Prov. Sulsel, 2024

Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka 5,05 persen.
Meskipun ini sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2022 yang sebesar
5,31 persen, capaian ini tetap signifikan mengingat berbagai tantangan ekonomi global
yang dihadapi.

Beberapa sektor yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ini termasuk
transportasi dan pergudangan yang tumbuh sebesar 13,96 persen, serta konstruksi yang
tumbuh 7,68 persen. Selain itu, konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap
Bruto (PMTB) juga menunjukkan kinerja positif, masing-masing tumbuh sebesar 4,82
persen dan 4,40 persen.

Dari sisi spasial, wilayah dengan pertumbuhan tertinggi adalah Maluku dan
Papua, Sulawesi, serta Kalimantan. Pulau Jawa, yang menyumbang sekitar 57,05 persen
terhadap PDB nasional, mencatat pertumbuhan sebesar 4,96 persen (Badan Pusat
Statistik).

Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan IV-2023 dibanding triwulan IV-2022 (y on vy)
mengalami pertumbuhan sebesar 3,79 persen. Sebanyak 14 Kategori Lapangan Usaha
tumbubh positif. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha kategoriJasa Lainnya
sebesar 12,56 persen. Selanjutnya kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 11,26
persen. Posisi ketiga dicapai oleh Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 9,56 persen; posisi
ke empat Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7,58 persen; kategori Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial di posisi ke lima tumbuh sebesar 7,14 persen. Sementara itu kategori
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang mengalami kontraksi
tertinggi sebesar -5,91 persen.

Perekonomian Sulawesi Selatan Triwulan IV Tahun 2023 masih didominasi oleh
Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 18,07 persen; diikuti oleh
Konstruksi sebesar 16,13 persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor sebesar 15,38 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 13,23 persen. Peranan
keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sulawesi Selatan mencapai 62,81
persen.

Berdasarkan harga konstan 2010, PDRB juga mengalami kenaikan dari 343,395
triliun rupiah di tahun 2022 menjadi 360,874 triliun rupiah di tahun 2023. Hal ini
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menunjukan selama tahun 2023, Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi
sekitar 5,00 persen. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi
diseluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi. Selama lima tahun terkahir, struktur
perekonomian Sulawesi Selatan didominasi oleh 4 kategori lapangan usaha diantaranya
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor; Konstruksi; dan Industri Pengolahan. Peranan terbesar dalam
pembentukan PDRB Sulawesi Selatan pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu mencapai 22,10%.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros tahun 2019-2023 menunjukkan
pelambatan, puncaknya pada tahun 2020 akibat adanya COVID-19, PDRB Kabupaten
Maros mengalami kontraksi yang sangat dalam hingga mencapai angka negatif. Pada
tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros melambat hingga mencapai 1,24
persen, lalu pada tahun 2020 berkontraksi hingga mencapai -10,87 persen. Pada tahun
2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros membaik hingga mencapai 1,36 persen.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros tahun 2022 bertumbuh sangat signifikan yakni
sebesar 9,13 persen, angka ini melebihi pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan
dan nasional. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros kembali
melambat dibandingkan tahun sebelumnya dengan pertumbuhan sebesar 5,00 persen.

Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan IV-2023 dibanding triwulan 1V-2022 (y on vy)
mengalami pertumbuhan sebesar 3,79 persen. Sebanyak 14 Kategori Lapangan Usaha
tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha kategori Jasa Lainnya
sebesar 12,56 persen. Selanjutnya kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 11,26
persen. Posisi ketiga dicapai oleh Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 9,56 persen; posisi
ke empat Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7,58 persen; kategori Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial di posisi ke lima tumbuh sebesar 7,14 persen. Sementara itu kategori
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang mengalami kontraksi
tertinggi sebesar -5,91 persen.

Perekonomian Sulawesi Selatan Triwulan IV Tahun 2023 masih didominasi oleh
Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 18,07 persen; diikuti oleh
Konstruksi sebesar 16,13 persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor sebesar 15,38 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 13,23 persen. Peranan
keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sulawesi Selatan mencapai 62,81
persen.

Tabel 2.19
Perbandingan Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros
dengan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa Tahun 2019-2023

2021 2022
1 | Maros Pertumbuhan 1,24 -10,87 1,36 9.13 4,51
Ekonomi
2 Makassar 8,42 8,79 4,47 5.40 5.31
3 | Gowa 7,14 7,46 7,26 4,59 5.82

Sumber : BPS Prov. Sulsel, 2024
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Ekonomi Kota Makassar tahun 2023 tumbuh sebesar 5,31 persen, lebih rendah
dibandingkan capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,40 persen,
lebih tinggi dibandingkan capaian Sulawesi Selatan dan Nasional tahun 2023 yang
mengalami pertumbuhan ekonomi masing-masing sebesar 4,51 persen dan 5,05 persen.

Kabupaten Gowa ditunjukkan melalui meningkatnya pertumbuhan ekonominya.
Dari data BPS pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa tumbuh positif. Dimana tahun
2022 mengalami kenaikan dari 4,59 persen menjadi 5,82 persen tahun 2023. Angka ini
menempatkan Kabupaten Gowa sebagai kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi
terbaik kedua di Sulawesi Selatan.

Struktur PDRB Kabupaten Maros pada tahun 2023 tidak mengalami perubahan
berarti. Lapangan usaha yang mempunyai kontribusi terbesar tetap pada sektor
Transportasi dan Pergudangan sebesar 35,56 persen, diikuti oleh sektor Pertanian,
Kehutanan dan perikanan sebesar 16,50 persen, dan industri pengolahan sebesar 15,59
persen. Distribusi persentase PDRB berdasarkan ADHB Kabupaten Maros selama 5 (lima)
tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.20
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Maros Tahun 2019-2023

Rata-
No. Sektor 2019 2020 2021 2022 2023
Rata
Pertanian, Kehutanan dan
1. ) 15,16 | 18,52 | 19,74 | 16,50 | 15,25 17,04
Perikanan
Pertambangan dan
2 i 6,82 8,47 9,01 7,70 7,43 7,89
Penggalian
3 | Industri Pengolahan 16,40 | 18,94 | 17,62 | 15,59 | 14,94 16,70

4 | Pengadaan Listrik dan Gas 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,06

Pengadaan air, Pengelolaan
5 | Sampah, Limbah, dan Daur 0,10 0,14 0,14 0,12 0,10 0,12
Ulang

6 | Konstruksi 8,28 11,55 | 11,92 | 10,47 9,94 10,43

Perdagangan Besar dan
7 | Eceran, Reparasi Mobil dan 2,92 3,53 3,63 3,15 2,99 3,25
Sepeda Motor

Transportasi dan
8 40,06 | 25,79 | 24,88 | 35,56 | 39,29 33,11
Pergudangan

Penyediaan Akomodasi dan
9 ) 0,36 0,37 0,38 0,34 0,32 0,35
Makan Minum

10 | Informasi dan Komunikasi 1,08 1,49 1,56 1,29 1,20 1,32

Jasa Keuangan dan
11 . 1,29 1,66 1,73 1,48 1,33 1,50
Asuransi




Rata-

No. Sektor 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 R
12 | Real Estate 1,23 1,61 1,63 1,42 1,33 1,45
13 | Jasa Perusahaan 0,03 0,04 0,04 0,03 0,00 0,03

Administrasi

14 | Pemerintahan, Pertahanan 3,83 4,74 4,51 3,66 3,31 4,01
dan Jaminan Sosial Wajib

15 | Jasa Pendidikan 1,39 1,76 1,74 1,44 1,34 1,53

Jasa Kesehatan dan
16 ) ) 0,62 0,86 0,92 0,76 0,73 0,78
Kegiatan Sosial

17 | Jasa Lainnya 0,40 0,47 0,49 0,44 0,43 0,45

PDRB 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00

Sumber : BPS Kab. Maros, 2024

Pada periode tahun 2019-2023 PDRB Kabupaten Maros atas dasar harga Berlaku
mengalami penurunan di tahun 2020, yakni menjadi sebesar 18.621,04 miliar Rupiah
(2020); 19.005,61 miliar Rupiah (2021); 23.544,30 miliar Rupiah (2022); dan 26.388,97
miliar Rupiah (2023). Penurunan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun
perubahan volume. Penurunan PDRB sisi produksi diikuti oleh penurunan PDRB dari sisi
permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Penurunan PDRB menurut komponen
pengeluaran Kabupaten Maros pada periode 2019-2023.

2.2.1.1.1 Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya
pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari
perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai
perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data
empiris menunjukan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia
pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh
rumah tangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam
bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB
pengeluaran Kabupaten Maros untuk periode 2019-2023.

a. Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT) merupakan
pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut
menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten
Maros, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi
rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di
wilayah Kabupaten Maros maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah
atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah
tangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah
sebagai konsumen akhir (final consumer) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk
konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya,




berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7
(tujuh) kelompok COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose), yaitu
kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa
perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan;
angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Tabel 2.21
Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Uraian 2019 2020 2021 2022 2023
Total Konsumsi RT (Miliar Rp)
a. ADHB 11.131,28 | 11.356,95 | 11.643,89 | 12.715,08 | 13.761,72
b. ADHK 2010 6.757,21 | 6.676,06 | 6.735,11 | 7.052,09 | 7.301,12
Proporsi terhadap 49,00 60,99 61,27 54,00 52,15
PDRB (persen ADHB)
Rata-rata konsumsi
per-Kapita (Juta Rp)
a.ADHB 31,65 29,11 29,38 31,62 33,74
b. ADHK 2010 19,22 17,11 17,00 17,54 17,90
a. Total konsumsi RT 6,37 (1,20) 0,88 4,71 3,53
b. Perkapita 5,82 (10,95) (0,68) 3,18 2,07
Jumlah penduduk 351.649 | 390.129 | 396.288 | 402.148 | 407.923
(orang)

Sumber: BPS, 2024

Selama periode 2019-2023 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga
terhadap total PDRB cenderung meningkat, yaitu mulai dari 49,00 persen (2019); 60,99
persen (2020) dan 61,27 persen (2021). Kemudian, mengalami penurunan menjadi
sebesar 54,00 persen (2022) dan sebesar 52,15 persen pada tahun 2023. Pada masa
pemulihan ekonomi, bisaanya institusi rumah tangga memperbaiki perilaku atau pola
konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat
akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di
pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini memicu naiknya belanja untuk
keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara rata-rata, total konsumsi rumah tangga dari tahun ke tahun mengalami
kenaikan menurut atas dasar harga berlaku pada periode 2019-2023. Namun, total
konsumsi rumah tangga menurut atas dasar harga konstan tahun 2010 terjadi penurunan
pada tahun 2020. Kemudian, Kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 hingga
2023. Pada tahun 2019, setiap penduduk di Kabupaten Maros rata-rata menghabiskan
dana sekitar 31,65 juta rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya.
Namun, mengalami penurunan di 2020 menjadi sebesar 29,11 juta rupiah.

b. Konsumsi Akhir LNPRT

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu

dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa




privat, dimana ciri-ciri  barang privat adalah a) Scarcity, yaitu ada
kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) Excludable consumption, yaitu konsumsi
suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu
(bisaanya harga). c) Rivalrous competition, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan
mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa.
Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan
jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan
jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.
Tabel 2.22
Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran
Konsumsi Kolektif (Miliar Rp) Tahun 2019-2023
Uraian 2019 2020 2021 2022 2023

Total Konsumsi LNPRT

a.ADHB (Miliar Rp) 317,13 318,60 328,55 360,29 412,78
b. ADHK 2010 (Miliar Rp) 198,67 195,36 198,60 208,97 227,14
Proporsi terhadap PDRB 1,40 1,71 1,73 1,53 1,56
(persen ADHB)

Pertumbuhan (ADHK 33,72 (2,67) 1,66 5,22 8,70
2010)

Sumber: BPS, 2024

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang
memiliki ciri a) Non rivalry, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang
tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut.
b) Non excludable, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat
menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan
kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang
dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa
pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku
mengalami kenaikan dari tahun 2019 hingga 2022 namun menurun di 2023. Pada tahun
2019 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah
sebesar 1.650,26 miliar Rupiah (2019); selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya sebesar
1.693,69 miliar Rupiah (2020); 1.723,69 miliar Rupiah (2021); 1.818,05 miliar Rupiah
(2022); dan 1.791,37 miliar Rupiah (2023). Sementara itu, menurut harga konstan 2010,
konsumsi akhir pemerintah fluktuatif dari tahun 2019 hingga 2023. Hal ini diakibatkan
dampak adanya pengurangan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada
pemerintah daerah.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir
pemerintah terhadap PDRB justru cenderung mengalami penurunan dari 7,26 persen
pada tahun 2019 dan menurun menjadi sebesar 6,79 persen pada tahun 2023. Sepanjang
periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2023 sebesar 6,79 persen,
sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2020 yaitu 9,10 persen.

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau




masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran
pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada
masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya
secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap Rupiah pengeluaran
pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak
langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal
ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita.
Sedangkan, rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita atas dasar harga konstan
2010, masing-masing senilai 3,03 juta rupiah (2019); 2,75 juta rupiah (2020); 2,67 juta
rupiah (2021); 2,70 juta rupiah (2022); dan 2,55 juta rupiah (2023). Pertumbuhan
konsumsi pemerintah per-kapita atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan
adanya fluktuasi setiap tahunnya, dengan masing-masing tahun senilai 11,20 persen
(2019); -9,23 persen (2020); -3,06 persen (2021); 1,45 persen (2022); dan -5,84 persen

IH

(2023). Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” ini menunjukkan
peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk maupun per
pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan
kesempatan masyarakat atas pengeluaran sumber daya finansial oleh pemerintah.

c. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut
pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (income) yang
direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan
sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai
investasi fisik (kapital) . Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (indirect input)
di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari
produksi domestik maupun dari impor.

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua)
kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Data di bawah ini menjelaskan bahwa,
secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2019-2023 berfluktuasi dari
8,22 persen (2019) menjadi 1,08 persen (2023), sementara di tahun lainnya masing-
masing 8,74 persen (2020); 3,13 persen (2021) dan 4,55 persen (2022). Pertumbuhan
PMTB tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 8,74 persen. Pertumbuhan PMTB
terendah terjadi pada tahun 2023 yaitu 1,08 persen.

Tabel 2.23
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
Kabupaten Maros 2019-2023

(persen ADHB)

Uraian 2019 2020 2021 2022 2023
Total Konsumsi RT(Miliar Rp)
a. ADHB 11.131,28 | 11.356,95 | 11.643,89 | 12.715,08 | 13.761,72
b. ADHK 2010 6.757,21 6.676,06 | 6.735,11 7.052,09 | 7.301,12
Proporsi terhadap PDRB 49,00 60,99 61,27 54,00 52,15

Rata-rata konsumsi per-
Kapita (Juta Rp)
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Uraian 2019 2020 2021 2022 2023
a.ADHB 31,65 29,11 29,38 31,62 33,74
b. ADHK 2010 19,22 17,11 17,00 17,54 17,90
Pertumbuhan?
a. Total konsumsi RT 6,37 (1,20) 0,88 4,71 3,53
b. Perkapita 5,82 (10,95) (0,68) 3,18 2,07
Jumlah penduduk 351.649 390.129 396.288 402.148 407.923
(orang)

Sumber: BPS 2024

Laju Inflasi

Inflasi adalah kondisi meningkatnya harga-harga secara umum dan terus
menerus (kontinyu) dalam jangka waktu tertentu. Penyebab meningkatnya berkaitan
dengan mekanisme pasar antara lain; konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya
likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahan spekulasi, sampai termasuk juga
akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Pencapaian inflasi Indonesia tahun 2023 terjaga stabil dan terkendali pada
rentang target sasaran 3%zx1. Capaian inflasi tahun 2023 tersebut tercatat sebesar 2,61%
(yoy) atau menurun dibandingkan realisasi tahun 2022, yakni sebesar 5,51% (yoy). Lebih
lanjut, di luar periode terdampak pandemi (2020-2021), realisasi inflasi tersebut
merupakan yang terendah sejak tahun 2000. Pencapaian ini tidak terlepas dari koordinasi
dan sinergi yang kuat berbagai pihak melalui TPIP-TPID dalam mengendalikan gejolak
harga di tengah ketidakpastian yang masih tinggi salah satunya gangguan cuaca dari El
Nino. Selain itu, capaian tersebut juga lebih baik dibandingkan realisasi inflasi sejumlah
negara yang masih berada di atas sasaran targetnya.

Pada tahun 2023, inflasi nasional Indonesia tercatat sebesar 2,75% secara
tahunan (year-on-year). Sementara itu, inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan berada sedikit
di atas rata-rata nasional, yakni sebesar 2,81% yoy. Inflasi yoy mencapai puncaknya pada
5,09%, didorong oleh kenaikan signifikan di berbagai kelompok pengeluaran, terutama
transportasi.

Grafik 2.3

Perbandingan Inflasi Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan
dan Nasional Tahun 2019-2023
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Sumber : BPS Provinsi Sulsel, 2024
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Perbandingan ini menunjukkan bahwa inflasi di Sulawesi Selatan relatif
terkendali dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional. Keberhasilan Sulawesi Selatan
dalam menjaga inflasi ini sebagian besar disebabkan oleh pengendalian harga di sektor
makanan, minuman, dan tembakau yang merupakan salah satu kontributor utama inflasi.

Jumlah koperasi di Kota Makassar pada tahun 2023 adalah sebanyak 1.976 unit.
Berdasarkan jenisnya terdapat 8 unit KUD, 228 unit KPRI, 198 unit KOPKAR, 12 unit
KOPPAS, dan 1.530 unit koperasi jenis lainnya. Jumlah koperasi aktif di Kota Makassar dari
tahun 2020 hingga 2023 terus bertambah setiap tahunnya. Hingga tahun 2023, terdapat
1.059 unit koperasi aktif di Kota Makassar. Jumlah koperasi aktif terbanyak berada di
Kecamatan Rappocini, sedangkan yang tidak memiliki koperasi aktir adalah di Kecamatan
Kepulauan Sangkarrang. Salah satu cara untuk mengetahui stabilitas perekonomian suatu
daerah dengan melihat tingkat perkembangan indeks harga konsumen (laju inflasi) di
daerah tersebut. Inflasi bulanan sepanjang tahun 2023 menunjukkan fluktuasi harga yang
cukup signifikan terutama pada beberapa bulan tertentu. Pada tahun 2023 tercatat
puncak inflasi terjadi pada bulan Desember yakni 0,77 persen dengan Indeks Harga
Konsumen (IHK) sebesar 117,49. Sedangkan, deflasi terdalam terjadi pada bulan Februari
dengan deflasi sebesar 0,25 persen serta Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 114,66.
Sebagai ibukota provinsi, Kota Makassar memiliki fasilitas perbankan yang cukup lengkap.
Hingga 2023, tercatat sejumlah 67 kantor pusat dan kantor cabang bank umum dan 15
kantor pusat dan cabang bank perkreditan rakyat di Kota Makassar.

2.2.1.3 PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari
nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh
seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya
jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar
harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Maros atas dasar harga berlaku mengalami
fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2019 nilai PDRB per kapita mengalami
peningkatan. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan
sebesar 16,87 juta Rupiah. Selanjutnya pada tahun 2021 mengalami peningkatan
kembali. Sampai akhirnya pada tahun 2023 nilai PDRB per kapita meningkat menjadi
sebesar 64.69 juta Rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita masih dipengaruhi Oleh faktor
inflasi. Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Maros selama tahun lima tahun
terakhir (2019-2023) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24
Pendapatan Per Kapita Kabupaten Maros Tahun 2019-2023

1 Nilai PDRB
22,716,974 18,621,030 19,005,610 23,533.00  26.388,97
(Juta Rp)

2 Jumlah Penduduk

) 353,121 391,774 396,924 402.168 407.923
(Jiwa)

3 PDRB Perkapita

) 64,33 47,53 47,88 58.31 64.69
(Juta Rp/Jiwa)

Sumber : BPS Kabupaten Maros, 2024

Secara umum, PDRB per kapita Kabupaten Maros pada kurun waktu tahun 2018
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- 2019 berada diatas provinsi dan nasional. Pada tahun 2019, PDRB per kapita Provinsi
Sulawesi Selatan sebesar 56,98 juta rupiah, dan Nasional sebesar 59,10 juta rupiah.
Grafik 2.4
PDRB Perkapita Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan
dan Nasional Tahun 2019-2023
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Sumber : BPS Prov. Sulsel, 2024

Pada tahun 2023, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Indonesia
tercatat mencapai sekitar Rp 75 juta atau setara dengan 4.919,7 USD atau sebesar 74.96.
Angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 71.00. Secara
keseluruhan, peningkatan PDRB per kapita menunjukkan peningkatan kesejahteraan
masyarakat Indonesia dan mencerminkan kemajuan dalam berbagai sektor ekonomi
termasuk industri pengolahan, transportasi, dan jasa. Hal ini juga mencerminkan upaya
berkelanjutan pemerintah dalam mendorong pembangunan infrastruktur dan
peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pada tahun 2023, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Sulawesi
Selatan mencapai Rp69,70 juta sebesar 69.70. Beberapa kabupaten dan kota di Sulawesi
Selatan menunjukkan variasi PDRB per kapita yang signifikan.

2.2.1.4 Kondisi Kemiskinan Daerah

Kemiskinan adalah ketidakmampuan yang dialami seseorang dalam memenuhi
kebutuhan dsar yang minimum untuk hidup layak yang disebabkan oleh banyak faktor.
Oleh karenanya kemiskinan adalah suatu kondisi yang memiliki dimensi kompleks dengan
berbagai karakteristik sesuai potensi geografis wilayah/daerah dan sosilogisnya. Upaya
pembeberdayaan masyarakat melalui peran aktif masyarakat itu sendiri dalam
mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidup, meningkatkan kesejahteraan sosial -
ekonomi serta memperkukuk martabatnya yang dilakukan pemerintah daerah dalam
upaya penanggulangan kemiskinan. Sasaran penanggulangan kemiskinan di Kabupaten
Maros dilaksanakan dengan menggunakan data BPS dan Dinas Sosial yang terdpat dalam
aplikasi DTKS.

2.2.1.4.1 Tingkat kemiskinan (P0)
Tingkat Kemiskinan adalah prosentase jumlah penduduk yang berada dibawah
garis kemiskinan yaitu minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di
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suatu negara.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Maros menunjukkan tren penurunan selama
tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2019 menunjukkan angka sebesar 9,89
persen, kemudian kembali menurun pada tahun 2021 hingga mencapai 9,57 persen. Pada
tahun 2022 tingkat kemiskinan di Kabupaten Maros kembali menurun hingga mencapai
9,43 persen. Namun pada tahun 2023 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Maros meningkat
hingga menjadi 9,65 persen. Data perkembangan jumlah penduduk miskin dan tingkat
kemiskinan di Kabupaten Maros selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel

2.11 berikut :
Tabel 2.25
Perkembangan penduduk Miskin Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
Jumlah Jumlah Tingkat
No Tahun Penduduk Penduduk Miskin Kemiskinan
(Jiwa) (Jiwa) (Persen)
1 2019 353.121 34.850 9,89
2 2020 391.774 34.620 9,74
3 2021 396.924 34.110 9,57
4 2022 403.774 33.900 9,43
5 2023 410.699 34.960 9,65

Sumber : BPS Kab. Maros, 2024

Seperti yang terlihat adap tabel diatas, terdapat kenaikan tingkat kemiskinan
pada tahun 2023. Kenaikan angka kemiskinan disebabkan bencana banjir besar yang
sering terjadi pada bulan januari hingga maret, kemudian musim kering berkepanjangan
pada bulan april hingga september. Bencana ekstrem tersebut menyebabkan maret yang
menyebabkan banyaknya lahan sawah gagal panen dan mempengaruhi tingkat
pendapatan petani. Selain itu tingginya laju inflasi yang menyebabkan tingginya harga
barang di pasar, termasuk barang kebutuhan pokok juga memoengaruhi kenaikan angka
kemiskinan, faktor lain yang turut mempengaruhi kenaikan angka kemiksinan adalah garis
kemiskinan tahun 2023 yang mengalami kenaikan cukup signifikan dibandingkan tahun
sebelumnya.

Grafik 2.5
Perkembangan Tingkat Kemiskinan
Kabupaten MarosTahun 2019-2023
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Sumber : BPS Kab. Maros, 2024
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Program-program pengentasan kemiskinan oleh pemerintah pusat seperti
Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT), serta beberapa
program Pemerintah Kabupaten Maros, antara lain program pemberian bantuan bibit
ikan dan bibit pertanian, pembagian alat tangkap dan alsintan, penyediaan asuransi bagi
petani, pemberian baju seragam dan perlengkapan sekolah bagi siswa miskin,
pembangunan jalan produksi, pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin,
pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta
penanganan pemukiman kawasan kumuh, turut memberikan andil yang besar terhadap
penurunan tingkat kemiskinan.

Grafik 2.6
Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Maros Tahun 2023
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Sumber : BPS Kab. Maros, 2024

Pada tahun 2023 tingkat kemiskinan Kabupaten Maros berada di urutan 15 dari
24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, meningkat dibandingkan tahun
sebelumnya dengan urutan 14. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Kabupaten
Jeneponto memiliki capaian tingkat kemiskinan tertinggi yaitu sebesar 13,40 persen.
Sedangkan Kota Makassar memiliki capaian tingkat kemiskinan terendah yaitu sebesar
4,82 persen. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022, terlihat bahwa hampir seluruh
Kabupaten/Kota serta Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan tingkat
kemiskinan, kabupaten yang menunjukkan penurunan kemiskinan pada tahun 2023
adalah Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Sinjai, Kabupaten
Pangkep, Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Luwu Utara, Kota Pare-Pare
dan Kota Palopo.

Tabel 2.26

Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Tingkat Kemiskinan (%)
No Kabupaten/Kota
2019 2020 | 2021 2022 2023
1 Kepulauan Selayar 12.83 | 12,48 | 12,45 | 12.24 | 12,27

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-34



RKPD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025

Tingkat Kemiskinan (%)
No Kabupaten/Kota
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
2 Bulukumba 7.26 7,10 7,43 7.39 7,22
3 Bantaeng 9.03 8,95 9,41 9.07 9,18
4 Jeneponto 14.88 | 14,58 | 14,28 | 13.73 | 13,06
5 Takalar 8.70 8,44 8,25 8.25 8,29
6 Gowa 7.53 7,38 7,54 7.36 7,42
7 Sinjai 9.14 9,00 8,84 8.80 8,55
8 Maros 9.89 9,74 9,57 9.43 9,65
9 Pangkajene dan Kepulauan 14.06 | 13,96 | 14,28 | 13.92 13,4
10 | Barru 8.57 8,26 8,68 8.40 8,46
11 | Bone 10.06 | 10,68 | 10,52 | 10.58 | 10,53
12 | Soppeng 7.25 | 759 | 7,53 | 7.49 | 7,48
13 | Wajo 6.91 6,95 6,46 6.57 6,73
14 | Sindereng Rappang 4,79 5,05 5,04 5.11 5,14
15 Pinrang 8.46 8,86 8,81 8.79 8,9
16 Enrekang 12.33 | 12,17 | 12,47 | 12.39 | 12,69
17 Luwu 12.78 | 12,65 | 12,53 | 12.49 | 12,71
18 Tana Toraja 12.35 | 12,10 | 12,27 | 12.18 | 12,48
19 | Luwu Utara 13.60 | 13,41 | 13,59 | 13.22 | 12,66
20 | Luwu Timur 6.98 6,85 6,94 6.81 6,93
21 | Toraja Utara 12.41 | 12,01 | 11,99 | 11.65 | 12,12
22 Makassar 4.28 4,54 4,82 4.58 5,07
23 Parepare 5.26 5,44 5,40 5.41 5,34
24 Palopo 7.82 7,85 8,14 7.78 7,69

Sumber : BPS Provinsi Sulsel, 2024

Pada tahun 2022 tingkat kemiskinan Kabupaten Maros sebesar 9,43%. Angka ini

lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan, dan lebih rendah dari

nasional.

Pada tahun 2023, tingkat Kemiskinan Kabupaten Maros

lebih tinggi

dibandingkan tingkat Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional, dengan

demikian capaian kemiskinan Kabupaten Maros tahun 2023 berada dibawah Provinsi

Sulawesi Selatan dan nasional.
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Grafik 2.7
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Maros,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023
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2.2.1.4.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-
rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis
kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk
dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan menjadi ukuran penting bagi
pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah khususnya antar
kabupaten/kota.

Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Maros menunjukkan kondisi yang
berfluktuatif selama tahun 2019 hingga tahun 2023, walaupun secara umum cenderung
menurun. Pada tahun 2019 realisasi P1 Kabupaten Maros sebesar 2,50 poin. Pada tahun
2020 P1 Kabupaten Maros menurun hingga mencapai 1,45 poin, kemudian kembali naik
pada tahun 2021 hingga 1,61 poin. Pada tahun 2023 capaian P1 Kabupaten Maros
meningkat hingga mencapai 1,89 poin.

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa Semakin tinggi nilai indeks, semakin
jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Dengan demikian semakin
tinggi nilai P1 maka ketimpangan penduduk miskin juga semakin melebar atau dengan
kata lain kesenjangan penduduk miskin semakin bertambah. Capaian P1 Kabupaten
Maros menujukkan tren peningkatan selama tahun 2020 hingga tahun 2022, walaupun
tingkat kemiskinan (PQ) terus menurun.
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Grafik 2.8
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
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Meningkatnya capaian P1 tersebut mempelihatkan bahwa penduduk miskin

yang berkurang adalah penduduk miskin yang memliki pengeluaran mendekati garis

kemiskinan (Rp 510.040), sedangkan penduduk miskin yang pengeluarannya berada jauh

dari garis kemiskinan belum tersentuh oleh program penanggulangan kemiskinan yang

telah dilaksanakan. Pada tahun 2023 nilai P1 Kabupaten Maros berada pada posisi ke-16

dari 24 kabupaten/kota se Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Sidrap memiliki nilai P1

terendah, yaitu sebesar 0,54 poin, sedangkan nilai P1 tertinggi dimiliki oleh Kabupaten

Toraja Utara dengan capaian 2,47 poin. Sedangkan Kabupaten Jeneponto tidak tersedia

data P1 Tahun 2023,

Tabel 2.27
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota
Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

No KABUPATEN/KOTA 2019 2020 2021 2022 2023
1 Kepulauan Selayar 2,87 2,25 2,09 2,15 2,36
2 Bulukumba 0,6 0,71 1,00 0,99 1,16
3 Bantaeng 1,35 0,97 1,23 1,32 1,21
4 Jeneponto 2,02 2,6 1,64 2,54 2,23
5 Takalar 1,08 1,09 1,02 0,88 0,81
6 Gowa 0,92 1,18 1,38 1,13 0,72
7 Sinjai 1,08 1,34 1,45 1,19 0,98
8 Maros 2,5 1,45 1,61 1,77 1,89
9 Pangkajene dan Kepulauan 1,81 2,52 2,78 2,09 2,15
10 | Barru 1,07 1,31 1,52 0,98 1,48
11 | Bone 1,35 1,59 1,67 1,35 1,23
12 | Soppeng 0,69 0,83 1,24 0,91 1,44
13 | Wajo 1,06 0,98 0,79 0,86 1,34
14 | Sindereng Rappang 0,6 0,82 0,64 0,86 0,54
15 Pinrang 1,54 1,27 1,77 1,06 1,22
16 | Enrekang 1,7 1,61 1,35 1,97 1,96
17 | Luwu 2,71 2,12 1,77 1,9 2,19
18 | Tana Toraja 3,1 2,32 1,66 1,3 1,80
19 Luwu Utara 2,55 2,29 2,07 2,26 2,20
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No KABUPATEN/KOTA 2019 2020 2021 2022 2023
20 | Luwu Timur 1,11 1,05 1,09 0,8 1,46
21 | Toraja Utara 1,99 1,75 1,83 1,7 2,47
22 | Makassar 0,6 0,58 0,76 0,8 0,62
23 Parepare 0,71 0,94 0,72 0,56 0,58
24 | Palopo 1,15 0,95 1,17 1,43 -

Sumber : BPS Propinsi Sulsel, 2024

Capaian P1 Kabupaten Maros selama tahun 2019 berada dibawah capaian
Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional, sedangkan pada tahun 2020 capaian P1
Kabupaten Maros berada diatas capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Pada
tahun 2021 capaian P1 Kabupaten Maros berada diatas nasional dan dibawah Provinsi
Sulawesi Selatan, kemudian pada tahun 2022, capaian P1 Kabupaten Maros berada
dibawah Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional serta tahun 2023 capaian P1 Kabupaten
Maros berada dibawah Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional.

Grafik 2.9
Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Maros,
Propinsi Sualwesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023
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2.2.1.4.3 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2) memberikan
gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi
nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Maros secara umum menunjukkan
tren penurunan selama tahun 2019 hingga tahun 2023, walapun dalam rentang tahun
tersebut capaian indeks keparahan kemiskinan menunjukkan capaian yang berfluktuatif.
Pada tahun 2019 capaian P2 Kabupaten Maros sebesar 0,89 poin kemudian pada tahun
2020 menurun drastis hingga mencapai 0,34 poin. Pada tahun 2021, capaian P2 sedikit
meningkat menjadi 0,41 poin, dan pada tahun 2022 kembali meningkat hingga mencapai
0,44 poin. Pada tahun 2023 P2 Kabupaten Maros kembali meningkat hingga mencapai
0,47 poin.
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Sumber : BPS Propinsi Sulsel, 2024

Grafik 2.10
Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
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Semakin tingginya nilai P2 memperlihatkan pengeluaran diantara penduduk miskin

Kabupaten Maros menunjukkan jarak yang semakin jauh, dengan demikian penduduk

miskin yang berada pada desill 1 (miskin ekstrem) semakin sulit untuk meningkatkan

kesejahteraannya.
Capaian P2 Kabupaten Maros berada pada posisi ke-18 dari 24 kabupaten/kota se

Provinsi Sulawesi Selatan, meningkat satu tingkat dibandingkan tahun 2022 (posisi 19).

Kabupaten Sidrap merupakan daerah yang memiliki capaian P2 terendah dengan nilai 0,10

poin, diikuti oleh Kabupaten Takalar dengan nilai P2 0,11 poin dan Kabupaten Gowa

dengan capaian P2 sebesar 0,12 poin. Kabupaten Toraja Utara merupakan daerah yang

memiliki nilai P2 tertinggi yaitu sebesar 0,70 poin, diikuti oleh Kabupaten Kepulauan

Selayar dengan nilai P2 sebesar 0,68 poin, dan Kabupaten Luwu Utara dengan nilai P2

sebesar 0,63 poin.

Tabel 2.28
Indeks Keparahan Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota

Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

NO | KABUPATEN/KOTA 2019 2020 2021 2022 2023
1 | Kepulauan Selayar 0,90 0,60 0,46 0,57 0,68

2 | Bulukumba 0,09 0,14 0,20 0,22 0,24

3 | Bantaeng 0,28 0,18 0,27 0,38 0,27

4 | Jeneponto 0,41 0,68 0,29 0,70 0,62

5 | Takalar 0,19 0,21 0,17 0,15 0,11

6 | Gowa 0,17 0,30 0,36 0,32 0,12

7 | Sinjai 0,22 0,36 0,30 0,25 0,16

8 | Maros 0,89 0,34 0,41 0,44 0,47

9 | Pangkep 0,31 0,71 0,78 0,49 0,5
10 | Barru 0,21 0,36 0,39 0,15 0,45
11 | Bone 0,29 0,36 0,42 0,26 0,26
12 | Soppeng 0,12 0,16 0,28 0,21 0,4
13 | Wajo 0,26 0,21 0,15 0,21 0,43
14 | Sidrap 0,13 0,19 0,13 0,20 0,1
15 | Pinrang 0,40 0,34 0,50 0,20 0,28
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NO | KABUPATEN/KOTA 2019 2020 2021 2022 2023
16 | Enrekang 0,38 0,34 0,24 0,49 0,43
17 | Luwu 0,72 0,49 0,46 0,39 0,55
18 | Tana Toraja 1,12 0,74 0,36 0,22 0,4
19 | Luwu Utara 0,61 0,61 0,49 0,55 0,63
20 | Luwu Timur 0,25 0,24 0,26 0,16 0,41
21 | Toraja Utara 0,46 0,37 0,39 0,36 0,7
22 | Makassar 0,15 0,12 0,16 0,19 0,15
23 | Pare Pare 0,15 0,24 0,13 0,09 0,12
24 | Palopo 0,29 0,21 0,30 0,35 0,25

Sumber : BPS Propinsi Sulsel, 2024

Capaian P2 Kabupaten Maros pada tahun 2023 berada di bawah capaian Provinsi
Sulawesi Selatan (0,41) dan capaian nasional (0,39). Dengan demikian dapat diketahui
bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin di Kabupaten Maros
masih lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional.

2.2.1.4.4 Kemiskinan Ekstrem
Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan
dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat
tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi
juga akses pada layanan sosial (United nations, 1996).

Tabel 2.29
Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Terhadap Penduduk Miskin dan
Total Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2023

No Uraian Tahun 2022 Tahun 2023
| Jumlah Penduduk
Jumlah Penduduk Msikin Esktrem
] 8.173 4,979
1 (Desil 1)
2 Jumlah Penduduk Miskin 33.900 34.960
3 Jumlah Penduduk Maros 403.774 410.699
] Persentase
1 % Miskin Ekstrem Terhadap Miskin 24,11 14,24
% Miskin ekstrem terhadap
2,02 1,21
2 penduduk

Sumber : Kemenko PMK, Dinas Sosial Kab. Maros, BPS Kab. Maros (Diolah), 2024

Seperti yang telah diketahui, kemiskinan ekstrem pada tahun 2022 sebesar 2,02
persen dengan jumlah penduduk miskin ekstrem 8.173 jiwa, kemudian pada tahun 2023
apabila dibandingkan dengan jumlah total penduduk Kabupaten Maros maka kemiskinan
ekstrem Kabupaten Maros sebesar 1,23 persen dengan jumlah penduduk miskin ekstrem
4.979 jiwa. Namun apabila dibandingkan antara penduduk miskin ekstrem dengan total
penduduk miskin, maka diperoleh perbandingan sebesar 14,24 persen, dengan jumlah
penduduk miskin total sebesar 34.960 orang.




2.2.2

Apabila dilihat berdasarkan penyebaran penduduk miskin ekstrem berdasarkan
kecamatan, maka diketahui bahwa Kecamatan Mooncongloe memiliki penduduk miskin
ekstrem terkecil, dengan jumlah 188 jiwa, kemudian diikuti oleh Keccamatan Marusu
dengan jumlah penduduk miskin ekstrem 202 jiwa. Kecamatan dengan penduduk miskin
ekstrem tertinggi adalah Kecamatan Tompobulu dengan julah 583 jiwa, kemudian
Kecamatan Simbang dengan jumlah 551 jiwa dan Kecamatan Bontoa dengan jumlah 533

jiwa.
Tabel 2.30
Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Berdasarkan Kecamatan
Kabupaten Maros Tahun 2023
No KECAMATAN EKSTREM PERSEN
1 Moncongloe 188 3,78
2 Marusu 202 4,06
3 Mandai 237 4,76
4 Lau 241 4,84
5 Camba 272 5,46
6 Turikale 283 5,68
7 Tanralili 306 6,15
8 Maros baru 342 6,87
9 Bantimurung 393 7,89
10 Mallawa 393 7,89
11 Cenrana 455 9,14
12 Bontoa 533 10,70
13 | Simbang 551 11,07
14 | Tompobulu 583 11,71
MAROS 4.979 100,00
Sumber : Kemenko PMK, Dinas Sosial Kab. Maros (Diolah), 2024
ASPEK KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi pembangunan yang
berkaitan dengan kehidupan sosial masayarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan
pemenuhan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar sosial masyarakat lainnya.
Kondisi pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial sampai dengan tahun 2019 pada
masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang meliputi
aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui
pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan
melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita. Perkembangan IPM Nasinal,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Maros selama 5 (lima) tahun terkahir
menunjukkan peningkatan yang cukup baik sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini.
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Grafik 2.11
Kondisi IPM Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan
dan Nasional Tahun 2019-2023
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Sumber : BPS Kab. Maros, 2023

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional sudah tergolong berstatus tinggi
(diatas 70) sejak 2016 dan terus mengalami peningkatan yang konsisten sejak tahun 2020
hingga 2023. Dimulai dengan nilai 72,81 pada tahun 2020 yang meningkat ke 73,16 pada
tahun 2021 dan terus meningkat menjadi 73,77 pada tahun 2022, hingga akhirnya IPM
Indonesia mencapai 74,39 pada tahun 2023. Kenaikan IPM juga terus mengalami
percepatan setiap tahun, dimulai dari 0,48 persen dari 2020 ke 2021, meningkat menjadi
0,83 persen dari 2021 ke 2022, dan mengalami peningkatan tercepat dari 2022 ke 2023
dengan pertumbuhan 0,84 persen. Secara rata-rata, pertumbuhan IPM Indonesia
20202023 adalah sebesar 0,72 persen pertahun.

Hasil perhitungan pembangunan manusia di Sulawesi Selatan pada tahun 2023
sebesar 74,60 berada pada level pembangunan manusia kategori “tinggi” bersama 26
provinsi lainnya. level ini masih sama dengan tahun sebelumnya dengan nilai IPM pada
tahun 2022 sebesar 73,96. Selama 4 tahun terakhir ini pembangunan manusia Sulawesi
Selatan secara konsisten meningkat setiaptahunnya. Tren capaian yang positif juga
ditunjukkan dengan posisi angka IPM Sulawesi Selatan yang berada diatas angka IPM
Nasional.

Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa kondisi IPM Kabupaten Maros sejak
tahun 2019-2023 meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019 IPM Kabupaten Maros
sebesar 71,92 kemudian meningkat hingga mencapai 73,56 pada tahun 2023. Hal ini
disebabkan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang menjadi prioritas
pembangunan di Kabupaten Maros selama sepuluh tahun terakhir. Perbaikan sarana dan
prasarana pendidikan dan kesehatan serta peningkatan kapasitas dan kualitas sumberdaya
manusia tenaga pendidik serta tenaga kesehatan dilakukan secara konsisten setiap
tahunnya.

Walaupun demikian, kondisi IPM Kabupaten Maros masih berada dibawah
capaian IPM Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. IPM Provinsi Sulawesi Selatan tahun
2023 mencapai 74,60 hampir setara dengan IPM Nasional yang berada pada angka 74,39.
IPM Kabupaten Maros masih termasuk dalam kategori sedang, dan pada tahun 2023, IPM
Kabupaten Maros dapat mencapai angka 71 dan masuk dalam kategori tinggi.
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Tabel 2.31
Perbandingan IPM Kabupaten Maros,
Kota Makassar dan Kabupaten Gowa Tahun 2020-2023

: Capaian
NO Kabupaten/Kota Indikator
2020 2021 2022 2023
Maros IPM 69,50 70,41 71.00 73,56
Makassar 82,25 82,66 83.12 84.85
Gowa 69,66 70,29 70.99 73.01

Sumber : BPS Sulsel, 2024

Perbandingan IPM Kabupaten Maros, Kota Makassar da Kabupaten Gowa tahun
2020-2022, terlihat pada table diatas IPM Kota Makassar memiliki nilai yang tinggi
dibandingkan dengan Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa. Angka IPM Kota makassar
tahun 2023 sebesar 84.85. Untuk Kabupaten Maros hampir sama dengan nilai IPM
Kabupaten Gowa.

2.2.2.2 Indeks Kesehatan

Indikator kesehatan baik secara kolektif maupun tersediri memiliki relevansi
langsung maupun tidak langsung terhadap terhadap tingkat kemiskinan. Pelayanan
kesehatan di Kabupaten Maros telah didukung oleh oleh peningkatan sarana prasarana
yang ada, baik infrastruktur maupun alat kesehatan. Program yang dijalankan Pemerintah
kabupaten Maros antara lain rehabilitasi puskesmas, akreditasi puskesmas, pelayanan
rujukan jaminan persalinan, program JKN, pelayanan posbindu penyakit tidak menular,
rehabilitasi rumah sakit, penambahan kamar rawat inap, ruang operasi, dan beebrapa
kegiatan lainnya.

Pada hakikatnya pembangunan kesehatan bertujuan untuk mencapai kemampuan
hidup bagi seluruh rakyat agar dapat meningkatkan derajat kesehatan. Adalah relevan
apabila perbaikan derajat kesehatan masyarakat dibarengi pula oleh ketersediaan fasilitas
kesehatan seperti rumahs akit dan puskesmas. Rumah sakit yang terdapat di Kabupaten
maros sebanyak 2 Unit, yang terdiri dari rumah sakit tentara (TNl AU) dan rumah sakit
daerah (RSUD). Selain rumah sakit, puskesmas juga merupakan prasarana kesehatan yang
tidak kalah penting. Kabupaten maros memiliki 14 puskesmas yang tersecar di 14
kecamatan, 26 puskesmas pembantu, sedangkan puskesling sebanyak 2 unit dan posyandu
sebanyak 422 unit. Upaya lain yang dilakukan dalam rangka meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat adalah melalui program Keluarga Berencana (KB). Program KB
merupakan suatu usaha langsung yang ditujukan untuk mengurangi tingkat kelahiran
terutama melalui program prnggunaan alat kontrasepsi secara konsisten dan
berkesinambungan. Disamping itu KB juga bertujuan untuk pemabngunan kelaurga kecil
dan sejahtera dalam rangka peningkatan mutu Sumber Daya manusia.

Beberapa indikator bidang kesehatan yang dia analisis terkait dengan tingkat
kemiskinan antara lain:

2.2.2.2.1 Angka Kematian bayi (AKB) Per 1,000 Kelahiran Hidup
Angka Kematian Bayi (AKB) adalah Banyaknya bayi yang meninggal sebelum
mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode
waktu yang sama. Angka Kematian Bayi (AKB) juga merupakan indikator yang sangat
menentukan dalam pencapaian komposit harapan hidup yang lebih baik.
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Grafik 2.12
Angka Kematian bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
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Sumber : Dinkes Kab. Maros, 2024

Angka Kematin bayi AKB Kabupaten Maros menunjukkan tren penurunan yang
cukup signifikan selama kurun waktu 2019-2023, namun pada tahun 2023 terjadi
peningkatan . Pada tahun 2019, AKB Kabupaten Maros sebanyak 32 orang per 1.000
kelahiran, sedangkan pada tahun 2021 menurun hingga 26 orang per 1.000 kelahiran.
Pada tahun 2023, AKB Kabupaten maros sedikit meningkat hingga mencapai 59 orang per
1.000 kelahiran. Meningkatnya AKB ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk
akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai, kondisi sosial ekonomi, gizi ibu dan
anak, serta ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai. Upaya untuk menurunkan
AKB memerlukan intervensi yang komprehensif, termasuk peningkatan kualitas layanan
kesehatan, edukasi kepada ibu hamil, serta peningkatan gizi dan sanitasi.

2.2.2.2.2 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) adalah indikator yang mengukur jumlah
bayi yang bertahan hidup hingga usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup. AKHB
merupakan kebalikan dari Angka Kematian Bayi (AKB), dan memberikan gambaran
tentang efektivitas sistem kesehatan dalam menjaga kesehatan bayi selama tahun
pertama kehidupan mereka.

Peningkatan AKHB menunjukkan perbaikan dalam kondisi kesehatan dan
perawatan bayi, sementara penurunan AKHB menunjukkan perlunya intervensi lebih
lanjut untuk meningkatkan kualitas perawatan kesehatan ibu dan anak. Data ini penting
untuk perencanaan dan evaluasi program kesehatan masyarakat serta kebijakan
kesehatan untuk memastikan peningkatan kesejahteraan ibu dan bayi.
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Grafik 2.13
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Per 1000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
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Sumber: Dinkes Maros, 2024

Kabupaten Maros menunjukkan tren penurunan selama tahun 2019 hingga tahun
2023. Pada tahun 2019 jumlah Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) adalah 999.54,
kemudian menurun pada tahun 2023 hingga mencapai 990.82 orang.

Tren penurunan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) di Kabupaten Maros
selama periode 2019 hingga 2023 menunjukkan adanya peningkatan tantangan dalam
upaya menjaga kesehatan bayi di wilayah tersebut. Data menunjukkan bahwa AKHB, yang
mencerminkan jumlah bayi yang bertahan hidup hingga usia satu tahun, mengalami
penurunan selama beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2019, Kabupaten Maros mencatat AKB sebesar sekitar 48 per 1.000
kelahiran hidup, yang berarti AKHB sekitar 995 per 1.000 kelahiran hidup. Namun, pada
tahun 2023, AKB meningkat menjadi 59 per 1.000 kelahiran hidup, menurunkan AKHB
menjadi 990 per 1.000 kelahiran hidup. Penurunan AKHB ini mengindikasikan
peningkatan angka kematian bayi dan menyoroti perlunya perhatian khusus terhadap
faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan bayi dan ibu.

Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap penurunan AKHB di Maros
antara lain, kurangnya akses ke fasilitas kesehatan yang memadai, terutama di daerah
pedesaan, dapat berkontribusi terhadap peningkatan angka kematian bayi.

Untuk mengatasi tren penurunan ini, diperlukan langkah-langkah konkret seperti
peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, program gizi yang lebih baik untuk ibu
dan anak, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan
kesehatan ibu dan bayi. Selain itu, program vaksinasi dan penanganan penyakit menular
juga harus terus ditingkatkan.

2.2.2.2.3 Angka Kematian Ibu (AKI) Per 1,000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah salah satu indikator penting dalam menilai
kualitas sistem kesehatan suatu wilayah. AKI mengukur jumlah kematian ibu selama
kehamilan, persalinan, atau dalam periode 42 hari setelah persalinan per 1.000 kelahiran
hidup.

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup menunjukkan data yang
meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2019 hingga tahun 2023, capaian AKI Kabupaten
Maros menunjukkan tren peningkatan.
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Pada tahun 2019 realiasi AKI Kabupaten Maros sebesar 3 orang per 1.000
kelahiran hidup. Tahun 2020 jumlah ibu yang meninggal saat melahirkan sebanyak 4
orang per 1.000 kelahiran hidup. Tahun 2021 AKI Kabupaten Maros mengalami
peningkatan hingga mencapai 5 orang per 1.000 kelahiran hidup, kemudian meningkat
kembali pada tahun 2022 hingga mencapai 12 orang per 1.000 kelahiran hidup. Pada
tahun 2023, AKI di Kabupaten Maros mencapai 12 orang per 1.000 kelahiran hidup.

Grafik 2.14
Angka Kematian lbu (AKI) Per 1000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023

182.343 186.741

73.562
56.490
n .

2019 2020 2021 2022 2023

Sumber : Dinkes Kab. Maros, 2024

2.2.2.2.4 Prevalensi Gizi Buruk Pada Balita (%)

Prevalensi gizi buruk pada balita adalah indikator penting yang mengukur
persentase anak di bawah lima tahun (balita) yang mengalami gizi buruk atau sangat
buruk. Indikator ini sering digunakan untuk menilai kondisi kesehatan anak-anak di suatu
wilayah dan menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan gizi dan kesehatan

masyarakat.
Grafik 2.15
Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
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Sumber : Dinkes Kab. Maros, 2024

Status gizi balita di Kabupaten Maros pada umumnya menunjukkan kemajuan
yang signifikan, ditandai dengan rendahnya angka prevalensi gizi buruk pada balita. Pada
tahun 2019 prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Maros sebesar 0,01 persen,
kemudian pada tahun 2019 prevalensi balita gizi buruk kembali menurun sebesar 0,01
persen, kemudian pada tahun 2020 prevalensi balita gizi buruk menurun hingga mencapai
0, 001 persen. Pada tahun 2021 prevalensi balita gizi buruk mencapai 0,77 persen,
kemudian pada tahun 2022 meningkat kembali hingga mencapai 5,35 persen. Pada tahun
2023 status gizi buruk dapat dikurangi dengan prevalensinya sebesar 0,20. Upaya
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penurunan terus dilakukan melalui berbagai program pemerintah seperti pemberian
makanan tambahan dan peningkatan akses ke layanan kesehatan ibu dan anak.
2.2.2.2.5 Rasio Tenaga Medis Per 100.000 Penduduk

Rasio tenaga medis per satuan penduduk menunjukkan seberapa besar
ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Tenaga
medis yang dimaksud dalam hal ini adalah Dokter, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi.

Grafik 2.16
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
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Jumlah tenaga medis Kabupaten Maros pada tahun 2019 sebanyak 200 orang
dengan rasio 0,57 tenaga medis untuk 1.000 penduduk. Jumlah tenaga medis tersebut
kemudian menurun hingga mencapai 0,40 orang untuk 1.000 penduduk pada tahun 2019,
pada tahun 2020 rasio tenaga medis menurun hingga mencapai 0,40 orang untuk 1.000
penduduk. Kemudian pada tahun 2021 menurun sangat drastis hingga mencapai 0,11
tenaga medis per 1.000 penduduk atau sebanyak 44 orang. Pada tahun 2022 jumalh
tenaga medis meningkat hingga mencapai 102 orang dengan rasio sebesar 0,25 tenaga
medis untuk 1.000 penduduk. Berdasarkan rasio tenaga medis per jumlah penduduk,
dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 untuk setiap 1 orang tenaga medis melayani sekitar
3958 penduduk. Meningkatnya tenaga medis pada tahun 2022 dikarenakan adanya
penerimaan PPPK untuk tenaga kesehatan. Pada tahun 2023 kembali meningkat dengan
jumlah rasio tenaga medis sebesar 0,49.

2.2.2.2.6 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Psutu Per Satuan Penduduk

Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Posyandu per Satuan Penduduk untuk mengukur
rasio fasilitas kesehatan seperti puskesmas, poliklinik, dan posyandu per satuan penduduk
adalah penting untuk memahami ketersediaan layanan kesehatan di suatu wilayah.

Grafik 2.17
Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Posyandu per Satuan Penduduk
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
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Kabupaten Maros Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Posyandu per Satuan
Penduduk, pada tahun 2019 sebesar 0,18 terus menurun hingga tahun 2023 sebesar 0.16.
Penurunan rasio puskesmas, poliklinik, dan posyandu per satuan penduduk di Kabupaten
Maros dari 0,18 pada tahun 2019 menjadi 0,16 pada tahun 2023 menunjukkan adanya
tantangan dalam memastikan akses yang memadai ke layanan kesehatan. Upaya
kolaboratif antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat diperlukan untuk
membalikkan tren ini dan meningkatkan kesejahteraan kesehatan di Kabupaten Maros.

2.2.2.2.7 Kelahiran dl Tolong Tenaga Terlatih

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi
kebidanan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas dan aksesibilitas
layanan kesehatan ibu dan anak. Tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan mencakup
bidan, dokter umum yang memiliki pelatihan kebidanan, dan dokter spesialis kandungan.

Grafik 2.18
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan
Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
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Sumber : Dinkes Kab. Maros, 2024

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi
kebidanantenaga kesehatan di Kabupaten Maros pada tahun 2019 hingga tahun 2023
menunjukkan tren peningkatan walupun setiap tahunnya menujukkan capaian yang
berfluktuatif. Pada tahun 2019 capaian kelahiran ditolong tenaga terlatih sebesar hingga
mecapai 99,99 persen, namun pada tahu 2020 capaian kelahiran ditolong kelahiran
terlatih menurun sebesar 94,32 persen. Pada tahun 2021 hingga tahun 2023 telah
mencapai 100 persen.
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Peningkatan cakupan pertolongan persalinan disebabkan adanya pelatihan-
pelatihan dan sertifikasi yang dilakukan pemerintah dalam hal ini dinas kesehatan
terhadap tenaga bidan sehingga tenaga bidan yang berada di Kabupaten Maros telah
memiliki kualifikasi dan kualitas yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

2.2.2.2.8 Angka Kejadian Malaria

Malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh parasit Plasmodium dan
ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles. Angka kejadian malaria merupakan
indikator penting untuk menilai beban penyakit ini di suatu wilayah

Secara umum, capaian angka kejadian malaria Kabupaten Maros tahun 2019
hingga tahun 2023 menunjukkan angkayang berfluktuatif. Pada tahun 2019 angka
kejadian malaria Kabupaten Maros sebesar 22,30 persen dan pada tahun 2023 sedikit
meningkat dengan cakupan sebesar 22.89 persen.

Angka kejadian malaria di Indonesia, termasuk di Kabupaten Maros,
mencerminkan efektivitas berbagai program intervensi yang dilakukan. Namun, upaya
berkelanjutan dan peningkatan kesadaran masyarakat tetap diperlukan untuk mencapai
eliminasi malaria secara menyeluruh.

Grafik 2.19
Angka Kejadian Malaria Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
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Sumber : Dinkes Kab. Maros, 2024

2.2.2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator penting dalam menilai
kondisi pasar tenaga kerja di suatu wilayah. TPAK mengukur persentase penduduk usia
kerja yang aktif secara ekonomi, baik bekerja maupun mencari kerja, terhadap total
populasi usia kerja.

Pembangunan berhasil jika tujuan pembangunan bisa tercapai. Salah satu tujuan
pembangunan adalah pemerataan kesempatan kerja bagi seluruh penduduk. Manusia
sebagai salah satu faktor pembangunan harus dimaksimalkan. Beberapa indikator yang
bisa digunakan untuk memantau perkembangan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten
Maros adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT).

Sebagai indikator utama yang terkait langsung dengan kondisi kemiskinan, TPAK
kabupaten menujukkan capaian yang berfluktuatif selama tahun 2019 sampai tahun
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2023, namun secara umum, selama tahun tersebut capaian TPAK Kabupaten Maros
menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2019 TPAK Kabupaten Maros sebesar 63,62.
Pada tahun 2020, TPAK Kabupaten Maros menurun hingga 62,43 persen, kemudian pada
tahun 2021 kembali menurun hingga mencapai 59,61 persen. Pada tahun 2022 TPAK
Kabupaten Maros meningkat hingga mencapai 61,37 persen. Pada tahun 2023 TPAK
Kabupaten Maros meningkat hingga mencapai 61,45 persen.
Grafik 2.20
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
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Sumber : BPS Propinsi Sulsel, 2024

Pada tahun 2023, TPAK di Kabupaten Maros tercatat meningkat hingga mencapai
61,45 persen. Ini menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya dan
mencerminkan sejumlah faktor positif yang berkontribusi terhadap peningkatan
partisipasi tenaga kerja di wilayah tersebut.Faktor yang Berkontribusi pada Peningkatan
TPAK di Kabupaten Maros adalah pemulihan ekonomi pasca-pandemi, setelah dampak
ekonomi dari pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi yang mulai stabil pada tahun 2023
memberikan dorongan bagi lebih banyak penduduk usia kerja untuk memasuki pasar
tenaga kerja. Program Pelatihan dan Pendidikan: Peningkatan akses ke program pelatihan
keterampilan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja membantu
lebih banyak penduduk untuk memenuhi kualifikasi pekerjaan yang tersedia.
Dorongan terhadap investasi lokal dan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM)
di Kabupaten Maros menciptakan lebih banyak peluang kerja bagi penduduk setempat.

2.2.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah salah satu indikator kunci yang
digunakan untuk mengukur kondisi pasar tenaga kerja. TPT mengukur persentase
angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang aktif mencari kerja.

TPT merupakan indikator penting yang mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja
dan ekonomi suatu wilayah. Di Indonesia, termasuk di Kabupaten Maros, TPT
menunjukkan adanya perbaikan dalam penciptaan lapangan kerja dan pengurangan
pengangguran. Namun, upaya berkelanjutan tetap diperlukan untuk mempertahankan
dan meningkatkan tren positif ini.
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Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Maros tahun 4,71 persen Ini
menunjukkan bahwa Maros memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah
dibandingkan dengan rata-rata nasional pada saat itu.

Grafik 2.21
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
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Pada tahun 2023 TPT Kabupaten Maros sebesar 3,64 persen. Menurunnya TPT
Kabupaten Maros pada tahun 2023 disebabkan penyerapan tenaga kerja yang cukup
besar di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin yang telah beroperasi dengan normal,
dibukanya kembali tempat-tempat wisata, sehingga UMKM dapat beroperasi kembali
serta adanya program YESS (Youth Enterpreneurship And Employment Support System)
yang dilaksanakan pemerintah pusat di Kabupaten Maros, dimana dalam program
tersebut dapat terserap kurang lebih 3000 orang tenaga kerja untuk menjadi petani
milenial.

2.2.2.5 Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah
yang bersumber dari sumber-sumber pendapatan asli daerah, yang terdiri dari hasil pajak
daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD merupakan indikator penting dalam
menilai kapasitas keuangan suatu daerah untuk mendanai kegiatan pemerintahan dan
pembangunan daerah secara mandiri.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut
sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah,
laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.
Persentase PAD terhadap pendapatan Kabupaten Maros menunjukkan tren peningkatan
dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2019 persentase PAD sebesar 16,60%.
Pada tahun 2021 kembali terjadi peningkatan sebesar 20,97% hal ini dikarenakan Bandara
Hasanuddin Kembali beroperasi dengan normal sehingga jumlah penumpang semakin
meningkat. Pada tahun 2023 kembali terjadi penurunan dengan persentase PAD terhadap
pendapatan sebesar 18,76 persen.
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Tabel 2.32
Persentase PAD Terhadap Pendapatan
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023

No  Uraian 2019 2020 2021 2022 2023
PAD 248,671, 219,157, 303,957,119, 269,177,753, 300,904,
249,209.67 661,571 011.00 027.13 517,664
Jumlah 1,497,906, 1,456,868, 1,449,473, 1,308,483, 1,604,151,
Pendapatan  ,g o7, 058,842  299,517.00  705,620.22 161,593
Daerah
Persentase 16.60 15.04 20.97 20.57 18.76
PAD
Terhadap
Pendapatan

Sumber : BPKAD Kab. Maros, 2024
2.2.2.6 Opini Badan Pemeriksa Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang bertugas
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Salah satu tugas utama
BPK adalah memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Opini yang diberikan oleh BPK
mencerminkan tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Selama 5 tahun terakhir opini BPK terhadap laporan keuangan Kabupaten Maros
adalah Wajar tanpa Pengecualian (WTP), yang artinya laporan keuangan Kabupaten
Maros dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan
keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit
yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip
akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya
dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan
keputusan.

Tabel 2.33
Opini Badan Pemeriksa Keuangan
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023

Penilaian opini yang C&C C&C C&C C&C C&C
dikeluarkan oleh BPK
terhadap laporan keuangan

daerah

Sumber : BPKAD Kab. Maros, 2024

2.2.2.7 Indeks Kepuasan Masyarakat
Pelayanan Publik (Public Service) oleh birokrasi publik merupakan salah satu
perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai
abdi negara. Pelayanan publik oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan
masyarakat (warga negara) dari satu Negara kesejahteraan (welfarestate). Dengan
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demikian pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) orang atau
masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan
pokok dan tatacara telah ditetapkan.
Grafik 2.22
Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
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Sumber : Setda Kab. Maros, 2024

Berbagai cara telah ditempuh atau dilakukan guna memperbaiki pelayanan
publikoleh setiap instansi Pemerintah,namun penyelenggaraan pelayanan publik masih
tetap menjadi keluhan masyarakat karena tidaksesuai keinginan masyarakat. Seluruh
pendekatan yang dipergunakan selama ini dalam upaya perbaikan pelayanan hanya
berdasarkan kepada perintah sebagai penyedia layanan semata-mata, tidak dipadukan
dengan keinginan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Selama 5 tahun terakhir Inderks Kepuasan Masyarakat (IKM) stagnan pada angka
3.25 dengan kategori nilai “B”. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pelaksanaan 6
(enam) aspek penilaian pelayanan public yang meliputi: Kebijakan Pelayanan,
Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi
dan Pengaduan Serta Inovasi.

2.2.2.8 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Setiap individu membutuhkan makanan sebagai sumber energi untuk beraktivitas.
Makanan yang dikonsumsi sangat berpengaruh terhadap kondisi fisiologis tubuh. Oleh
karena itu, asupan makanan harus diperhatikan kualitas dan kuantitasnya. Kualitas
ditentukan berdasarkan kandungan gizi dari komoditas pangan dimana di dalamnya
terkandung beragam nilai gizi yang dibutuhkan tubuh seperti karbohidrat, protein, lemak,
mineral, dan vitamin. Kemudian kuantitas merupakan jumlah asupan makanan yang
diperlukan oleh tubuh sesuai dengan umur dan jenis kelamin.

Untuk memenuhi aspek kualitas dan kuantitas tersebut maka sekarang kita
mengenal konsep Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), artinya setiap
makanan yang dikonsumsi harus beragam komoditasnya, bernilai gizi yang baik bagi
kesehatan tubuh, seimbang yaitu sesuai dengan kebutuhan tubuh, dan aman dari
cemaran yang berpotensi mengganggu kesehatan. Pola pangan harapan (PPH) ini
ditunjukkan melalui skor dengan skor maksimal 100. Oleh karena itu semakin beragam
dan proporsional konsumsi pangan masyarakat maka skor PPH-nya makin tinggi.
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Grafik 2.23
Pola Pangan Harapan (PPH)
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
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Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Maros, 2024

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) menjadi Indikator Kinerja Pemerintah untuk
menilai kualitas konsumsi masyarakat Jawa Barat. Skor PPH ini juga menjadi dasar
perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di wilayah Jawa
Barat. Untuk meningkatkan skor PPH, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan.
Beberapa daintaranya adalah pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden
(Perpres) No. 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi
Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal. Perpres ini sudah ditindaklanjuti, dengan Peraturan
Menteri Pertanian No.43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman
Konsumsi Pangan (P2KP) Berbasis Sumberdaya Lokal.

Skor PPH Kabupaten Maros dari tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalimi
peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 skor PPH sebesar 86.00 persen dan pada
tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 89.40 persen. Hal ini berarti bahwa tingkat
kecukupan gizi konsumsi pangan penduduk Kabupaten Maros memenuhi angka yang
dianjurkan oleh Permenkes.

Dibutuhkan adanya sosialiasi dan pemahaman lebih lanjut tentang pangan bergizi,
berimbang, sehat dan aman kepada masyarakat di Kabupaten Maros sehingga
pemenuhan gizi atau konsumsi pangan tidak hanya tertuju pada pemenuhan kebutuhan
karbohidrat akan tetapi juga pemenuhan pangan yang berasar dari sayuran, buah-
buahan, ikan dan sumber protein hewani lainnya.

2.2.2.9 Seni Budaya dan Olahraga
Fokus seni, budaya dan olahraga sangat erat kaitannya dengan pembangunan
hidup manusia dan masyarakat. Pencapaian pembangunan seni, budaya dan olahraga
dapat dilihat berdasarkan indikator berikut:

2.2.2.9.1 Seni Budaya
Seni dan budaya merupakan dua hal yang saling berkaitan dan sangat sulit
dipisahkan. Karena di setiap seni pasti mengandung kebudayaan yang khas, begitu juga
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sebaliknya pada setiap kebudayaan pasti mengandung nilai seni.Penyelenggaraan festival
seni dan budaya terus digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros dalam hal ini Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata. Setiap tahun diselenggarakan 3-4 kali festival budaya. Pada
tahun 2018 jumlah penyelenggaran seni budaya sebanyak 4 kali, kemdian menurun pada
tahun 201 sebanyak 3 kali kemudian pada tahun 2018 dan 2019 jumlah penyelenggaraan
seni budaya menjadi 4 kali. Untuk tahun 2021 tidak diselenggarakan festival dikarenakan
adanya larang melakukan kegiatan yang mengundang kerumunan akibat ada wabah
COVID-19. Pada tahun 2022 Jumlah festival seni dan budaya sebanyak 8 kali. Hal ini
disebabkan karena pemerintah telah mengumkan bahwa masa oandemik telah berakhir.
Tempat wisata Kembali dibuka untuk pengunjung, sehingga untuk menarik wisatawan
dilakukan festival seni dan budaya.
Tabel 2.34
Jumlah Kunjungan Wisata
Kabupaten Maros Tahun 2023

L Jumlah Wisatawan
No Obejk Wisata Total
Nusantara Mancanegara
TWA Bantimurung 191,958 320 192,278
Waterpark Bantimurung 8,600 0 8,600
Suaka Purbakala Leang-
3 Leang 48,959 1,500 50,459
4 Wisata Rammang-Rammang 53,454 4,521 57,975
5 Wisata Kolam Dolli Bungaeja 29,426 23 29,449
6 Grand Waterboom mandai 192,106 0 192,106
7 Biseang Labboro 5,781 9 5,790
8 Maros Highland 57,369 0 57,369
TOTAL 587,653 6,373 594,026

Sumber : Disbudpar Kab. Maros, 2024

2.2.2.9.2 Olahraga
Jumlah cabang olahraga yang terdaftar pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan
Olahraga dan KONI kabupaten Maros sampai tahun 2023 berjumlah 36 cabang sehingga
cakupan pembinaan olahraga mencapai 100%. Ke-28 cabang olahraga tersebut telah
mendapatkan pembinaan baik secara materi maupun pelatihan dan pembinaan oleh
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

Tabel 2.35
Cakupan Pembinaan Olahraga
Kabupaten Maros Tahun 2019 - 2023

1  Jumlah cabang olahraga yang 27 27 27 28 36
dibina
2 Jumlah seluruh cabang 27 27 27 28 36

olagraha yang ada/terdaftar
3 Cakupan Pembinaan Olahraga 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Maros, 2024
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2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1

Fokus Layanan urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.3.1.1 Pendidikan
2.3.1.1.1 Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang
pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak
lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani.

Tabel 2.36
Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023

1 jumlah siswa pada jenjang 8,169 11,432 15,685 13,015 14,820 |
TK/RA/PA

2 Jumlah anak usia4 - 6 tahun = 21,486 21,475 21,767 15,272 15,392

3 Pendidikan Anak Usia Dini 38.02 53.23 72.06 85.22 96.28
(PAUD) (%)

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maros, 2024

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah pendidikan yang ditujukan kepada anak
usia dini (0-6 tahun) yang bertujuan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan
jasmani serta rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih
lanjut. PAUD di Indonesia meliputi berbagai bentuk layanan pendidikan seperti Taman
Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan
PAUD Sejenis (SPS).

Tabel 2.37

Jumlah Peserta Didik Pendidikan Anak usia Dini (PAUD)
Kabupaten Maros Tahun 2023

1 Bantimurung 2,018
2 Camba 350
3 Cenrana 1,212
4 lau 1,175
5  Mallawa 1,196
6 Mandai 305
7 Maros Baru 1,419
8 | Bontoa 1,504
9 Marusu 833
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10 Moncongloe 425
11 Simbang 542
12 | Tanralili 1,127
13 Tompobulu 902
14 | Turikale 1,812

JUMLAH 14,820

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maros, 2024

Pada tahun 2019 pendidikan anak usia dini Kabupaten Maros sebesar 38,02 %
dengan jumlah siswa sebanyak 8,169 anak. Pada tahun 2020 terdapat pendurunan anak
yang mengikuti pendidikan usia dini, jumlah siswa pada tahun 2020 sebanyak 11.432
orang dengan persentase sebesar 53,23 %. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar
85.22% dengan jumlah anak sebesar 13.015. Pada tahun 2023 sebanyak 11.432 orang
dengan persentase sebesar 96,28 %.

Secara umum partisipasi anak-anak pada pendidikan anak usia dini mengalami
peningkatan rata-rata anak yang mengikuti hanya 13 ribu anak dari 15 ribu penduduk usia
4-6 tahun. Hal ini disebabkan karena masyarakat pendidikan usia dini penting untuk
diikuti. Jumlah anak usia 4- 6 tahun menrun secara nominal disebabkan karna penurunan
proporsi jumlah anak usia 4 — 6 tahun

2.3.1.1.2 Angka Partisipasi Murni
Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap penduduk usia
sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM mengukur partisipasi penduduk standar usia
dijenjang pendidikan tertentu dengan standar usia siswa dijenjang tersebut. Khusus APM
jenjang SMA/MA/SMK terhitung 1 januari 2018 telah menjadi kewenangan pemerintah

provinsi.
Grafik 2.24
Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
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Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maros, 2024

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator penting dalam menilai tingkat
partisipasi pendidikan pada usia sekolah tertentu. Di Indonesia, meskipun APM pada
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tingkat SD cukup tinggi, masih ada tantangan dalam mempertahankan partisipasi pada
tingkat SMP dan SMA. Upaya berkelanjutan dari pemerintah dan masyarakat diperlukan
untuk memastikan semua anak mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas dan
setara. Informasi lebih rinci dan data terbaru tentang APM dapat diakses melalui publikasi
resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Perkembangan APM Kabupaten Maros menunjukkan tren peningkatan dari tahun
2019-2023, walaupun peningkatannya tidak terlalu signfikan. Angka APM pada tahun
2019 sebesar 84,06 persen kemudian meningkat pada tahu 2023 sebesar 104.36 persen.

Upaya Meningkatkan APM di Kabupaten Maros anataralain dengan membangun
lebih banyak sekolah di daerah terpencil dan memperbaiki fasilitas yang ada. Program
beasiswa, bantuan sekolah, dan bantuan operasional sekolah (BOS) untuk meringankan
beban biaya pendidikan. Seryta program kampanye dan sosialisasi tentang pentingnya
pendidikan untuk masa depan anak.

2.3.1.1.3 Angka Partisipasi Kasar
Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang
sedang menempuh pendidikan dijenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk
kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. APK berfungsi untuk
menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum disuatu tingkat Pendidikan,
sekaligus merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap
penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Grafik 2.25
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
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Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maros, 2024

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur
tingkat partisipasi penduduk dalam suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa
memperhatikan usia penduduk tersebut. APK dihitung sebagai rasio antara jumlah siswa
yang terdaftar di suatu jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk dalam kelompok usia
resmi untuk jenjang pendidikan tersebut, kemudian dikalikan dengan 100%.

Perkembangan APK Kabupaten Maros menujukkan tren yang berbeda. Pada tahun
2019 APK Kabupaten Maros sebesar 89.25 persen. Pada tahun 2023 meningkat dengan
persentase sebesar 107,70 persen. Data ini mencerminkan tingkat partisipasi pendidikan
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yang cukup tinggi di jenjang dasar, namun mengalami penurunan pada jenjang menengah
atas. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan akses, masalah
ekonomi, dan lainnya yang mungkin menghambat keberlanjutan pendidikan hingga
tingkat yang lebih tinggi.

2.3.1.1.4 Angka Melanjutkan

Angka Melanjutkan (AM) adalah jumlah siswa yang lulus ujian jenjang tertentu
terhadap jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang selanjutnya. AM merupakan indikator
yang paling sederhana untuk mengukur rata-rata lama sekolah antar jenjang pendidikan.
Angka melanjutkan (AM) diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa yang
melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dengan jumlah siswa yang lulus ujian.

Angka melanjutkan SD/MI ke jenjang SMP Kabupaten Maros menunjukkan tren
yang berfluktuatif, dimana pada tahun 2019 angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs
sebesar 80,27 %, tahun 2019 AM SD/MI sebesar 108,05%,%, kemudian pada tahun 2021
mencapai 100,00%. Hal ini menunjukkan semua siswa SD dari Kabupaten Maros
melanjutkan sekolah tingkat SMP di Kabupaten Maros. Sedangkan AM dari tingkat
SMP/MTs ke SMA/SMK/MA juga menunjukkan angka yang berfluktiatif, dimana pada
tahun 2019 AM SMP/MTs sebesar 87,30% kemudian pada tahun 2021 menurun hingga
mencapai 78,53%. Pada tahun 2019 AM SMP/MTs mencapai 108,05%, namun kembali
mengalami penurunan pada dua tahun terakhir. Hal ini menunjukkan masih banyaknya
masyarakat yang menamatkan pendidikan hanya sampai pada jenjang SMP. Pada tahun
2023 AM SD/MI 106.84 dan AM SMP/MTs sebesar 104.56 %Perkembangan Angka
Melanjutkan (AM) Kabupaten Maros selama tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik

berikut:
Grafik 2.26
Angka Melanjutkan (AM) Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
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Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maros, 2024

Angka Melanjutkan Pendidikan (AMP) di Kabupaten Maros menunjukkan
seberapa besar proporsi siswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
setelah menyelesaikan jenjang sebelumnya. Menurut data dari Badan Pusat Statistik
(BPS) Kabupaten Maros, AMP pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan di beberapa
jenjang pendidikan.
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2.3.1.1.5 Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah (APS) adalah indikator yang mengukur proporsi siswa yang
tidak menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu dan tidak melanjutkan ke jenjang
berikutnya dalam sistem pendidikan. APS dinyatakan dalam persentase. APS yang tinggi
menunjukkan banyaknya siswa yang meninggalkan sekolah sebelum menyelesaikan
pendidikan mereka, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti masalah ekonomi,
sosial, atau lingkungan.

Angka Putus Sekolah (APS) menunjukkan tingkat putus sekolah disuatu jenjang
pendidikan. Pada tahun 2019, APS SD Kabupaten Maros sebesar 0,26 % kemudian
meingkat hingga 0,47% pada tahun 2021 kemudian menurun Kembali pada tahun 2023
sebesar 0,09%. Sedangkan APS SMP Kabupaten Maros pada tahun 2019 sebesar 0,07%
kemudian mencapai 0,28% pada tahun 2021

kemudian pada tahun 2023 kembali menurun dengan angka sebesar 0,06. Hal ini
menunjukkan masih adanya masyarakat yang tidak menamatkan sekolahnya baik pada
tingkat SD maupun pada tingkat SMP, meski trendnya megalami penurunan.

Grafik 2.27
Angka Putus Sekolah (APS) Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
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Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maros, 2024

2.3.1.1.6 Angka Kelulusan

Angka Kelulusan adalah indikator yang menunjukkan persentase siswa yang
berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu dan mendapatkan sertifikat
kelulusan. Ini dihitung dengan membandingkan jumlah siswa yang lulus dengan jumlah
siswa yang terdaftar pada awal tahun ajaran di jenjang tersebut.

Angka kelulusan adalah persentase siswa pada tingkat akhir pada setiap jenjang
pendidikan yang lulus dari jenjang pendidikan tersebut. Angka kelulusan untuk tingkat
pendidikan dasar menunjukkan kondisi yang cukup baik. Dimana pada tahun 2019 hingga
tahun 2023 menunjukkan persentase diatas 99 %. Hal ini menunjukkan bahwa hamper
seluruh siswa dapat memahami materi pendidikan yang diberikan, walaupun pada tahun
2021 akibat adanya pendemi COVID-19, ujian kelulusan untuk seluruh tingkatan
pendidikan dsar ditiadaka, dimana tingkat kelulusan hanya berpatokan kepada nilai angka
tertinggi yang diperoleh siswa tersebut. Angka kelulusan yang tinggi menunjukkan

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II'- 60



RKPD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025

keberhasilan sistem pendidikan dalam memfasilitasi siswa untuk menyelesaikan
pendidikan mereka

Tabel 2.38
Angka Kelulusan kabupaten Maros Tahun 2019-2023
[\ [o) Uraian 2019 2020 2021 2022 2023

1 Jumlah kelulusan pada 6,750 6,820 6,922 6,473 5,909
jenjang SD/MI

2 | Jumlah siswa tertinggi 7,040 6,841 7,052 6,473 5,909
pada jenjang SD/MI
pada tahun sebelumnya

3 ALSD/MI 95.88  99.69 98.16 100.00 100.00

4 | Jumlah kelulusan pada 6,367 6,430 6,403 6,453 4,978
jenjang SMP/MTs

5 Jumlah siswa tertinggi 6,374 6,434 6,403 6,462 4,978
pada jenjang SMP/MTs
pada tahun sebelumnya

6 Jumlah kelulusan pada 99.89 99.94  100.00 99.86 100.00
jenjang SD/MI

7 Jumlah siswa tertinggi 97.89 99.82 99.08 99.93 100.00
pada jenjang SD/MI
pada tahun sebelumnya

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maros, 2024

2.3.1.1.7 Angka Pendidikan Ditamatkan

Angka Pendidikan Ditamatkan (APD) adalah indikator yang mengukur persentase
siswa yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu dalam waktu yang
diharapkan. APD dihitung dengan membandingkan jumlah siswa yang menamatkan
pendidikan pada jenjang tertentu dengan jumlah siswa yang terdaftar pada awal jenjang
pendidikan tersebut

Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) merupakan persentase jumlah
penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan
tertinggi yang telah ditamatkan. APT Kabupaten Maros pada tahun 2019 sebesar 63,73
%. Pada tahun 2023 terdapat kenaikan APT dengan persentase sebesar 82.20 %.

Penurunan APT pada tahun 2020 disebabkan adanya migrasi penduduk yang
cukup tinggi yang terjadi di wilayah kecamatan yang berbatasan dengan Kota makassar,
seperti Kecamatan Moncongloe, Mandai dan Marusu. Hal ini dapat terlihat dengan jumlah
penduduk 15 tahun yang memiliki pendidikan pada tahun 2021 sebesar 166.466 orang,
meningkat dibandingkan tahun 2020. Sementara di tahun 2023 agka pendidikan yang
ditamatkan naik menjadi 82,20 %.
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Tabel 2.39
Angka Pendidikan Ditamatkan Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023

1 Jumlah penduduk 160,973 166,446 160,661 234,636 253,407
berumur 15 tahun keatas
menurut tingkat
pendidikan tertinggi yang

di tamatkan

2 | Jumlah Penduduk 15 252,588 255,609 | 270,474 300,085 308,278
keatas

3 Angka Pendidikan Yang 63.73 65.12 59.40 78.19 82.20
Ditamatkan

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maros, 2024

2.3.1.1.8 Jumlah Sekolah Pendidikan Dasar

Ketersediaan sarana prasarana Pendidikan juga merupakan faktor penting dalam
upaya pemerataan dan perluasan pendidikan, baik dari ketersediaan sekolah, kelas
ataupun guru. Dengan demikian jika ketersediaan ruang kelas dan guru pengajar masih
kurang memadai maka dibutuhkan perhatian untuk memperlancar proses belajar
mengajar pada tingkat Pendidikan Dasar.

Jumlah Sekolah Pendidikan Dasar adalah indikator yang menunjukkan total jumlah
sekolah dasar yang tersedia dalam suatu wilayah. Di Kabupaten Maros, jumlah ini
mencakup sekolah-sekolah yang menyediakan pendidikan dasar bagi anak-anak usia
sekolah dasar, baik sekolah negeri maupun swasta.

Data ketersediaan sekolah pada tingkat Pendidikan dasar di Kabupaten Maros dari
tahun 2019 sampai tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.40
Jumlah Sekolah SD, SMP, Ml dan MTs
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023

No Uraian 2019 2020 2021 2022 2023
1 SD 237 264 240 242 264
2 SMP 69 76 75 75 76
3 Mi 28 28 28 28 28
4 MTs 46 46 45 46 46

JUMLAH 405 380 414 391 414

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maros, 2024

2.3.1.1.9 Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per
10.000 jumlah penduduk usia dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk
menampung semua penduduk usia pendidikan dasar.

Berdasarkan rasio ketersediaan sekolah dasar (SD) pada tahun 2019,
menunjukkan bahwa untuk setiap gedung sekolah menampung sekitar 41.474 jumlah
penduduk usia 7-12 tahun, dengan rata-rata 41 orang per kelas. Rasio ini menunjukkan
trend yang fluktuatif selama tahun 2019-2023. Hingga tahun 2021, rasio ketersediaan
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sekolah dasar (SD) sebesar 1 : 165, dengan rata-rata 24 orang per kelas. Rasio
ketersediaan SD tahun 2022 sedikit lebih tinggi dikarenakan adanya regrouping yang
dilakukan pada tahun 2020, dimana terdapat beberapa sekolah yang dipisahkan
dikarenakan jaraknya yang terlalu jauh. Secara umum ketersediaan SD tahun 2022 di
Kabupaten Maros masih cukup memadai dari segi jumlah sehingga tidak terjadi
penumpukan siswa pada sekolah (over kapasitas).

Sebaliknya untuk sekolah SMP masih diperlukan penambahan gedung sekolah,
dikarenakan jumlah sekolah sangat sedikit dibandingkan jumlah penduduk kelompok usia
13-15 tahun. Pada tahun 2019 rasio ketersediaan SMP sebesar 1 : 358, artinya 1 gedung
sekolah menampung sekitar 358 penduduk usia 13-15 tahun, dengan rata-rata 71 orang
per kelas. Rasio ini cenderung meningkat selama lima tahun terakhir dengan trend
berfluktuatif. Rasio tertinggi pada tahun 2019 dengan 1 : 119, kemudian menurun 1: 109
pada tahun 2020, dengan rata-rata 109 orang per kelas. Jumlah penduduk kelompok usia
13-15 tahun mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai 2023 sebanyak 124 orang,
disisi lain jumlah Gedung SMP justru mengalami penurunan dari 288 gedung sekolah di
tahun 2019 menjadi 271 gedung pada tahun 2023.

Secara keseluruhan, ketersediaan sekolah di jenjang SD sudah cukup memadai,
namun tidak demikian halnya dengan ketersediaan sekolah tingkat SMP. Rasio
ketersediaan sekolah dibandingkan jumlah penduduk usia sekolah Kabupaten Maros
dapat dilihat pada tabel berikut.:

Tabel 2.41
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023

SD/MI
1 Jumlah Gedung 271
265 292 268 271
Sekolah
2  Jumlah Penduduk
Kelompok Usia 7 — 12 41.474 42.368 44.248 44,592 44,592
Tahun
3  Rasio SD/MI 0,006 0,007 0,006 0.0061  0.0061
1:175 1:145 1:165 1:165 1:165
SMP / MTs
4  Jumlah Gedung 121
115 122 119 121
Sekolah
5 Jumlah Penduduk
Kelompok Usia 13 — 15 24.690 24.745 21.269 18,095 18,095
Tahun
6  Rasio SMP/MTs 0,003 0,003 0,006 0.007 0.007

1:358 1:326 1:179 1:149 1:149
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7 Rasio Ketersediaan
Sekolah dan Penduduk
Pendidikan Dasar

0,004 0,005 0,006 0,001 0,001

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maros, 2024

2.3.1.1.10 Ketersediaan Sekolah Dalam Kondisi Baik

Selain ketersediaan Gedung sekolah, kondisi fasilitas pendidikan juga merupakan
faktor yang sangat penting dalam peningkatan kualitas Pendidikan. Sekolah SD/MI
maupun SMP/MTs dalam kondisi baik, meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019
jumlah kondisi sekolah (SD/MI dan SMP/MTs) dalam keadaan baik sebesar 93,64%
kemudian meningkat hingga mencapai 97,88% pada tahun 2023. Hal ini disebabkan
karena sektor pendidikan utamanya sarana dan prasarana sekolah merupakan salah satu
prioritas pembangunan nasional dan Kabupaten Maros selama sepuluh tahun terakhir.
Kondisi sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Maros kurun waktu tahun 2019- 2023
disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.42
Ketersediaan Sekolah dan Kondisi Sekolah
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023

1  Jumlah sekolah pendidikan 226 281 212 263 264
SD/MI kondisi baik

2  Jumlah sekolah seluruh SD/MI 237 292 268 271 271

Sekolah SD/MI dalam kondisi 95,39 96,23 79,10 97,05 97.42

baik (%)

3 Jumlah sekolah pendidikan 108 117 101 119 119
SMP/MTs kondisi baik

4 Jumlah sekolah seluruh 115 122 119 19 121
SMP/MTs
Sekolah SMP/MTs dalam 91,89 94,95 94,95 98,35 98.35

kondisi baik (%)

Total Sekolah dalam Kondisi 93,64 95,59 95,59 97,70 97.88
Baik (%)

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maros, 2024

2.3.1.1.11 Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Dasar
Rasio guru terhadap murid di tingkat pendidikan dasar adalah indikator yang penting
untuk menilai kualitas pendidikan. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat
pendidikan dasar per 10.000 jumlah murid pendidikan dasar.
Rasio guru terhadap murid Kabupaten Maros menunjukkan angka yang cenderung
meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019 rasio guru terhadap murid pendidikan dasar
(SD dan SMP) sebesar 0,055 artinya terdapat 2.375 guru untuk setiap 10.000 murid atau
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1 orang guru menangani 15 orang murid. Pada tahun 2023, rasio guru terhadap murid
mencapai 0,074 artinya terdapat 2.445 guru untuk setiap 10.000 orang murid atau 1 guru
menangani 17 orang murid.

Secara umum kondisi rasio guru terhadap murid di Kabupaten Maros tergolong
ideal (baik), dikarenakan rasio guru terhadap murid yang seimbang adalah 1 orang guru
berbanding 14 murid. Rasio guru terhadap murid SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten
Maros selama kurun waktu tahun 2019- 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.43
Rasio Ketersediaan Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023

| SD
1 | Jumlah Guru 2.270 2.361 2.445 3,329 2,328
2 Jumlah Murid 40.163 43.481 43.411 45,916 48,845
3  Rasio 0,057 0,054 0,053 0.07 0.05
1:18 1:15 1:19 1:14
Il SMP
1 | Jumlah Guru 1.074 1.095 1.117 2,001 1,396
2 | Jumlah Murid 20.208 20.656 15,145 20,441 22,120
3  Rasio 0,053 0,082 0,074 0.10 0.06
1:19 1:12 1:14 1:10 0.055
Rasio Guru/Murid 0,055 0,074 0,074
Sekolah Pendidikan
1:18 1:14 1:17 0,074 1,396

Dasar

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maros, 2024

2.3.1.1.12 Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata

Rasio guru/murid per kelas rata-rata adalah perbandingan antara jumlah guru,
siswa dengan jumlah kelas atau kelompok belajar. Indikator ini mempunyai kegunaan
untuk mengetahui rata-rata daya tampung guru dan siswa dalam satu kelas.

Rasio guru/murid terhadap kelas rata-rata di Kabupaten Maros menunjukkan
angka yang terbilang ideal, dimana daya tampung per kelas maksimal 32 murid, kecuali
pada tahun 2019 daya tampung mencapai 37 murid per kelas sebagai akibat dilakukannya
regrouping. Berdasarkan data tahun 2019-2023, jumlah guru sekolah Pendidikan dasar
per kelas rata-rata 1 sampai 2 orang, dengan jumlah murid per kelas antara 23 sampai 33
orang. Hal ini berarti ketersediaan ruang kelas sudah cukup memadai dengan jumlah guru
dan murid yang ada. Rasio guru/murid per kelas rata-rata di Kabupaten Maros kurun
waktu tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2.44
Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023

1  Jumlah guru sekolah pendidikan = 3.344 3.510 3.374 5.330 3,724

dasar
2 Jumlah murid pendidikan dasar = 60.371 @ 64.137 55.731 66.357 70,965
3 Jumlah Kelas 1.629 1.980 2.099 1.724 2,299
4 2,05 1,77 1,37

Jumlah Guru sekolah

pendidikan dasar per kelas 3,09 1.62
5 37,06 32,39 32,39

Jumlah murid pendidikan dasar 39,69 30.87

per kelas

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maros, 2024

2.3.1.1.13 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun

Melek huruf adalah adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti,
menerjemahkan, membuat, mengkomunikasikan dan mengolah isi dari rangkaian teks
yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai
situasi. Kemampuan baca-tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran
berkelanjutan oleh seseorang sehingga orang tersebut dapat mencapai tujuannya,
dimana hal ini berkaitan langsung bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan,
menggali potensinya, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang lebih luas.

Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15-24 tahun adalah sebuah indikator
penting yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan membaca dan menulis
penduduk di rentang usia tersebut. AMH dihitung sebagai persentase dari jumlah
penduduk usia 15-24 tahun yang dapat membaca dan menulis dalam huruf Latin, Arab,
atau huruf lainnya, terhadap total penduduk dalam kelompok usia tersebut.

Tabel 2.45
Angka Melek Huruf Penduduk usia 15-24 Tahun
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023

1  Banyaknya penduduk usia 15-24 64,706 64,707 64,876 56,908 61,875
yang melek huruf

2 Banyaknya penduduk usia 15-24 | 64,732 64,733 64,974 56,908 61,875

3  Angka Melek Huruf Penduduk 99.96 99.96 99.85 100.00 100.00
usia 15-24 Tahun (Perempuan
dan Laki-Laki)

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maros, 2023

Angka melek huruf Kabupaten Maros mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Pada tahun 2019, penduduk usia 15-24 tahun yang melek huruf sebesar 99,96%,
kemudian meningkat pada tahun 2023 sebesar 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa hampir
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seluruh penduduk usia 15-24 tahun di Kabupaten Maros telah memiliki kemampuan
membaca dan menulis.

Tingginya angka melek huruf pada penduduk usia 15-24 tahun di Kabupaten
Maros disebabkan karena hampir seluruh penduduk pada usia tersebut telah mengenyam
pendidikan terkahir setingkat SD, dimana pada tingkatan sekolah tersebut, setiap siswa
diwajibkan memiliki kemampuan baca tulis. Perkembangan angka melek huruf penduduk
usia 15-24 tahun selama kurun waktu 2019-2023 dapat dilihat pada tabel diatas.

2.3.1.1.14 Angka Melek Huruf Penduduk Usia Diatas 15 Tahun

Angka Melek Huruf (AMH) untuk penduduk berusia di atas 15 tahun adalah
indikator yang menunjukkan persentase penduduk dalam kelompok usia tersebut yang
dapat membaca dan menulis. Angka ini memberikan gambaran tentang tingkat
pendidikan dan akses terhadap pendidikan di suatu negara atau wilayah.

Angka melek huruf penduduk berusia diatas 15 tahun adalah jumlah penduduk
berumur diatas 15 tahun yang dapat membaca dan menulis dengan lancar dan jelas.
Seperti halnya dengan angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, penduduk usia 15
tahun ke atas yang melek huruf di Kabupaten Maros juga menunjukkan persentase yang
cukup tinggi. Pada tahun 2019 angka melek huruf sebesar 99,23% kemudian sedikit
menurun pada tahun 2022 dengan persentase sebesar 89,65%. Penurunan ini disebabkan
terdapat beberapa orang penduduk usia 75 tahun keatas yang tidak memiliki kemampuan
baca tulis dan tidak dapat lagi mengikuti pendidikan kesetaraan disebabkan umur dan
kondisi fisik yang tidak memungkinkan. Pada tahun 2023 angka melek huruf umur diatas
15 tahun sebesar 99,74%. Perkembangan angka melek huruf penduduk usia diatas 15
tahun selama kurun waktu 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.46
Angka Melek Huruf Penduduk Usia > 15 Tahun
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023

1 Jumlah penduduk berusia = 250.643 254.604 271,907 272,444 287,887
> 15 tahun

2 Jumlah penduduk berusia ~ 252.588 255.114 276.062 244.246 288,625
> 15 tahun melek huruf

3  Penduduk Usia > 15 99,23 99,80 98,49 89,65 99.74
tahun melek huruf (Tidak
Buta Aksara)

Sumber : BPS/Dinas Pendidikan Kab. Maros, 2024

2.3.1.1.15 Guru Yang Memenuhi Kualifikasi $1/D-IV

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV adalah tingkat pendidikan setiap guru
yang telah menempuh jenjang S1 dan D-IV. Pada tahun 2019 jumlah guru yang memenuhi
kualifikasi S1/D-IV sebesar 85,58%. Sedangkan pada tahun 2023 naik hingga 89,29%.
Terdapat peningkatan kualifikasi guru yang memenuhi S1/D-IV, walaupun terdapat
pengurangan jumlah guru secara keseluruhan.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-67



RKPD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025

Tabel 2.47
Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023

1. Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV. = 2.862 3.119 2.979 4,654 3,701

2. Jumlah guru (SD/MI+SMP/MTs) 3.344 3510 4.315 5,330 4,192

3.  Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D- 85,58 88,87 69,04 87.32 88.29
IV

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Maros, 2024

2.3.1.2 Kesehatan

Kualitas sumberdaya manusia sangat dipengaruhi oleh derajat kesehatan
masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat salah satunya ditandai dengan meningkatnya
Angka harapan Hidup (AHH) dan Perilaku Masyarakat Hidup Bersih dan sehat (PHBS) serta
penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat.

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah sekumpulan perilaku yang
dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan
seseorang, keluarga atau kelompok atau masyarakat yang mampu menolong dirinya
sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan
masyarakat.

2.3.1.2.1 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) adalah indikator kesehatan yang
menunjukkan persentase bayi yang lahir hidup dan bertahan hidup hingga usia satu
tahun. AKHB dihitung sebagai kebalikan dari Angka Kematian Bayi (AKB). Jadi, jika AKB
adalah jumlah kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, maka AKHB adalah 1.000
dikurangi AKB, dinyatakan dalam persentase.

Grafik 2.28
Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
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Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2024

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) adalah jumlah bayi yang lahir hidup per
1000 kelahiran bayi. Kondisi AKHB di Kabupaten Maros pada tahun 2019 sebesar 995,54
bayi lahir hidup dari 1000 bayi yang lahir, kemudian menurun sedikit menjadi 990,82
kelahiran hidup setiap 1.000 bayi yang lahir di tahun 2023. Hal ini menunjukkan intervensi
yang dilakukan pemerintah terhadap kondisi kesehatan ibu mengandung cukup baik
sehingga angka kematian bayi dapat ditekan. Dengan demikian angka kelahiran hidup bayi
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cukup tinggi. Beberapa intervensi yang dilakukan diantaranya pemberian vitamin dan
peningkatan gizi, baik pada ibu yang mengandung maupun kepada bayi baru lahir. Di
samping itu, tingkat kecukupan bidan dan polindes, kecukupan dokter dan puskesmas di
tingkat kecamatan terus mendapat perhatian. Gambaran perkembangan angka
kelangsungan hidup bayi selama tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik diatas..

2.3.1.2.2 Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita (AKBa) adalah indikator kesehatan yang menunjukkan
jumlah kematian anak di bawah usia lima tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam satu
tahun tertentu. Angka ini digunakan untuk mengukur kualitas layanan kesehatan, nutrisi,
dan kondisi sosial-ekonomi di suatu negara atau wilayah.

Angka Kematian Balita adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun pada tahun
tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian
bayi). Angka Kematian Balita Kabupaten Maros pada tahun 2023 sebesar 59 balita per
1000 anak umur 0-4 tahun, denga n jumlah balita yang meninggal sebanyak 59 orang.
Angka tersebut menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan jika dilihat dari angka
kematian bayi pada tahun-tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2019, Angka Kematian
Balita sekitar 7 balita/1000 kelahiran hidup, dengan jumlah balita yang meninggal sekitar
34 orang.

Penurunan angka kematian balita ini disebabkan program pemberian gizi dan
imunisasi yang lengkap kepada balita berjalan dengan baik, dimana ibu dan balita
tersebut diberikan akses yang seluas-luasnya oleh Pemerintah Kabupaten Maros untuk
mendapatkan imunisasi lengkap serta gizi tambahan melalui pelayanan di puskesmas
maupu di posyandu. Gambaran perkembangan angka kematian bayi Kabupaten Maros
selama kurun waktu tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.48
Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023

1  Jumlah kematian balita (berumur 34 23 26 47 59
kurang dari 5 tahun) pada satu
tahun tertentu

2 Jumlah kelahiran hidup pada satu 7.153 7511 6.797 6,581 6,426
tahun tertentu

3 Angka Kematian Balita Per 1000 4,76 3,11 3,83 7.14 7.14
Kelahiran Hidup

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2024

2.3.1.2.3 Angka Kematian Neonatal (AKN)

Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah indikator yang menunjukkan jumlah
kematian bayi yang terjadi dalam 28 hari pertama kehidupan per 1.000 kelahiran hidup
dalam satu tahun tertentu. AKN adalah salah satu indikator penting untuk menilai kualitas
layanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir serta kondisi kesehatan masyarakat secara
umum.

Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah banyaknya kematian bayi yang terjadi
pada bulan pertama (dinyatakan dengan per 1000 kelahiran hidup) setalah dilahirkan.
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Umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh
dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.

Kematian neonatal sebagian besar terjadi pada jarak kelahiran dengan kelahiran
sebelumnya kurang dari 12 bulan. Di samping itu bayi lahir dengan berat badan kurang
dari 2500 gram juga beresiko mengalami kematian neonatal. Untuk mengurangi resiko
terjadinya kematian neonatal perlu dilakukan pembinaan dan intervensi pada ibu hamil
yang berpendidikan rendah, serta pembinaan untuk mengatur jarak kelahiran lebih dari
12 bulan.

Angka Kematian Neonatal Kabupaten Maros menunjukkan kenaikan yang cukup
signifikan selama tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2019 AKN sebesar 3 balita
setiap 1.000 kelahiran hidup, dengan jumlah bayi yang meninggal sebanyak 21 bayi.
Sedangkan pada tahun 2023, AKN Kabupaten Maros sekitar 9 balita per 1.000 kelahiran,
dengan jumlah bayi yang meninggal sebanyak 59 bayi. Perkembangan angka kematian
neonatal Kabupaten Maros selama kurun waktu tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel
berikut ini:

Tabel 2.49
Angka Kematian Neonatal Per 1.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023

-

1 | Jumlah kematian bayi (berumur 21 21 22 41 59
kurang dari 1 Bulan) pada satu
tahun tertentu

2 Jumlah kelahiran hidup pada satu 7.153 | 7.511 6.797 5,630 6,426
tahun tertentu

3 Angka Kematian Neonatal Per 1000 2,98 2,82 3,24 7.28 9.18
Kelahiran Hidup

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2024

2.3.1.2.4 Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Posyandu adalah suatu wadah komunikasi dalam pelayanan kesehatan
masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembianaan teknis dari petugas kesehatan
yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.
Keberadaan Posyandu yang lebih dekat dengan masyarakat, maka diharapkan pelayanan
kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai. Idealnya satu posyandu melayani tidak
lebih dari 100 balita.

Tabel 2.50
Rasio Posyandu Per Satuan Balita
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023

1  Jumlah posyandu 496 506 421 422 422
2 Jumlah balita 42,238 42,238 30,517 | 29,782 27,062
3 Rasio Posyandu Per 0.01 11.99 13.80 14.17 15.59

Satuan Balita

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2024
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Jumlah posyandu di Kabupaten Maros menunjukkan tren positif selama kurun
waktu tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 jumlah posyandu sebanyak 496 unit, kemudian
meningkat hingga mencapai 422 unit pada tahun 2023. Berdasarkan data rasio posyandu
yang terlihat pada tabel di bawah, maka diketahui bahwa pada tahun 2023 jumlah
posyandu di kabupaten Maros sudah cukup ideal, dimana 1 posyandu dapat melayani 72
balita (15,59 posyandu per 1.000 orang balita).

Meningkatnya rasio posyandu disebabkan Pemerintah Kabupaten Maros bekerja
sama dengan Tim Penggerak PKK aktif melakukan pendirian posyandu-posyandu di
daerah pedesaan, utamanya yang cukup sulit terjangkau oleh pelayanan puskesmas.
Selain melakukan pendirian Posyandu, Pemerintah bersama PKK juga aktif melakukan
perekrutan kader posyandu yang akan melakukan pelayanan kepada masyarakat.
Perkembangan rasio posyandu per satuan balita Kabupaten Maros selama kurun waktu
tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel diatas.

2.3.1.2.5 Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Poliklinik Per Satuan Penduduk

Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Poliklinik Per Satuan Penduduk
adalah untuk memperoleh gambaran tentang ketersediaan layanan kesehatan di suatu
daerah, sering kali digunakan rasio fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas
Pembantu, dan Poliklinik per satuan penduduk. Berikut adalah pengertian dari masing-
masing fasilitas kesehatan tersebut.

Rasio puskesmas, puskesmas pembantu, dan poliklinik Kabupaten Maros selama
kurun waktu tahun 2019-2023 menunjukkan tren peningkatan. Meningkatnya rasio
puskesmas, puskesmas pembantu, dan poliklinik menunjukkan bahwa pelayanan
kesehatan semakin meningkat. Berdasarkan rasio tersebut dapat diketahui bahwa
pelayanan kesehatan penduduk di Kabupaten Maros, baik melalui puskesmas, puskesmas
pembantu maupun melalui poliklinik yang dikelola oleh swasta dapat menjangkau hampir
seluruh penduduk Kabupaten Maros.

Tabel 2.51
Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poliklinik Per Satuan Penduduk
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023

1 Jumlah Puskesmas, Pustu, 51 54 40 66 66
Poliklinik

2 Jumlah Penduduk 353.121 391.774 396.924 403,774 410,669

3 Rasio Puskesmas, Pustu, 0.18 0.16 0.16 0.16 0.16
Poliklinik Per Satuan
Penduduk

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2024

Pada tahun 2019 rasio puskesmas, pustu dan poliklinik sebesar 0.18 dengan
jumlah puskesmas, pustu dan poliklinik sebanyak 51 unit, artinya untuk 1 unit
puskesmas/pustu/poliklinik melayani sekitar 8.124 orang penduduk. Pada tahun 2023
rasio puskesmas, pustu dan poliklinik kemudian meningkat menjadi 0,16, dengan jumlah
puskesmas, pustu dan poliklinik sebanyak 66 unit. Angka ini menunjukkan bahwa untuk 1
unit melayani 6.071 orang penduduk. Perkembangan rasio puskesmas, puskesmas
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pembantu, dan poliklinik per satuan penduduk Kabupaten Maros selama kurun waktu
tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel diatas.

2.3.1.2.6 Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk

Jumlah rumah sakit di Kabupaten Maros sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 tidak
mengalami peningkatan, yakni sebanyak 2 unit. Disisi lain jumlah penduduk dari tahun ke
tahun terus meningkat. Artinya, secara umum jumlah penduduk yang harus dilayani oleh
setiap rumah sakit yang tersedia semakin bertambah. Hal ini mengakibatkan rasio rumah
sakit per satuan penduduk pada tahun 2023 sedikit meningkat meskipun tidak terlalu
signifikan.

Berdasarkan data pada tabel di bawah ini, maka terlihat bahwa 1 rumah sakit
melayani 205.335 penduduk Kabupaten Maros. Dengan banyaknya penduduk yang harus
dilayani, maka diperlukan peningkatan kapasitas atau tipe rumah sakit sehingga jumlah
penduduk yang terlayani dapat lebih ditingkatkan. Perkembangan rasio rumah sakit per
satuan penduduk Kabupaten Maros selama kurun waktu 2019-2023 dapat dilihat pada
tabel berikut ini.

Tabel 2.52
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023

—

1 Jumlah Rumah Sakit 2 2 2 2 2
2  Jumlah Penduduk 353.121 391.774 @ 396.924 403,774 410,669

3 Rasio Rumah Sakit

Per Satuan 1:201887
1:176560 1:195997 1:198462 1:2053345
Penduduk

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2024

2.3.1.2.7 Rasio Tenaga Medis Per Jumlah Penduduk

Rasio tenaga medis per satuan penduduk menunjukkan seberapa besar
ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Jumlah
tenaga medis Kabupaten Maros pada tahun 2019 sebanyak 200 orang dengan rasio 1
tenaga medis untuk 1.765 penduduk. Jumlah tenaga medis tersebut kemudian meningkat
hingga mencapai 1 orang untuk 3.130 penduduk pada tahun 2022, pada tahun 2023 rasio
tenaga medis meningkat hingga mencapai 1 orang untuk 2.033 penduduk.

Tabel 2.53
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk
Kabupaten MarosTahun 2019-2023

1 Jumlah tenaga 200 156 144 129 202
medis

2 Jumlah Penduduk 353.121 391.774 396.924 403,774 410,669

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-72



RKPD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025

3 Rasio Dokter
tenaga medis per 1:1765 1:2384 1:2384 1:3130 1:2033
Satuan Penduduk

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2024

Penurunan jumlah tenaga medis pada tahun 2022 disebabkan adanya beberapa
tenaga medis utamanya dokter spesialis yang berstatus kontrak, dan pada tahun 2022
kontraknya telah habis, selain itu terdapat juga dokter yang pensiun pada tahun tersebut.
Kenaikan pada tahun 2023 karena banykanya tenaga P3KA bidang Kesehatan yang
dierima. Perkembangan rasio tenaga medis Kabupaten Maros tahun 2019-2023 dapat
dilihat pada tabel diatas.

2.3.1.2.8 Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah indikator yang digunakan
untuk mengukur persentase ibu hamil yang mengalami komplikasi kebidanan dan
menerima penanganan medis yang tepat dan memadai. Komplikasi kebidanan dapat
mencakup berbagai kondisi yang membahayakan kesehatan ibu dan janin selama
kehamilan, persalinan, dan setelah melahirkan, seperti perdarahan, preeklampsia, infeksi,
dan komplikasi persalinan lainnya. .

Indikator ini biasanya dihitung sebagai persentase dari jumlah total ibu hamil yang
mengalami komplikasi kebidanan yang ditangani dibandingkan dengan jumlah total ibu
hamil yang mengalami komplikasi kebidanan dalam periode tertentu.

Tabel 2.54
Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023

1  Jumlah komplikasi kebidanan yang 1.153 1.312 1312 1,162 1,800
mendapat penanganan difinitif di
satu wilayah kerja pada kurun
waktu tertentu

2 Jumlah ibu dengan komplikasi 1.153  1.312 1.312 1,162 @ 1,800
kebidanan di satu wilayah kerja
pada kurun waktu yang sama

3  Cakupan Komplikasi Kebidanan 100,00 100,00 100,00 100.00 100.00
Yang Ditangani

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2024

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah jumlah ibu yang memiliki
komplikasi kebidanan pada tahun tertentu yan kemudian ditangani oleh tenaga
kesehatan. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani menunjukkan tren
peningkatan. Pada tahun 2019 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar
100% kemudian tahun 2023 sebesar 100%. Peningkatan ini disebabkan adanya pelatihan-
pelatihan dan sertifikasi yang dilakukan pemerintah dalam hal ini dinas kesehatan
terhadap tenaga bidan sehingga tenaga bidan yang berada di Kabupaten Maros telah
memiliki kualifikasi dan kualitas yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
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2.3.1.2.9 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi
Kebidanan
Jumlah ibu bersalin yang ditangani oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Maros
pada tahun 2019 sebanyak 7.510 orang, dengan sasaran ibu bersalin sebanyak 7.511
orang. Cakupan pertolongan persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan sebesar 79,94%. Cakupan tersebut kemudian meningkat
pada tahun 2022 sebesar 102,00% pada tahun 2022 dengan jumlah ibu bersalin yang
dapat ditolong sebanyak 6.589 orang dari 6.434 sasaran. Pada tahun 2023 ebanyak 6.418
orang, dengan sasaran ibu bersalin sebanyak 6.418 orang

Tabel 2.55
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan
Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Maros Tahun 2019-2023

1 Jumlah ibu bersalin yang 7.510 7.328 7.968 6,589 6,418
ditolong oleh tenaga kesehatan
di satu wilayah kerja pada kurun
waktu tertentu

2 Jumlah seluruh sasaran ibu 7.511 7.736 7968 6,434 6,418
bersalin di satu wilayah kerja
dalam kurun waktu yang sama

3 Cakupan Pertolongan Persalinan 99,99 94,72 100,00 102.41 100.00
Oleh Tenaga Kesehatan Yang
Memiliki Kompetensi Kebidanan

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2024

Seperti halnya indikator cakupan komplikasi kebidanan yang dapat ditangani,
peningkatan cakupan pertolongan persalinan disebabkan adanya pelatihan-pelatihan dan
sertifikasi yang dilakukan pemerintah dalam hal ini dinas kesehatan terhadap tenaga
bidan sehingga tenaga bidan yang berada di Kabupaten Maros telah memiliki kualifikasi
dan kualitas yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

2.3.1.2.10 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Unit (UCI)

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah jumlah
desa/kelurahan yang telah mencapai imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (usia 0-11
bulan), ibu hamil, wanita subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap
pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis Polio, 4 dosis Hepatitis B, dan 1 dosis
Campak.

Tabel 2.56
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Unit (UCI)
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023

1  Jumlah desa/kelurahan UCI 94 70 72 79 103
2 Jumlah seluruh desa/kelurahan 103 103 103 103 103

3 Cakupan Desa/Kelurahan

) i . 91,26 67,96 69,90 76.70 100.00
Universal Child Unit (UCI)

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2024
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Cakupan desa/kelurahan UCI Kabupaten Maros pada tahun 2019 sebesar 91,26%.
Dimana dari 103 Desa/Kelurahan yang ada, belum seluruhnya telah mencapai imunisasi
dasar secara lengkap (bayi, ibu hamil, PUS dan anak sekolah tingkat dasar). Namun pad
tahun 2019 menurun hingga mencapai 91,26%, bahkan pada tahun 2020 cakupan UCI
hanya sebesar 67,96%. Pada tahun 2023 cakupan desa/kelurahan UCI Kabupaten Maros
sebesar 100% berarti dari 103 Desa/Kelurahan yang ada, seluruhnya telah mencapai
imunisasi dasar secara lengkap (bayi, ibu hamil, PUS dan anak sekolah tingkat dasar).

Penurunan cakupan ini disebabkan jumlah bayi yang lahir pada tahun 2019 dan
2020 tidak sebanding dengan vaksin yang tersedia sehingga tidak semua bayi yang lahir
pada tahun tersebut dapat diimunisasi.

2.3.1.2.11 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan

Cakupan gizi buruk yang mendapat perawatan adalah indikator kesehatan yang
menunjukkan persentase anak-anak yang mengalami gizi buruk dan menerima perawatan
atau intervensi yang sesuai. Gizi buruk pada anak dapat berdampak serius pada
pertumbuhan dan perkembangan mereka, dan intervensi yang tepat sangat penting
untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Cakupan gizi buruk yang mendapat perawatan Kabupaten Maros sejak tahun 2019
hingga tahun 2023 sebesar 100 %. Seluruh kasus gizi buruk yang ditemukan telah
ditangani dan mendapatkan perawatan sesuai kondisi yang ada.

Tabel 2.57
Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023

1  Jumlah balita gizi buruk mendapat 6 3 3 97 179
perawatan di sarana pelayanan
kesehatan pada kurun waktu
tertentu

2 Jumlah seluruh balita gizi buruk 6 3 3 97 179
yang ditemukan di satu wilayah
kerja dalam waktu yang sama

3  Cakupan Balita Gizi Buruk Yang 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Mendapat Perawatan

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2024

2.3.1.2.12 Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak

Persentase anak usia 1 tahun yang telah diimunisasi campak adalah indikator
penting yang digunakan untuk mengukur cakupan imunisasi campak pada anak-anak.
Imunisasi campak adalah salah satu upaya pencegahan yang efektif untuk mengurangi
kejadian penyakit campak dan komplikasi yang ditimbulkannya..

Persentase anak usia 1 tahun yang telah diimunisasi campak menunjukkan tren
yang berfluktuatif selama tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2019 Persentase
anak usia 1 tahun yang telah diimunisasi campak sebesar 95.63% disebabkan adanya anak
usia tahun yang berasal dari daerah lain yang ikut diimunisasi. Sedangkan pada tahun
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2023 persentase cakupan anak usai 1 tahun yang telah diimunisasi campak sebesar
89.94%.
Tabel 2.58
Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023

1  Jumlah anak usia 1 tahun yang

mendapat imunisasi campak 6,114
. 13.945 13.800 14.011 6,153
pada suatu wilayah selama 1
tahun
2 | Jumlah anak usia 1 tahun pada 6,157
14.582 14.709 14.709 6,841

wilayah dan tahun yang sama

3 Persentase Anak Usia 1 Tahun

. L 95,63 93,82 94,76 99.30 89.94
Yang Diimunisasi Campak

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2024

2.3.1.2.13 Persentase Non Polio Rate

Surveilans Acute Flaccid Paralysis (AFP) adalah pengamatan yang dilakukan pada
semua kasus lumpuh layuh akut (AFP) pada usia < 15 tahun yang merupakan kelompok
yang rentan terhadap penyakit polio. Untuk mengukur sensifitas penemuan kasus AFP,
maka ditetapkan indikator Non Polio AFP Rate per 100.000 anak berusia kurang dari 15
tahun per tahun.

Non polio rate Kabupaten Maros per 100.000 penduduk berumur kurang dari 15
tahun sejak tahun 2019 hingga tahun 2029 tidak mengalami banyak perubahan. Dimana
kasus non polio yang ditemukan dilaporkan hingga tahun 2021 sebanyak 1 kasus
kemudian 4 kasus pada tahun 2023. Dengan demikian dapat dikatakan non polio rate
sebesar 0 kasus untuk 100.000 penduduk.

Tabel 2.59
Persentase Non Polio Rate Per 100.000 Penduduk
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023

1 Jumlah kasus SFP non polio yang 5 3

. 1 1 4
dilaporkan
2 Jumlah penduduk <15 tahun 100,811
10.533 10.586 10.689 87,934
3  Non Polio Rate Per 100.000 0.003
0,019 0,001 0,001 0.005
Penduduk

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2024
Hal ini disebabkan hampir seluruh bayi di Kabupaten Maros telah diberikan
imunisasi yang lengkap, sehingga bayi-bayi tersebut memiliki antibodi yang cukup dan
kuat terhadap virus polio. Selain itu penyuluhan oleh kader posyandu dan puskesmas juga
memegang perananan penting, dengan adanya informasi yang diterima masyarakat,
maka kesadaran masyarakat juga akan semakin tinggi untuk melakukan imunisasi.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-76



RKPD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025

2.3.1.2.14 Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani

Pneumonia adalah infeksi yang memicu inflamasi pada kantong-kantong udara
disalah satu atau kedua paru-paru. Pada balita pneumonia biasanya didahului gejala
selesma berupa demam yang disertai batuk dan pilek, sakit kepala dan hilang nafsu
makan.

Pada tahun 2019 jumlah penderita pneumonia yang ditemukan di Kabupaten
Maros sebanyak 323 kasus dengan cakupan sebesar 24,14%. Kemudian meningkat pada
tahun 2019 dengan jumlah penderita sebanyak 323 orang (24,14%). Pada tahun 2022
cakupan balita pneumonia yang ditangani naik hingga mencapai 11,48% dengan jumlah
penderita sebanyak 287 orang. Pada tahun 2023 cakupan balita pneumonia yang
ditangani melebihi 100 persen yakni sebesar 367.01 persen.

Tingginya kasus pneumonia pada balita di Kabupaten Maros lebih banyak dialami
oleh masyarkat yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan (Pra Sejahtera) dan
berada di kawasan kumuh, dimana masyarakat tersebut berada pada lingkungan tempat
tinggal yang tidak higienis, tempat tinggal yang berdempetan, sehingga tidak adanya
udara sirkulasi udara yang baik.

Tabel 2.60

Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
1 Jumlah penderita pneumonia yang
ditangani di suatu wilayah kerja pada 323 182 157 281 356
kurun waktu 1 tahun
2 Jumlah perkiraan penderita
pneumonia balita di suatu wilayah 1.338 1.350 1.326 281 97
kerja pada kurun waktu yang sama
Cakupan balita pneumonia yang
. . 24,14 13,50 11,48 100.00 367.01
ditangani
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2024

2.3.1.2.15 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Secara umum jumlah penyakit baru TBC BTA yang ditemukan di Kabupaten Maros
menujukkan tren yang berfluktuatif selama tahun 2019 hingga tahun 2023. Jumlah kasus
pada tahun 2019 sebanyak 398 kasus kemudian meningkat hingga mencapai 773 kasus
pada tahun 2023. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA tahun
2019 sebesar 20,68 % dan pada tahun 2023 sebesar 100,00%.

Tabel 2.61
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023

1 Jumlah penyakit baru TBC BTA (+) yang
ditemukan dan diobati di satu wilayah 398 251 252 594 773
kerja selama 1 tahun

2 | Jumlah perkiraan penderita baru TBC
BTA (+) dalam kurun waktu yang sama 984 921 837

3 Cakupan Penemuan dan Penanganan

Penderita Penyakit TBC BTA
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2023

61.36
40,45 27,30 30,16 100.00
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Peningkatan cakupan ini disebabkan semakin gencarnya penyuluhan dan deteksi
dini yang dilakukan oleh penyuluh dan tenaga kesehatan yang berada di puskesmas dan
puskesmas pembantu dengan melakukan perawatan dan pengawasan terhadap
penderita agar penyakit tersebut tidak menular kepada orang lain. Dengan demikian
diharapkan jumlah perkiraan penderita baru semakin menurun setiap tahunnya.

2.3.1.2.16 Tingkat Prevalensi Tuberklosis

Tuberklosis (TB) adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan bakteri yang
dapat menyerang berbagai organ, terutama paru-paru. Penyakit ini bila tidak diobati atau
pengobatannya tidak tuntas dapat menimbulkan komplikasi berbahaya hingga kematian.

Prevalensi tuberklosis Kabupaten Maros tahun 2019 sebesar 192 kasus per
100.000 penduduk dengan jumlah kasus yang ditemukan sebesar 678 kasus. Kasus TBC
pada tahun 2023 mencapai 188 kasus per 100.000 penduduk dengan jumlah penderita
sebanyak 594 orang.

Seperti halnya pneumonia, penyakit TB sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan
tempat tinggal dan pola hidup masyarakat. Masih tingginya kasus TB di Kabupaten Maros
disebabkan masih kurangnya pemahaman di masyarakat terhadap penyakit TB yang
dapat menular dan kurangnya kewaspadaan terhadap kejadian TB, sehingga banyak
masyarakat yang yang menderita TB yang tidak diketahui atau terlambat diketahui.
Walaupun demikian, telah dilakukan pendeteksian secara dini oleh petugas kesehatan
untuk menghambat penularan serta merujuk penderita dan pengawasan terhadap
penderita TBC tersebut.

Tabel 2.62
Tingkat Prevalensi Tuberklosis (Per 100.000 Penduduk)
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023

1  Banyaknya kasus penderita TB
(Baru dan lama)

2 Jumlah penduduk pada kurun
353.121 391.174 396.924 403,774 410,669
waktu yang sama

3 Tingkat Prevalensi Tuberklosis

192,10 116,46 112,65 147.11 188.23
(Per 100.000 Penduduk)

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2024

2.3.1.2.17 Tingkat Kematian Karena Tuberklosis

Tingkat kematian penduduk yang diakibatkan oleh Tuberkulosis (TBC) adalah
indikator kesehatan yang menunjukkan jumlah kematian per 100.000 penduduk yang
disebabkan oleh penyakit TBC dalam periode waktu tertentu. TBC merupakan penyakit
infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat menyerang
berbagai organ tubuh, terutama paru-paru.

Tingkat kematian penduduk yang diakibatkan oleh TBC menunjukkan tren yang
yang meningkat selama tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2019 tingkat kematian
karena tuberklosis sebesar 0,1 orang untuk setiap 100.000 orang penduduk yang diperiksa
dengan jumlah TB yang meninggal sebanyak 15 orang. Sedangkan tahun 2023 jumlah
pasien TB yang meninggal sebanyak 29 orang dengan tingkat kematian sebesar 7 orang
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untuk setiap 100.000 penduduk. Namun demikian pada tahun 2019 tidak ditemukan
pasien TBC yang meninggal.
Tabel 2.63
Tingkat Kematian Karena Tuberklosis (Per 100.000 penduduk)
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023

1  Jumlah pasien TB yang meninggal 0 27 25 20 29

2 | Jumlah penduduk pada kurun 353.121 391.174 | 396.924 403,774 410,699
waktu yang sama

3 Tingkat kematian karena 0,01 6,99 6,21 4.95 7.06
Tuberklosis (Per 100.000
penduduk)

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2024

Seperti yang telah disebutkan pada tingkat prevalensi TB, tingkat kematian pada
penderita TB cukup tinggi dikarenakan deteksi yang kurang cepat terhadap penderita
serta pemahaman masyarakat yang sangat kurang terhadap bahaya penyakit TB tersebut.
Hal tersebut mengakibatkan banyaknya penderita yang terlambat mendapat pertolongan
serta perawatan yang intensif.

2.3.1.2.18 Proporsi Jumlah Kasus Tuberklosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS

DOTS merupakan strategi penanggulangan Tuberklosis di Rumah Sakit melalui
pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung. DOTS adalah tempat untuk
konsultasi pasien TB. Penanggulangan tuberkolosis merupakan program nasional yang
harus dilaksanakan di seluruh unit pelayanan kesehatan termasuk Rumah Sakit.

Proporsi jumlah kasus tuberklosis yang terdeteksi dalam program DOTS pada
tahun 2018 sebesar 72,10%. Dimana dari 984 jumlah pasien yang diperkirakan, terdapat
428 pasien TB yang mendapat pengobatan melalui DOTS. Kondisi tahun 2022 dimana
pasien yang diobati sebanyak 594 dari 968 pasien orang dengan proporsi 61,36%.

Semakin menurunnya jumlah pasien rumah sakit diobati melalui porgam DOTS
disebabkan karena penanganan penderita TBC saat ini lebih banyak diarahkan ke
puskesmas di wilayah kecamatan, sehingga mengurangi beban rumah sakit dalam
pelayanan kesehatan masyarakat.

Seluruh kasus Tuberklosis yang terdeteksi dalam DOTS telah diobati dan
dinyatakan sembuh. Dengan demikian dengan jumlah penderita penyakit TB yang
terdeteksi pada tahun 2023 sebanyak 773 orang seluruhnya dapat diobati dan dinyatakan
sembuh. Demikian halnya pada tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2.64
Proporsi Jumlah Kasus Tuberklosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023

1 | Jumlah pasien tuberklosis BTA 428 458 460 594 773
yang mendapat pengobatan
melalui DOTS
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2 Jumlah pasien baru TB paru dan 984 944 862 968 773
BTA yang diperkirakan ada dalam
wilayah tersebut

3  Proporsi Jumlah Kasus 43,50 48,52 53,39 61.36 100.00
Tuberklosis Yang Terdeteksi
Dalam Program DOTS

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2024

2.3.1.2.19 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Penyakit DBD atau Dengngue Hemorhagic Fever adalah penyakit yang dapat
membuat suhu tubuh penderita menjadi sangat tinggi dan pada umumnya disertai sakit
kepala, nyeri sendi, otot dan tulang, serta nyeri di bagian belakang mata. Penyakit DBD
disebabkan oleh virus dengue yang penyebarannya terjadi melalui gigitan nyamuk Aedes
Aegypti dan Aedes Albopictus.

Jumlah kasus DBD yang ditemukan pada tahun 2019 sebanyak 150 kasus,
kemudian menurun pada tahun 2023 sebanyak 183 kasus. Banyaknya kasus yang
ditemukan diakibatkan gencarnya deteksi dini dan pemeriksaan yang dilakukan oleh
petugas kesehatan di masyarakat, utamanya masyarakat yang berada di pemukiman
wilayah kumuh.

Tabel 2.65
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023

1  Jumlah penderita DBD yang ditangani 150 255 255 159 183
sesuai SOP di satu wilayah kerja selama 1
tahun

2 Jumlah penderita DBD yang ditemukan di 150 255 255 159 183

satu wilayah dalam kurun waktu yang sama

3  Cakupan Penemuan dan Penanganan 100 100 100 100 100
Penderita Penyakit DBD

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2024

Keseluruhan kasus yang ditemukan telah ditangani sesuai dengan SOP yang telah
ditetapkan, sehingga cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD pada
selama kurun waktu 2019-2023 mencapai 100%.

2.3.1.2.20 Penderita Diare yang Ditangani
Penderita diare yang ditangani adalah indikator yang mengukur persentase atau
jumlah penderita diare yang menerima perawatan medis yang memadai. Indikator ini
penting untuk menilai kinerja sistem kesehatan dalam menangani kasus diare, terutama
pada anak-anak, yang rentan terhadap dehidrasi dan komplikasi serius akibat diare.
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Tabel 2.66
Penderita Diare Yang Ditangani
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023

1 Jumlah penderita diare yang datang dan 7,438 4,134 2,289 2,511 5,358
dilayani disarana kesehatan dan kader di
suatu wilayah tertentu dalam waktu 1 tahun

2 | Jumlah perkiraan penderita diare pada satu 9,534 10,433 9,684 2,211 9,977
wilayah tertentu dalam waktu yang sama
(10 % dari angka keskitan diare x jumlah
penduduk)

3  Penderita Diare Yang Ditangani 78.02 39.62 23.64 113.57 53.70

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2024

Diare adalah penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang lembek atau cair.
Selama tahun 2019 jumlah penderita diare yang ditemukan sebanyak 7.438 kasus,
sedangkan pada tahun 2023 menurun menjadi sebesar 5.359 kasus.

Dari jumlah kasus penderita diare yang ditemukan tersebut penderita yang dapat
ditangani pada tahun 2019 sebesar 78,02%, sedangkan pada tahun 2023 sebesar 53,07 %.
Masih tingginya kasus diare di Kabupaten Maros disebabkan perilaku hidup masyarakat
yang kurang baik serta sanitasi lingkungan yang buruk.

2.3.1.2.21 Angka Kejadian Malaria

Angka kejadian malaria adalah indikator yang mengukur jumlah kasus malaria
yang terjadi dalam populasi tertentu selama periode waktu tertentu, biasanya dinyatakan
sebagai jumlah kasus per 1.000 atau 100.000 penduduk per tahun. Angka ini penting
untuk memantau prevalensi malaria dan efektivitas program pengendalian penyakit
malaria di suatu daerah.

Malaria adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk dari manusia atau hewan
lain. Malaria biasanya menyebabkan gejala demam, kelelahan, muntah, dan sakit kepala.
Dalam kasus yang parah, malaria dapat menyebabkan kulit kuning, kejang, koma bahkan
kematian.

Tabel 2.67
Angka Kejadian Malaria Per 100.000 Penduduk
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023

1  Penduduk yang menderita 100
malaria pada tahun tertentu
2 Jumlah penduduk pada 403,774
353.121 391.174 396.924 410,699
pertengahan tahun
3  Angka Kejadian Malaria 22,30 20,00 15,62 24.77 22.89

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2024

Angka kejadian malaria pada tahun 2019 di Kabupaten Maros sebesar 23 kasus
per 100.000 penduduk (79 penderita), kemudian pada tahun 2023 meningkat menjadi 94
orang penderita untuk setiap 100.000 penduduk (23 orang penderita).

Tingginya kasus malaria disebabkan banyak orang yang terinfeksi malaria belum
terdeteksi dan terus menularkan kepada orang lain, Selain itu juga, orang yang sudah
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sembuh gampang terinfeksi kembali, karena tidak melakukan pencegahan seperti
menggunakan kelambu ataupun kalau terinfeksi tidak berobat.

2.3.1.2.22 Proporsi Anak Balita Dengan Deman Yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria
Proporsi anak balita demam yang diobati dengan ACT (Artemisnin Combination
Therapy) pada tahun 2019 hingga tahun 2023, penangan sudah 100%. Sedangkan pada
tahun 2018, dari 193 penderita positif malaria yang ditemukan jumlah penderita yang.
Pada tahun 2023, keseluruhan penderita malaria sebesar 156 kasus telah mendapatkan
pengobatan dengan metode ACT sehingga cakupannya sebesar 100%.
Tabel 2.68
Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Diobati
Dengan Obat Anti Malaria Yang Tepat Kabupaten Maros Tahun 2019-2023

1 Jumlah penderita diobati dengan 170 180 180 100 156
ACT dalam 1 tahun

2 jumlah Penderita positif dalam 1 170 180 180 100 156
tahun
3  Proporsi Anak Balita Dengan 100 100 100 100 100

Demam Yang Diobati Dengan
Obat Anti Malaria Yang Tepat

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2024

2.3.1.2.23 Prevalensi HIV/AIDS Dari Total Populasi

Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi adalah indikator yang menunjukkan
persentase dari populasi total yang hidup dengan HIV/AIDS pada suatu periode tertentu.
Indikator ini penting untuk memahami sejauh mana penyebaran HIV/AIDS dalam
masyarakat dan untuk mengukur efektivitas program pencegahan dan penanggulangan
HIV/AIDS.

Tabel 2.69
Prevalensi HIV/AIDS Dari Total Populasi
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023

satu wilayah kerja pada kurun
waktu tertentu

2 | Jumlah penduduk di satu wilayah 353.121 391.174 396.924 403,774 410,699
kerja pada kurun waktu yang
sama

3  Prevalensi HIV/AIDS Dari Total 0,01 0,005 0,005 0.000 0.010
Populasi

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2024

Jumlah pasien HIV/AIDS Kabupaten Maros pada tahun 2019 sebanyak 20 orang,
Pada tahun 2021 jumlah kasusnya sama yaitu 19 orang. Prevalensi HIV/AIDS pada tahun
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2021 sebesar 0,005% dari total penduduk. Pada tahun 2023 jumlah prevalensi sebsesar
43 orang dengan 0,010% dari jumlah penduduk.

Pertambahan jumlah penderita ini kemungkinan banyak terjadi pada kecamatan-
kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar, sehingga Makassar diduga
menjadi penyebab bertambahnya penderita HIV dan AIDS di Maros. Rata- rata penderita
penyakit ini berasal dari kota dan kecamatan yang berbatasan dengan Makassar.

2.3.1.2.24 Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif
Tentang Bahaya HIV/AIDS
Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif
tentang bahaya HIV/AIDS adalah indikator yang menunjukkan persentase remaja dan
dewasa muda yang memiliki pemahaman yang benar dan komprehensif tentang
penularan, pencegahan, dan bahaya HIV/AIDS. Indikator ini penting untuk menilai
efektivitas program edukasi dan kampanye kesadaran tentang HIV/AIDS di kalangan
muda.
Tabel 2.70
Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif
Tentang HIV/AIDS Kabupaten Maros Tahun 2019-2023

1  Jumlah penduduk usia 15-24 tahun 3.127 4.812 3.880 3,791 6,669
yang mempunyai pengetahuan
komprehensif tentang bahaya
penyakit HIV/AIDS di satu wilayah
pada waktu tertentu

2 Jumllah penduduk usia 15-24 tahun 67.093 67.677 66.258 66,854 61,875
di satu wilayah pada waktu yang
sama

3 Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15- 4,66 7,11 5,86 5.67 10.78
24 Tahun Yang Memiliki
Pengetahuan Komprehensif Tentang
HIV/AIDS

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2024

Jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif
tentang bahaya HIV/AIDS pada tahun 2019 di Kabupaten Maros sebesar 3.127 orang dari
67.093 orang total penduduk usia 15-24 tahun. Dengan demikian proporsi penduduk yang
memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS sebesar 4,68%. Kondisi pada
tahun 2023 meningkat sangat signifikan dibandingkan tahun 2019, dimana dari 67.093
jumlah penduduk usia 15-24 orang, terdapat 6,669 orang yang memiliki pengetahuan
yang komprehensif tentang HIV/AIDS atau sebesar 10,78%.

Walaupun terjadi peningkatan secara proporsi, namun secara umum jumlah
penduduk usia 15-24 tahun yang mengetahui pengetahuan yang komprehensif tentang
HIV/AIDS sangat sedikit. Hal ini disebabkan kegiatan penyuluhan dan informasi tentang
HIV/AIDS di Kabupaten Maros sangat terbatas dan hanya dilakukan pada wilayah
kecamatan yang dianggap rawan akan penyakit tersebut, seperti kecamatan yang berada
di wilayah perkotan dan berbatasan langsung dengan Kota Makassar. Kegiatan
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penyuluhan dan penyebarluasan infomasi belum dilakukan pada kecamatan-kecamatan
yang berada di pelosok wilayah Kabupaten Maros.

2.3.1.2.25 Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah indikator yang menunjukkan persentase bayi yang
mendapatkan kunjungan kesehatan rutin dalam tahun pertama kehidupannya.
Kunjungan ini penting untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi,
memastikan imunisasi yang tepat waktu, serta mendeteksi dan menangani masalah
kesehatan sejak dini.

Tabel 2.71
Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
_ mermeEel e IR Feyl nemERe sl Ter s (e E T ST e
1 Jumlah kunjungan bayi memperoleh ~ 7.285 7.484 8392 5867 7,638
pelayanan kesehatan sesuai standar

di satu wilayah kerja pada kurun

waktu tertentu

2 Jumlah seluruh bayi lahir hidup di 7.285 7.817 8,392 5,812 6,366
satu wilayah kerja pada kurun waktu

yang sama

3 Cakupan Kunjungan bayi 100,00 95,74 100 100.95 119.98

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2024

Cakupan kunjungan bayi adalah jumlah bayi yang berkunjung di pelayanan
kesehatan dan memperoleh pelayanan sesuai dengan standar operasional yang berlaku.
Pada tahun 2019 jumlah bayi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di Kabupaten
Maros sebanyak 7.285 orang dengan cakupan sebesar 100,00%. Cakupan pada tahun
2023 lebih rendah dibandingkan tahun 2019, dimana dari 7,638 bayi yang lahir terdapat
6,366 bayi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (100%).

Penurunan cakupan ini disebabkan bukan akibat kurangnya pelayanan ataupun
kompisisi vaksin di posyandu dan puskesmas, namun lebih disebabkan tidak adanya
waktu dari ibu-ibu yang memiliki bayi untuk membawa anaknya ke posyandu dan
puskesmas dikarenakan sebagian besar dari ibu-ibu tersebut memiliki pekerjaan.

2.3.1.2.26 Cakupan Puskesmas

Cakupan puskesmas adalah indikator yang mengukur ketersediaan dan
aksesibilitas layanan kesehatan dasar yang disediakan oleh puskesmas (Pusat Kesehatan
Masyarakat) di suatu daerah. Indikator ini penting untuk menilai sejauh mana penduduk
memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, yang merupakan komponen
penting dari sistem kesehatan nasional.

Tabel 2.72
Cakupan Puskesmas Kabupaten Maros Tahun 2019-2023

1  Jumlah Puskesmas 14 14 14 14 14
2 Jumlah Seluruh Kecamatan 14 14 14 14 14
3  Cakupan Puskesmas 100 100 100 100 100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2024
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Cakupan puskesmas adalah jumlah puskesmas yang berada di setiap kecamatan
dalam suatu wilayah tertentu. Cakupan puskesmas Kabupaten Maros sejak tahun 2019
hingga tahun 2022 sebesar 100%. Dengan demikian setiap kecamatan di Kabupaten
Maros telah memiliki puskesmas, namun jenis pelayanan yang dapat diberikan puskesmas
tersebut berbeda-beda tergantung dari karakteristik wilayah kecamatan dimana
puskesmas tersebut berada.

2.3.1.2.27 Cakupan Puskesmas Pembantu

Cakupan Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah indikator yang mengukur
ketersediaan dan aksesibilitas layanan kesehatan dasar yang disediakan oleh Puskesmas
Pembantu di suatu daerah. Puskesmas Pembantu adalah fasilitas kesehatan tingkat
pertama yang merupakan bagian dari jaringan puskesmas, biasanya didirikan untuk
memperluas jangkauan layanan kesehatan di daerah yang lebih terpencil dan sulit
dijangkau.

Pada tahun 2019 dibangun 5 unit puskesmas pembantu sehingga cakupannya
mencapai 30,10% kemudian pada tahun 2021 terdapat penambahan puskesmas
pembantu sebanyak 5 unit sehingga total puskesmas pembantu sebanyak 42 unit, dengan
cakupan sebesar 40,78%. Pada tahun 2023 jumlah puskemas pembantu sebanyak 27
dengan cakupan sebesar 26,21%.

Tabel 2.73
Jumlah Puskesmas Pembantu
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023

1  Jumlah Puskesmas pembantu 26 31 42 26 27
2  Jumlah Seluruh Desa 103 103 103 103 103
3  Cakupan Puskesmas pembantu 25,24 30,10 40,78 25.24 26.21

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2024

2.3.1.2.28 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
Kunjungan Antenatal K4 (K4) adalah indikator yang mengukur persentase ibu
hamil yang telah melakukan setidaknya empat kali kunjungan pemeriksaan kehamilan
(antenatal care/ANC) selama masa kehamilan mereka. K4 adalah salah satu indikator
penting dalam pemantauan kesehatan ibu hamil dan janin, serta dalam upaya
menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

Tabel 2.74
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Maros Tahun 2019-2023

1 Jumlah ibu hamil yang memperoleh 7.019 7.206 7.369 5,409 6,502
pelayanan antenatal K4 di suatu

wilayah kerja pada waktu tertentu

2 Jumlah sasaran ibu hamil di suatu 7.868 7.868 8.283 5,409 6,752
wilayah kerja dalam kurun waktu yang
sama

3  Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 89,21 91,59 92.22 100.00 96.30
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2024
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Kunjungan Antenatal K4 adalah kontak ibu hamil dengan tenaga profesional untuk
mendapatkan pelayanan antenatal care sesuai standar yang ditetapkan, yaitu minimal 1
kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan dua kali trimester ketiga.

Cakupan kunjungan ibu hamil Kabupaten Maros pada tahun 2019 sebanyak
89,21%, dengan sasaran ibu hamil 7.868 orang, kemudian pada tahun 2022 cakupan
kunjungan K4 ibu hamil mencapai 100 % dengan sasaran ibu hamil sebanyak 5,409 orang.
Pada tahun 2023 cakupan sebesar 96,30% dengan sasaran ibu hamil sebanyak 6,752
orang.Tingginya cakupan kunjungan ibu hamil K4 di fasilitas pelayanan kesehatan
disebabkan sosialisasi dan penyuluhan terhadap pentingnya imunisasi bagi bayi serta
pemeriksaan kesehatan bagi ibu melahirkan telah cukup baik dilakukan, ditambah
kesadaran dari masyarakat sendiri yang sudah cukup tinggi untuk meningkatkan kualitas
kesehatan sejak dini.

2.3.1.2.29 Cakupan Pelayanan Nifas

Cakupan pelayanan nifas adalah indikator yang mengukur persentase ibu yang
mendapatkan pelayanan kesehatan selama masa nifas (postpartum) dalam periode
waktu tertentu setelah Cakupan kunjungan bayi adalah jumlah bayi yang berkunjung di
pelayanan kesehatan dan memperoleh pelayanan sesuai dengan standar operasional
yang berlaku. Pada tahun 2019 jumlah bayi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar
di Kabupaten Maros sebanyak 7.285 orang dengan cakupan sebesar 100,00%. Cakupan
pada tahun 2023 lebih rendah dibandingkan tahun 2019, dimana dari 7,638 bayi yang lahir
terdapat 6,366 bayi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (100%).

melahirkan. Masa nifas adalah periode penting yang berlangsung selama enam
minggu setelah persalinan, di mana ibu memerlukan pemantauan dan perawatan
kesehatan untuk memastikan pemulihan yang baik serta mendeteksi dan menangani
komplikasi pasca melahirkan.

Nifas adalah periode 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan. Pelayanan
nifas sesuai standar adalah pelayanan kepada ibu nifas sedikitnya 3 kali, yaitu pada 6 jam
pasca persalinan sampai dengan 3 hari, pada minggu ke 2 dan minggu ke 4.

Jumlah peserta ibu nifas yang memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar
pada tahun 2019 sebanyak 7.511 orang dari 7.511 orang ibu nifas yang ada di Kabupaten
Maros (100,00%). Kemudian pda tahun 2022 jumlah ibu nifas yang memperoleh
pelayanan sebanyak 5.359 orang dengan jumlah sasaran sebanyak 5.359 orang (100%).

Tingginya cakupan pelayanan nifas di fasilitas pelayanan kesehatan disebabkan
sosialisasi dan penyuluhan terhadap pentingnya imunisasi bagi bayi serta pemeriksaan
kesehatan bagi ibu melahirkan telah dilakukan cukup baik, ditambah kesadaran dari
masyarakat sendiri yang sudah cukup tinggi untuk meningkatkan kualitas kesehatan sejak
dini.

Tabel 2.75
Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Maros Tahun 2019-2023

1 Jumlah Peserta Ibu Nifas yang 7,511 8,001 8,534 5,359 6,229
memperoleh 3 kali pelayanan nifas
sesuai standar di satu wialayah kerja
pada kurun waktu tertentu
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2 Seluruh ibu nifas di satu wilayah 7,511 8,007 8,537 5,359 6,458
kerja dalam kurun waktu yang sama

3 Cakupan Pelayanan Nifas 100.00 99.93 99.97 100.00 96.45

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2023

2.3.1.2.30 Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga
Miskin

Makanan Pendamping (MP) ASI adalah makanan atau minuman yang
mengandung gizi diberikan kepada bayi/anak untuk memenuhi kebutuhan gizinya. MP-
ASI diberikan pada anak usia 4 bulan sampai 24 bulan. MP-ASI merupakan makanan
peralihan dari ASI ke makanan keluarga.

Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI tahun 2019
sebanyak 1.111 orang, dengan jumlah seluruh anak usia 6-24 tahun keluarga miskin
sebanyak 1.102 orang. Cakupan pemberian MP-ASI tahun 2019 sebesar 99,16%. Pada
tahun 2023 cakupan pemberian makanan pendamping asi sebesar 100 %, dengan jumlah
sasaran sebanyak 166 orang.

Tabel 2.76
Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan
Keluarga Miskin Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023

1 Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga 1,102 1,057 1,080 298 166
miskin yang mendapat MP-ASI

2 Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan 1,111 1,124 1,080 298 166
keluarga miskin

3  Cakupan Pemberian Makanan 99.16 94.02 100.00 100.00 100.00
Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-
24 Bulan Keluarga Miskin

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2024

Cukup tingginya cakupan pemberian makanan pendamping ASI di Kabupaten
Maros disebabkan telah dilaksanakannya penyuluhan dasar-dasar Pemberian MP ASI dan
Pelatihan pembuatan MP ASI rumahan kepada penduduk miskin. Kegiatan ini dilakukan
oleh PKK dan Posyandu dengan dukungan Dinas Kesehatan Kabupaten Maros. Namun
demikian masih diperlukan dukungan dari berbagai pihak utamanya dari dinas sosial dan
dinas administrasi kependudukan dan catatan sipil dalam rangka penetapan jumlah
sasaran masyarakat miskin sehingga diharapkan seluruh sasaran dapat terlayani (100%).

2.3.1.2.31 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah indikator yang
mengukur persentase siswa sekolah dasar (SD) dan sederajat yang telah mendapatkan
pemeriksaan kesehatan rutin dalam kurun waktu tertentu. Program penjaringan
kesehatan bertujuan untuk mendeteksi dini masalah kesehatan, memberikan intervensi
yang diperlukan, dan mempromosikan gaya hidup sehat di kalangan anak-anak usia
sekolah.
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Penjaringan kesehatan peserta didik merupakan salah satu indikator standar
pelayanan minimal yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Penjaringan
kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan peserta didik, perlu
dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala.

Cakupan peserta didik yang diperiksa kesehatannya pada tahun 2019 sebesar
16,21% dengan jumlah sasaran sebanyak 6.378 orang, kemudian pada tahun 2023 hingga
mencapai 14,37% dengan jumlah sasaran 7,017 orang murid SD.

Penyebab belum maksimalnya capaian penjaringan kesehatan siswa SD adalah
kerjasama dan koordinasi lintas sektor terutama dengan kepala sekolah dasar yang ada di
desa dalam upaya pelaksanaan usaha kesehatan sekolah. Sehingga dalam rangka
meningkatkan kemampuan hidup sehat dan bersih siswa sekolah dasar SD di Kabupaten
Maros dalam hal ini di 14 puskesmas, maka puskesmas telah melakukan penjaringan
kesehatan siswa SD dan setingkat di wilayahnya masing-masing. Penjaringan kesehatan
siswa SD dan setingkat adalah pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan gigi dan mulut
siswa SD dan setingkat melalui penjaringan kesehatan terhadap murid kelas satu sampai
dengan kelas enam.

Tabel 2.77
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023

1 Jumlah murid SD dan setingkat
yang diperiksa kesehatannya oleh
tenaga kesehatan atau tenaga 6,378 7,871 3,329 6,392 7,017
terlatih di satu wilayah kerja pada
kurun waktu tertentu

2 Jumlah murid SD dan setingkat di
satu wilayah kerja dalam kurun 39,334 39,688 43,974 45,841 48,845
waktu yang sama

3 Cakupan Penjaringan Kesehatan
. ) 16.21 19.83 7.57 13.94 14.37
Siswa SD dan Setingkat

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2024

2.3.1.2.32 Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang dilakukan Penyelidikan
Epidemiologi <24 Jam
Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan
dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun
waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
Tabel 2.78
Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang dilakukan Penyelidikan
Epidemiologi < 24 Jam Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023 ‘
1 jumlah KLB di Desa/Kelurahan yang
ditangani > 24 jam dalam periode 8 3 2 9 7
tertentu
2 Jumlah KLB di desa/kelurahan yang

- . 10 10 2 9 7
terjadi pada periode yang sama
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2019 2020 2021 2022 2023 ‘
| 3 | Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami
KLB Yang dilakukan Penyelidikan 80 30 100 100 100
Epidemiologi < 24 Jam

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2024

Cakupan desa/kelurahan yang mengalami KLB dan telah dilakukan penyelidikan
oleh kabupaten pada tahun 2019 sebesar 80%, dengan jumlah desa yang
diselidiki/ditangani sebanyak 8 desa. Pada Tahun 2023 dengan adanya pandemi COVID-
19, seluruh desa dan kelurahan mengalami KLB dan telah dilakukan penyelidikan
epidemiologi.

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.3.1.3.1 Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam
kondisi baik dibagi dengan panjang jalan keseluruhan. Berdasarkan kondisi jalan, maka
jalan dibagi atas beberapa kategori jalan yakni kondisi baik, rusak sedang, rusak dan rusak
berat.

Panjang jalan di Kabupaten Maros secara keseluruhan baik jalan yang berada pada
kewenangan negara, provinsi maupun kabupaten sebesar 1.174,00 km pada tahun 2019
kemudian meningkat menjadi 1.238.57 km pada tahun 2023.

Pada tabel di bawah ini, data panjang jalan dalam kondisi baik yang disajikan
adalah data kondisi jalan kewenagan kabupaten, dikarenakan data untuk kondisi jalan
negara dan provinsi tidak tersedia. Pada tahun 2019 proporsi panjang jalan dalam kondisi
baik (km) sebesar 0,69 km kemudian meningkat hingga mencapai 0,68 km pada tahun
2023.

Meningkatnya panjang jalan dalam kondisi baik disebabkan prioritas Pemerintah
Kabupaten Maros selama 10 tahun terakhir adalah memperbaiki dan meningkatkan
konektifitas antar wilayah melalui pembangunan dan peningkatan jalan. Sementara untuk
tahun 2022 proporsi panjang jalan dalam kondisi baik 68 %

Tabel 2.79
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi baik (Km)
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023

1 Panjangjalan dalam

L 806.93 886.61 795.83 795.81 840.99
kondisi baik (Km)

2 Panjang jalan seluruhnya

(Km) 1,174.00 1,174.00 1,174.00 1,174.00 1,238.57
m

3  Proporsi Panjang Jaringan
jalan dalam Kondisi baik 0.69 0.76 0.68 0.68 0.68
(Km)

Sumber : Dinas PUTRPP Kab. Maros, 2024
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Kondisi panjang jalan dalam kondisi rusak ringan di Kabupaten Maros, semakin
tahun terlihat menurun. Sejak tahun 2019 sampai 2023 mengalami kenaikan sebesar
840,99 Km di tahun 2023

2.3.1.3.2 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Penduduk

Rasio panjang jalan per jumlah penduduk adalah indikator yang mengukur
ketersediaan infrastruktur jalan dalam kaitannya dengan jumlah penduduk di suatu
wilayah. Indikator ini penting untuk memahami seberapa baik aksesibilitas transportasi
dan mobilitas penduduk di daerah tersebut. Rasio ini biasanya dinyatakan dalam meter
(atau kilometer) panjang jalan per jumlah penduduk (misalnya, per 1.000 atau 10.000
penduduk).

Panjang jalan di Kabupaten Maros (kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten)
sejak tahun 2019 sebesar 1.032 km, kemudian meningkat menjadi 1.294 km pada tahun
2023.

Dikarenakan perubahan panjang jalan yang tidak terlalu besar, maka rasio panjang
jalan dengan jumlah penduduk juga tidak terlalu besar perubahannya setiap tahun. Rasio
panjang jalan dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 sebesar 0,003 kemudian pada
tahun 2023 rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk sebesar 0,0032. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa setiap 1 km jalan di Kabupaten Maros dapat melayani
akses 260 — 350 orang penduduk.

Tabel 2.80
Rasio Panjang jalan dengan Jumlah Penduduk
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023

1 Jumlah panjang jalan 1,032 1,032 1,032 1,032 1,294
2 | Jumlah Penduduk 353,121 391,774 396,924 403,774 410,669
3  Rasio Panjang jalan dengan 0.003 0.0026 0.0026 0.0026 0.0032

Jumlah Penduduk

Sumber : Dinas PUTRPP Kab. Maros, 2024

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kondisi panjang jalan yang ada belum cukup
pada untuk melayani akses penduduk di Kabupaten Maros. Hal ini mengakibatkan
seringnya terjadi kemacetan di jalan, utamanya jalan-jalan poros trans
kabupaten/provinsi.

2.3.1.3.3 Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam)

Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam) adalah indikator
yang mengukur proporsi panjang jalan kabupaten yang memenuhi standar kualitas
tertentu, di mana kendaraan dapat melaju dengan kecepatan rata-rata lebih dari 40
kilometer per jam. Indikator ini penting untuk menilai kualitas infrastruktur jalan di tingkat
kabupaten dan sejauh mana jalan-jalan tersebut mendukung mobilitas dan transportasi
yang efisien.
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Tabel 2.81
Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam)
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023 ‘
1 Panjangjalan kabupaten dalam  818.96  846.24  834.50 795.83  895.63
kondisi baik
2 panjang seluruh jalan 1032.13 1032.13 1032.13 1032.13 1,293.83
kabupaten
3 | Persentase Jalan Kabupaten 79.35 81.99 80.85 77.11 69.22
Dalam Kondisi Baik (> 40
Km/Jam)
Sumber : Dinas PUTRPP Kab. Maros, 2024

Panjang jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Maros pada tahun 2023
sepanjang 1.032,13 km, namun pada tahun 2019 setelah dilakukan survey dan
pengukuran kembali, panjang jalan kewenangan Kabupaten Maros sepanjang 1.032,13
km. Proporsi jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2019 sebesar 64,39%
kemudian meningkat pada athun 2023 sebesar 77.11%.

Peningkatan kondisi jalan ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Maros telah
memprioritaskan perbaikan infrastruktur, utamanya jalan selama 10 tahun terkakhir,
utamanya jalan-jalan yang memiliki konektifitas antara wilayah kecamatan, antar desa
serta dusun.

2.3.1.3.4 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Persentase rumah tinggal bersanitasi adalah indikator yang mengukur proporsi
rumah tinggal yang memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang layak, seperti toilet yang
terhubung dengan sistem pembuangan yang memadai. Indikator ini penting untuk
menilai tingkat kebersihan dan kesehatan lingkungan rumah tangga, yang berpengaruh
langsung pada kesehatan masyarakat.

Persentase rumah tinggal bersanitasi adalah jumlah rumah tinggal berakses
sanitasi terhadap jumlah rumah tinggal. Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-
kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi diantaranya; fasilitas air
bersih, pembuangan tinja, pembuangan air limbah/air bekas dan pembuangan sampah.

Rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Maros menunjukkan adanya peningkatan
terhadap rumah yang dapat mengakses sanitasi selama 5 tahun. Pada tahun 2019 tercatat
presentase rumah tinggal berakses sanitasi terhadap jumlah rumah tinggal sebesar
74,77%, dan pada tahun 2023 naik menjadi 100,00% .

Cukup tingginya persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Maros
disebabkan karena tingkat kesadaran masyarakat untuk memiliki rumah dengan fasilitas
yang sesuai standar kesehatan sudah cukup tinggi. Selain itu Pemerintah Kabupaten
Maros melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah memprogramkan
kegiatan pemasangan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) masyarakat melalui
sambungan rumah (SR) penduduk, utamanya rumah-rumah yang berada di wilayah
kumuh dan pedesaan.
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Tabel 2.82
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023

1 Jumlah rumah tinggal berakses 58,756 80,056 81,802 89,314 101,826

sanitasi
2 Jumlah rumah tinggal 78,586 86,636 88,145 89,628 101,826
3  Persentase Rumah Tinggal 74.77 9241 92.80 99.65 100
Bersanitasi

Sumber : Dinas PUTRPP Kab. Maros, 2024

2.3.1.3.5 Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik adalah indikator yang mengukur
proporsi dari total sistem irigasi di suatu kabupaten yang berfungsi dengan baik dan
memenuhi standar operasional yang ditetapkan. Sistem irigasi yang berfungsi dengan
baik sangat penting untuk mendukung pertanian, memastikan pasokan air yang stabil,
dan meningkatkan produktivitas tanaman.

Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik adalah indikator yang mengukur
proporsi dari total sistem irigasi di suatu kabupaten yang berfungsi dengan baik dan
memenuhi standar operasional yang ditetapkan. Sistem irigasi yang berfungsi dengan
baik sangat penting untuk mendukung pertanian, memastikan pasokan air yang stabil,
dan meningkatkan produktivitas tanaman.

Luas jaringan irigasi teknis Kabupaten Maros sebesar 9,904 ha pada tahun 2019
hingga tahun 2023 sebesar 6,081. Luas jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 5,598
Ha pada tahun 2019 kemudian meningkat hingga mencapai 3,328 Ha pada tahun 2023.
Dengan demikian persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik tahun 2019 sebesar
74,77% dan pada tahun 2022 mencapai 87,62%.

Secara umum kondisi irigasi di Kabupaten Maros masih memerlukan perhatian
yang khusus, dimana masih banyaknya irigasi yang belum berfungsi dengan maksimal.
Hal ini disebabkan masih banyak saluran irigasi utamanya irigasi tersier yang langsung
menuju sawah masyarakat masih berupa saluran tanah sehingga terjadi banyak
kebocoran pada saluran.

Tabel 2.83
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023

1  Luasirigasi kabupaten dalam 5,589 7,159 4,821 4,953 5,328
kondisi baik (ha)

2 Luasirigasi Kabupaten Maros (ha) 9,094 9,094 6,081 6,081 6,081

3  Persentase irigasi kabupaten 61.46 78.72 79.28 81.45 87.62
dalam Kondisi baik

Sumber : Dinas PUTRPP Kab. Maros, 2024
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2.3.1.3.5.1 Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi adalah panjang saluran irigasi dibandingkan dengan luas
lahan budidaya pertanian. Data ini digunakan untuk melihat sebesar besar cakupan lahan
pertanian yang dapat diairi oleh saluran irigasi yang ada.

Rasio jaringan irigasi Kabupaten Maros menunjukkan angka yang cenderung
menurun selama tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2019 rasio jaringan irigasi
sebesar 0,005 km/ha kemudian menurun menjadi 0,004 km/ha pada tahun 2023.
Walaupun angka rasio jaringan irigasi menunjukkan penurunan namun luas lahan
budidaya pertanian mengalami penurunan yang cukup besar. Tahun 2019 luas lahan
budidaya pertanian sebesar 43,633 ha, kemudian menurun hingga mencapai 37.885 ha
pada tahun 2023. Hal ini disebabkan banyaknya pengalihan fungsi lahan pertanian
menjadi lahan pemukiman, perdagangan, industri, dan lain sebagainya.

Selain itu, panjang saluran irigasi juga menunjukkan penurunan apabila
dibandingkan panjang saluran irigasi tahun 2019 hingga tahun 2020. Hal ini disebabkan
terdapat beberapa Daerah Irigasi (DI) yang kewenangannya diambil alih oleh Propinsi.

Tabel 2.84
Rasio Jaringan Irigasi (km/ha) Kabupaten Maros Tahun 2019-2023

1 Panjang Saluran irigasi (km) 196.35 171.32 171.32 190.43 153.40
2 Luas lahan budidaya pertanian (ha) 43,633 44,125 41,938 39,860 37,885

3 Rasio jaringan irigasi (km/ha) 0.005 0.004 0.004 0.005 0.004
Sumber : Dinas PUTRPP Kab. Maros, 2024

Panjang jaringan irigasi kondisi baik di Kabupaten Maros, pada tahun 2019 hingga
tahun 2023 mengalami peningkatan. Demikian pula sebaliknya kondisi jaringan irigasi
rusak sedang dan berat sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami penurunan, dapat
terlihat pada table berikut:

Tabel 2.85
Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Maros
Tahun 2019-2023

1 Panjang jaringan irigasi 5,589 7,159 4,821 4,953 5,328
kondisi baik (m)
2 | Panjang jaringan irigasi 9,094 9,094 6,081 6,081 6,081
kondisi rusak sedang (m)
3 | Panjang jaringan irigasi 61.46 78.72 79.28 81.45 87.62
kondisi rusak berat (m)
Total Panjang Irigasi 14,744 16,332 10,981 11,115 11,497

Sumber : Dinas PUTRPP Kab. Maros, 2024

2.3.1.3.6 Persentase Penduduk Berakses Air Minum
Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum adalah indikator
yang mengukur proporsi populasi yang memiliki akses ke sumber air minum yang aman
dan layak. Indikator ini penting untuk menilai kualitas hidup dan kesehatan masyarakat,
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karena akses terhadap air minum yang bersih dan aman sangat krusial untuk mencegah
penyakit yang ditularkan melalui air, seperti diare dan kolera.

Persentase penduduk berakses air minum adalah perbandingan jumlah penduduk
yang mendapatkan akses air minum dibagi dengan jumlah penduduk. Syarat dari air
minum menurut Kementerian Kesehatan adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak
berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Yang dimaksud dengan air bersih adalah
air minum yang berasal dari air mineral, pipa air/PAM, pompa air, sumur, mata air yang
terlindung dalam jumlah yang cukup sesuai dengan standar kebutuhan minimal.

Tabel 2.86
Persentase penduduk Berakses Air Minum
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023

1 Penduduk berakses air minum 235,037 355,927 367,274 373,342 405,074
2 jumlah penduduk 353,121 391,774 396,924 403,774 410,669

3  Persentase penduduk Berakses 66.56 90.85 92.53 92.46 98.64
Air Minum

Sumber : Dinas PUTRPP Kab. Maros, 2024

Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum di Kabupaten
Maros pada tahun 2019 sebesar 66,56%, kemudian meningkat hingga mencapai 98,64%
pada tahun 2023.

2.3.1.3.7 Persentase Areal Kawasan Kumuh

Kawasan kumuh adalah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di
sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Diberbagai kawasan kumuh
penduduk tinggal di kawasan yang sangat berdekatan sehingga sangat sulit untuk dilewati
kendaraan. Kurangnya pembuangan sampah juga mengakibatkan sampah vyang
bertumpuk-tumpuk.

Luas areal kawasan kumuh pada tahun di Kabupaten Maros berada di Kecamatan
Turikale dengan luas 103,78 ha yang disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Maros
tahun 2014 dan 2019. Pada tahun 2019, dikarenakan kegiatan penanganan kawasan
kumuh baru sehingga persentase areal kawasan kumuh sebesar 6,28% kemudian
menurun pada tahun 2023 hingga mencapai 6,03%.

Penurunan areal kawasan kumuh ini disebabkan penanganan kawasan kumuh
merupakan salah satu prioritas program kegiatan yang dilaksanakan selama kurang lebih
lima tahun terakhir. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk penanganan kawasan
kumuh adalah pembangunan rumah layak huni, penataan jalan lingkungan, perbaikan
sanitasi, dan penyediaan akses air minum bagi masyarakat yang tinggal dalam areal
kawasan kumuh tersebut.

Tabel 2.87
Persentase Areal Kawasan Kumuh
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023 ‘
1  Luas Kawasan kumuh 101.6 105.56 101.97 91.05 87.05
2 Luas wilayah 1,619 1,619 1,619 1,619 1,444
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2019 2020 2021 2022 2023

3 Persentase Areal Kawasan 6.28 6.52 6.30 5.62 6.03
Kumuh
Sumber : Dinas PUTRPP Kab. Maros, 2024

2.3.1.3.8 Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan

Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber aktivitas
manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Pengelolaan sampah
adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang atau pembuangan dari
material sampah. Salah satu cara untuk mengelola sampah adalah dengan menyediakan
fasilitas pengurangan sampah di suatu wilayah.

Fasilitas pengurangan sampah yang tersedia di Kabupaten Maros, rasionya cukup
kecil dibandingkan dengan volume sampah yang dihasilkan setiap tahunnya. Pada tahun
2019 rasio fasilitas pengurangan sampah sebesar 0.02, begitupun pada tahun 2023
sebesar 0,16.

Tabel 2.88
Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023
Volume sampah di perkotaan
mengalami guna ulang, daur

1 ulang, pengelolaan di tempat 651.53 651.53 610.00 612.00 9,755
pengelolaan sampah sebelum
masuk TPA

2  Total volume sampah 26,328 26,632 18,135 18,494 159,962
Fasilitas Pengurangan Sampah di

3 0.02 0.02 0.03 0.03 0.16
Perkotaan

Sumber : DPKPLH Kab. Maros, 2024

2.3.1.3.9 Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Rasio tempat pemakaman umum adalah jumlah tempat pemakaman umum (TPU)
yang disediakan dan berada di bawah pengawasan, pengelolaan pemerintah daerah
dibagi dengan jumlah penduduk pada daerah atau suatu wilayah tertentu.

Jumlah tempat pemakaman umum di Kabupaten Maros hingga tahun 2023
sebanyak 1 tempat pemakaman umum dengan jumlah daya tampung kurang lebih 600
orang. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Maros pada tahun 2023 sebesar 410.669
jiwa, maka rasio tempat pemakaman umum di Kabupaten Maros sebesar 0,0003.

Tabel 2.89
Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan penduduk
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023

2019 2020 2021 2022 2023

1 Jumlah daya tampung tempat 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00

pemakaman umum

2 Jumlah Penduduk (n) 353,121 391,774 396,924 403,774 410,669
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2019 2020 2021 2022 2023

3 Rasio Tempat Pemakaman Umum
0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003
Per Satuan penduduk

Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros, 2024

Apabila dilihat jumlah daya tampung tempat pemakaman umum dibandingkan
dengan jumlah penduduk, maka terlihat bahwa daya tampung tempat pemakaman umum
masih sangat kecil. Hal ini disebabkan sulitnya menemukan lokasi yang cukup luas sebagai
tempat pemakaman umum. Tempat Pemakaman Umum di Kabupaten Maros lebih
banyak tersebar dengan luasan yang kecil.

2.3.1.3.10 Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk adalah jumlah tempat ibadah seluruh
umat beragama terhadap jumlah penduduk. Rasio tempat ibadah menunjukkan
penurunan selama tahun 2019 hingga tahun 2023. Pda tahun 2019 rasio tempat ibadah
persatuan penduduk sebesar 2,23 kemudian menurun hingga mencapai 2,12 pada tahun
2021. Walaupun rasio menurun, namun apabila dilihat dari jumlah tempat ibadah terlihat
bahwa terjadi peningkatan jumlah tempat ibadah, dimana pada tahun 2019 jumlah
tempat ibadah sebesar 829 unit kemudian menurun menjadi 828 unit pada tahun 2023.

Menurunnya rasio tempat ibadah menunjukkan bahwa peningkatan jumlah
tempatibadah tidak sebanding dengan penambahan jumlah penduduk yang sangat pesat.
Peningkatan jumlah penduduk ini banyak dipengaruhi oleh migrasi penduduk, utamanya

pada daerah-daerah yang berbatasan dengan Kota Makassar.
Tabel 2.90
Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023

Jumlah Tempat Ibadah 829 829 829 828 828
Jumlah Penduduk 353.121 391.774 | 396.924 403,774 410,669
Rasio Tempat Ibadah Per

Satuan Penduduk 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002

Sumber : BPS Kab. Maros, 2024

2.3.1.3.11 Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Rasio ruang terbuka hijau per satuan wilayah adalah perbandingan luas terbuka
hijau ber HPL/HGB dibandingkan dengan luas wilayah. Ruang terbuka hijau adalah area
memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka,
tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja
ditanam.

Pada tahun 2019 rasio ruang terbuka hijau di Kabupaten Maros sebesar 0,816.
Dimana dari 34.256 ha luas wilayah yang ber HPL/HGB, 25.418 ha merupakan areal ruang
terbuka hijau. Pada tahun 2023, rasio RTH perluas wilayah HPL/HGB meningkat menjadi
0.933 dengan luasan RTH sebesar 34.256 ha. Peningkatan luas RTH ini disebabkan ada
beberapa pembangunan taman dan hutan kota di wilayah perkotaan.
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Tabel 2.91
Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
Kabupaten Maros Tahun 2019- 2023
2019 2020 2021 2022 2023

1 Luasruang terbuka hijau 27,960 36,311 18,311 31,955 31,955
(Ha)

2 Luas wilayah ber HPL/HGB 34,256 34,256 34,256 34,256 34,256

3 Rasio Ruang Terbuka Hijau 0.816 1.060 0.535 0.933 0.933

Per Satuan Luas Wilayah ber
HPL/HGB

Sumber : Dinas PUTRPP Kab. Maros, 2024

2.3.1.3.12 Rasio Bangunan Ber-IMB

Rasio bangunan ber-IMB (lzin Mendirikan Bangunan) adalah indikator yang
mengukur proporsi bangunan yang memiliki izin resmi dari pemerintah dibandingkan
dengan total bangunan yang ada di suatu wilayah. Rasio ini penting karena menunjukkan
tingkat kepatuhan terhadap regulasi perencanaan dan pembangunan yang ditetapkan
oleh pemerintah, yang bertujuan untuk memastikan keamanan, keteraturan, dan
keberlanjutan lingkungan binaan.

Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan adalah jumlah bangunan yang
memiliki IMB terhadap seluruh jumlah bangunan. Rasio bangunan ber IMB Kabupaten
Maros tahun 2019 hingga tahun 2023 menunjukkan peningkatan yang cukup pesat. Pada
tahun 2019 rasio IMB per satuan bangunan sebesar 0,38 kemudian meningkat hingga
menjadi 0,59 pada tahun 2023.

Tabel 2.92
Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan
Kabupaten Maros Tahun 2019- 2023
2019 2020 2021 2022 2023

1  Jumlah bangunan ber-IMB 30.805 36.612 43583 43,986 53,803
2 Jumlah bangunan 80.747 81.877 83.062 87,152 91,432

3  Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan
0,38 0,45 0,52 0.50 0.59
Bangunan

Sumber : Dinas PMPTSP Kab. Maros, 2024

Peningkatan ini disebabkan adanya sosialisasi dan aturan yang tegas yang
dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Maros untuk masyarakat ataupun pengusaha yang
akan mendirikan bangunan agar memiliki izin, dikarenakan apabila didapatkan ada
bangunan yang tidak memiliki izin maka bangunan tersebut akan dirubuhkan. Berbagai
upaya telah dilakukan untuk meningkatkan rasio bangunan ber-IMB di Kab. Maros,
termasuk: Edukasi dan Sosialisasi: Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang
pentingnya IMB dan proses pengurusannya. Mempermudah proses pengurusan |IMB
melalui layanan terpadu satu pintu (PTSP) dan digitalisasi layanan. Meningkatkan
pengawasan terhadap pembangunan tanpa IMB dan penegakan hukum yang tegas bagi
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pelanggar. Serta memberikan insentif bagi warga yang mengurus IMB dan disinsentif bagi
yang melanggar peraturan.

2.3.1.3.13 Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya
Ruang publik adalah ruang atau tempat yang dapat diakses atau dimanfaatkan
oleh warga atau masyarakat secara cuma-cuma atau tanpa dipungut biaya, dan bisa
dipergunakan bersama-sama oleh masyarakat baik secara individu maupun berkelompok.
Luas ruang publik yang tersedia di Kabupaten Maros kurang lebih seluas 21.278,20 ha.
Hingga saat ini belum ada ruang publik yang berubah peruntukannya menjadi fungsi lain.
Tabel 2.93
Persentase Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya
Kabupaten Maros Tahun 2019 — 2023

2019 2020 2021 2022 2023
1 Jumlah ruang publik 0 0 0 0 0
yang berubah fungsi
(Ha)
2 Jumlah ruang publik 21.278,20 21.278,20 21.278,20  21.278,20 = 21.278,20
yang tersedia (Ha)
3 Ruang Publik Yang 0 0 0 0 0

Berubah Peruntukannya
Sumber : Dinas PUTRPP Kab. Maros, 2024

2.3.1.3.14 Ketaatan Terhadap RTRW
Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tata ruang hasil
perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional
dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW.

Tabel 2.94
Ketaatan Terhaap RTRW Kabupaten Maros Tahun 2019- 2023
2020 2021 2022

1 Realisasi RTRW 3,159.97 4,107.96 6,273.87 8,518.33 10,075.28
2 Rencana 145,310.63 145,310.63 145,310.63 145,310.63 145,310.63

Peruntukan
3  Ketaatan Terhadap 2.17 2.83 4.32 5.86 6.93

RTRW

Sumber : Dinas PUTRPP Kab. Maros, 2024

Penurunan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana
tata ruang wilayah Kabupaten Maros selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan adanya
kesadaran masyarakat tentang tata ruang yang ada serta keterbukaan informasi tentang
tata ruang yang ada. Ketaatan terhadap RTRW pada tahun 2019 sebesar 2.17%, kemudian
terus meningkat hingga mencapai 6.93% pada tahun 2023.

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2.3.1.4.1 Rasio Rumah Layak Huni
Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan
jumlah penduduk yang ada pada wilayah tersebut. Rasio rumah layak huni Kabupaten
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Maros hingga tahun 2023 masih cukup rendah, yakni 0,12. Angka ini tidak mengalami
perubahan yang signifikan selama kurun waktu lima tahun terakhir. Kecilnya rasio rumah
layak huni di Kabupaten Maros dikarenakan rasio layak huni diperoleh dari perbandingan
antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk (Sesuai dengan perhitungan
indikator pada Permendagri 86).

Tabel 2.95
Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Maros Tahun 2019 - 2023
2019 2020 2021 2022 2023
1 Jumlah rumah layak huni 55,252 48,403 49,317 49,924 50,196
2 Jumlah penduduk 353,121 391,774 396,924 403,774 410,669
3 Rasio Rumah Layak huni 0.16 0.12 0.12 0.12 0.12

Sumber : DInas PKPLH Kab. Maros, 2024

2.3.1.4.2 Rasio Permukiman Layak Huni

Rasio permukiman layak huni adalah perbandingan luas permukiman layak huni
dengan luas permukiman secara keseluruhan. Permukiman adalah bagian dari lingkungan
hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang
berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian, dan tempat kegiatan
yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Pada tahun 2019 rasio pemukiman layak huni Kabupaten Maros sebesar 0,980
kemudian meningkat hingga mencapai 0,990 pada tahun 2023. Rasio permukiman layak
huni di Kabupaten Maros belum mencapai angka 1 dikarenakan masih adanya
permukiman kumuh seluas 103 ha yang masih harus dilakukan penataan dan perbaikan
sehingga dapat dikategorikan sebagai permukiman layak huni. Perkembangan kondisi
permukiman Kabupaten Maros selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.96
Rasio Permukiman Layak Huni
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023

2019 2020 2021 2022 m

1 Luas permukiman layak huni 4,938 5,442 6,006 6,620 7,301
2  luas wilayah permukiman 5,039 5,543 6,098 6,707 7,378
3 Rasio Permukiman Layak Huni 0.980 0.982 0.985 0.987 0.990

Sumber : Dinas PKPLH Kab. Maros, 2024

2.3.1.4.3 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Ketersediaan rumah layak huni adalah jumlah rumah layak huni yang terdapat
pada suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah seluruh rumah yang ada. Jumlah rumah
layak huni di Kabupaten Maros pada tahun 2019 sebanyak 55,252 unit dari 88,751 unit
rumah yang ada, dengan persentase sebesar 62,25 persen. Meningkatnya jumlah rumah
layak huni seiring dengan meningkatnya jumlah unit rumah yang ada. Dengan demikian
hingga tahun 2023 jumlah rumah layak huni di Kabupaten Maros sebanyak 88,751 unit
rumah atau 54,90 persen dari jumlah rumah yang ada.
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Secara umum, persentase rumah layak huni dari total rumah yang ada di
Kabupaten Maros diatas 50 persen. Masih terdapat sekitar 43 persen rumah layak huni di
Kabupaten Maros yang disebabkan pesatnya pertambahan penduduk di wilayah
perbatasan dengan kota Makassar sehingga banyak masyarakat yang tidak memiliki akses
terhadap tempat tinggal yang representatif. Hal ini menyebabkan masyarakat tersebut
membangun rumah yang seadanya saja. Dengan demikian pemerintah masih sangat
perlu mengupayakan peningkatan rumah layak huni, terutama pada lapisan masyarakat
bawah.

Tabel 2.97
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni
Kabupaten Maros Tahun 2019 — 2023
~ Jumlah seluruh rumah layak
1  huni pada suatu wilayah kerja 55,252 48,403 49,317 49,924 50,196
pada kurun waktu tertentu

2 Jumlah seluruh rumah 88,751 90,526 85,013 91,432 91,432
Cakupan ketersediaan Rumah

3 ) 62.25 53.47 58.01 54.60 54.90
Layak huni

Sumber : DInas PKPLH Kab. Maros, 2024

2.3.1.4.4 Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau

Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau adalah perbandingan antara
jumlah rumah layak huni yang terjangkau dan dapat ditempati oleh masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR), dengan jumlah MBR pada kurun waktu tertentu.

Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau pada tahun 2019 sebesar
5,50% dengan jumlah MBR yang menempati rumah layak huni sebanyak 2.017 MBR,
kemudian meningkat menjadi 14,54% dengan jumlah MBR yang menempati rumah layak
huni sebanyak 5.066 MBR pada tahun 2023.

Semakin banyaknya MBR yang menempati rumah layak huni disebabkan semakin
gencarnya pembangunan rumah layak huni di Kabupaten Maros sejak tahun 2018 hingga
tahun 2022. Pesatnya pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dapat dilaksanakan
dikarenakan adanya dukungan dana dari Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus
(DAK).

Tabel 2.98

Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023

1  Jumlah rumah tangga MBR yang 2,017 2,517 3,017 3,178 5,066
menempati rumah layak huni dan
terjangkau pada kurun waktu
tertentu

2 Jumlah rumah tangga MBR pada 36,698 36,196 35,696 35,735 34,831
kurun waktu tertentu

3  Cakupan Layanan Rumah Layak 5.50 6.95 8.45 8.89 14.54

Huni Yang Terjangkau
Sumber : DInas PKPP Kab. Maros, 2024
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2.3.1.4.5 Persentase Permukiman yang Tertata

Permukiman tertata adalah permukiman perkotaan dan pedesaan yang serasi,
harmoni, saling menunjang dan mendukung. Persentase areal permukiman yang tertata
di Kabupaten Maros sudah sangat baik, dimana pada tahun 2019 sudah mencapai 98,00
%, kemudian meningkat 98,97 % pada tahun 2023.

Masih adanya permukiman yang tidak tertata disebabkan masih terdapat
permukiman kumuh di Kecamatan Turikale, namun sejak tahun 2019 hingga saat ini telah
dilakukan pembenahan terhadap permukiman kumuh tersebut. Perkembangan
permukiman yang tertata di Kabupaten Maros selama tahun 2019-2023 dapat dilihat

pada tabel.
Tabel 2.99
Persentase Permukiman yang Tertata
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023
1 Luas areal permukiman tertata 4,938 5,442 6,006 6,620 7,301

2 Luas areal permukiman keseluruhan | 5,039 5,543 6,098 6,707 7,377

3  Persentase Permukiman Yang 98.00 98.18 98.49 98.70 98.97
Tertata

Sumber : DInas PKPP Kab. Maros, 2024

2.3.1.4.6 Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

Areal kawasan kumuh di Kabupaten Maros berada di Kecamatan Turikale dengan
luas 103,78 ha, yang disahkan melalui Surat Keputusan(SK) Bupati Maros tahun 2014 dan
2019. Pada tahun 2019 persentase kawasan kumuh perkotaan sebesar 26,44 % dengan
luas lingkungan permukiman kumuh yang tertangani sebesar 26,78 ha. Pada tahun 2023
persentase luasan permukiman kumuh perkotaan sebesar 11,39% dengan jumlah luasan
permukiman kumuh yang tertangani sebesar 91,05 Ha. Luas daerah kumuh yang
tertangani pada tahun 2023 sebesar 10,37 Ha.

Penurunan areal kawasan kumuh ini disebabkan penanganan kawasan kumuh
merupakan salah satu prioritas program kegiatan yang dilaksanakan selama lima tahun
terkahir. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk penanganan kawasan kumuh adalah
pembangunan rumah layak huni, penataan jalan lingkungan, perbaikan sanitasi, dan
penyediaan akses air minum bagi masyarakat yang tinggal dalam areal kawasan kumuh
tersebut.

Tabel 2.100
Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023

1 Luasan permukiman kumuh yang 26.78 3299 36.58 34.81 10.37

tertangani
2 | Luas permukiman kumuh 101.30 105.56 101.97 91.05 91.05
3  Persentase Luasan Permukiman 26.44 31.25 35.87 38.23 11.39

Kumuh di Kawasan Perkotaan

Sumber : DInas PKPP Kab. Maros, 2024
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2.3.1.4.7 Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan

Rumah tangga kumuh adalah rumah tangga yang tidak memiliki akses air minum
(air minum layak), akses sanitasi (sanitasi layak). Rumah tangga kumuh di Kabupaten
Maros seluruhnya berada di wilayah perkotaan, dengan demikian proporsi rumah tangga
kumuh perkotaan sebesar 100 %.

Grafik 2.29
Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
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Sumber : DInas PKPP Kab. Maros, 2024

2.3.1.4.8 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
Perkembangan melibatkan 2 (dua) OPD yang terkait didalamnya; yaitu Badan
Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja. Capaian kinerja
Pemerintah Kabupaten Maros untuk urusan ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat menunjukkan tren yang semakin membaik setiap tahunnya,
dimana hampir seluruh indikator menunjukkan capaian sebesar 100 %.

2.3.1.4.9 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman , Keindahan)

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
merupakan indikator penting untuk menilai efektivitas penegakan peraturan dan upaya
pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum, ketentraman, dan keindahan
lingkungan di suatu wilayah.

Sejak tahun 2019 capaiannya pun berada diatas 95 %. Pada tahun 2019 tingkat
waktu tanggap sebesar 96,00 %, kemudian meningkat hingga mencapai 100 % pada tahun
2019 hingga tahun 2023.

Tingginya waktu tanggap terhadap adanya kebakaran di Kabupaten Maros
disebabkan karena tingkat keahlian petugas pemadam kebakaran yang sudah terlatih dan
bersertifikat dalam menghadapi bencana kebakaran, selain itu telah diterapkannya
Standar Operational Procedure (SOP) dalam penanganan bahaya kebakaran juga
berdampak terhadap tingkat waktu tanggap penanganan kasus kebakaran.
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Tabel 2.101
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)
Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023 ‘

1 Jumlah kasus kebakaran di WMK yang 24 118 143 118 86
tertangani dalam waktu maksimal 15

menit

2 Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan 25 118 143 118 86
WMK

3 Tingkat Waktu tanggap (Response Time 96.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Rate) Daerah layanan Wilayah Manajemen
Kebakaran
Sumber : Satpol PP & Damkar Kab. Maros, 2024

2.3.1.4.10 Persentase Penegakan PERDA

Persentase Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) adalah indikator yang
mengukur sejauh mana peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah
diimplementasikan dan ditegakkan. Persentase ini menunjukkan efektivitas dan efisiensi
pemerintah daerah dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang dibuat untuk
mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Salah satu tugas dan fungsi utama Satuan Polisi Pamong Praja adalah menegakkan
Peraturan Daerah (Perda). Jumlah pelanggaran Perda di Kabupaten Maros relatif sedikit
dan keseluruhan pelanggaran tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Pada tahun 2019
persentase penegakan Perda sebesar 100 % sampai dengan tahun 2023.

Tabel 2.102
Persentase penegakan PERDA
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
2019 2020 pLopk] 2022 2023 ‘

1 Jumlah penyelesaian penegakan 1 1 5 5 53
PERDA

2  Jumlah pelanggaran PERDA 1 1 5 5 53

3  Persentase penegakan PERDA 100 100  100.00 100.00 100.00

Sumber : Satpol PP & Damkar Kab. Maros, 2024

Capaian penegakan Perda yang mencapai 100 % ini disebabkan Pemerintah
Kabupaten Maros dalam hal ini Satpol PP rutin melakukan patroli dan melakukan tindakan
terhadap masyarakat yang melanggar Perda. Selain itu koordinasi yang dilakukan dengan
stake holder terkait serta sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan tokoh
masyarakat setempat juga merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk
mencegah terjadinya pelanggaran perda.

2.3.1.5 Sosial
2.3.1.5.1 Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh
Bantuan Sosial adalah indikator yang menunjukkan seberapa besar proporsi PMKS yang
menerima bantuan sosial dari pemerintah atau lembaga terkait dibandingkan dengan
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total jumlah PMKS di suatu wilayah. PMKS mencakup kelompok masyarakat yang rentan
dan membutuhkan bantuan sosial, seperti fakir miskin,

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga
yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi
sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan serasi dan kreatif dengan
lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan
sosial) secara memadai dan wajar.

Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan sosial pada tahun 2019 masih 26,92
persen, kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 57,69% dengan jumlah PMKS
yang mendapatkan bantuan sebanyak 15 PMKS dari 26 PMKS yang seharusnya menerima
bantuan. Pada tahun 2022 meningkat lagi menjafi 100% dengan jumlah PMKS yang
mendapatkan bantuan sebanyak 12 PMKS dari 12 PMKS

Masih rendahnya PMKS yang mendapatkan bantuan disebabkan tidak meratanya
persebaran potensi dan sumber kesejahteraan sosial di Kabupaten Maros sehingga masih
banyak PMKS yang belum tertangani. Perkembangan PMKS yang memperoleh bantuan
sosial selama tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.103
Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023

1 Jumlah PMKS yang diberikan bantuan 7 15 16 17 12

2 Jumlah PMKS yang seharusnya 26 26 26 26 12
menerima bantuan

3  Persentase PMKS yang memperoleh 26.92 57.69 61.54 65.38 100.00
bantuan sosial

Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros, 2024

2.3.1.5.2 Persentase PMKS yang Tertangani
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Tertangani
adalah indikator yang menunjukkan seberapa besar proporsi PMKS yang menerima
intervensi atau bantuan dari pemerintah atau lembaga sosial dibandingkan dengan total
jumlah PMKS di suatu wilayah. Intervensi ini bisa berupa bantuan sosial, layanan
kesehatan, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan bentuk dukungan lainnya.

Tabel 2.104
Persentase PMKS yang Tertangani
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023

1 Jumlah PMKS yang tertangani 7 15 16 17 12

2 Jumlah PMKS yang ada 26 26 26 26 12

3 Persentase PMKS yang 26.92 57.69 61.54 65.38 100.00
tertangani

Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros, 2024
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Persentase PMKS yang tertangani di Kabupaten Maros pada tahun 2019 sebesar
26,92%, dengan jumlah PMKS yang tertangani sebanyak 4 PMKS. Pada tahun 2023
persentase PMKS yang tertangani mencapai 100,00% dengan jumlah PMKS yang
tertangani sebanyak 12 PMKS. Peningkatan PMKS yang tertangani karena pemetaan dan
pendataan yang akurat dengan memastikan data PMKS akurat dan terkini untuk
mendukung penyaluran bantuan yang tepat sasaran. Juga peningkatan anggaran social
untuk program bantuan sosial.

2.3.1.5.3 Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebu-
tuhan Dasar
PMKS yang mendapatkan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
adalah jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Daerah untuk
memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan
sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2018 sebesar 13,04 % kemudian
meningkat menjadi 57,69 % pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2022, dari 26 PMKS
yang seharusnya memperoleh bantuan sosial, terdapat 17 PMKS yang memperoleh
bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar atau sebesar 50,00 persen.
Tabel 2.105
Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Dalam Hal Pemenuhan
Kebutuhan Dasar Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023

1  Jumlah PMKS yang
memperoleh bantuan sosial 5 15 13 17 12
dalam 1 tahun

2  Jumlah PMKS dalam 1 tahun
yang seharusnya memperoleh 21 26 26 26 12
bantuan sosial

3  Persentase PMKS Skala Yang
Memperoleh Bantuan Sosial
23.81 57.69 50.00 65.38 100.00
Untuk Pemenuhan Kebutuhan

Dasar

Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros, 2024

2.3.1.5.4 Persentase Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Ke-
lompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Ekonomi Sejenis Lainnya
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan kelompok keluarga miskin yang
dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan Usaha
Ekonomi Produktif (UEP) untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial
keluarga.
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Tabel 2.106
Persentase Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial
Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Sosial Ekonomi
Sejenis Lainnya Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023

1 Jumlah pantisosial dalam 1 (satu) tahun 400 800 800 10.00 10.00
yang menjadi peserta program
pemberdayaan masyarakat melalui KUBE
atau kelompok sosial ekonomi sejenis

2 Jumlah pantisosial dalam 1 (satu) tahun 18.00 15.00 14.00 14.00 14.00
yang seharusnya menjadi peserta
program pemberdayaan masyarakat
melalui KUBE atau kelompok sosial
ekonomi sejenis

3 Persentase Panti Sosial Yang Menerima 22.22 53.33 57.15 7143 7143
Program Pemberdayaan Sosial Melalui
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau
Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis
Lainnya

Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros, 2024

Jumlah panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE
pada tahun 2019 sebesar 22,22 %, dimana dari 22 panti sosial yang terdapat di Kabupaten
Maros hanya3 yang mendapatkan bantuan. Persentase panti yang mendapat bantuan
kemudian meningkat pada tahun 2019 sebesar 22,22. Pada tahun 2023 terdapat 10 panti
sosial yang mendapatkan menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau 71
persen dari dari 14 panti sosial panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi
peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi
sejenis.

2.3.1.5.5 Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan
Sosial
Panti Sosial mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial
bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial agar mampu berperan aktif, berkehidupan
dalam masyarakat, rujukan regional, pengkajian dan penyiapan standar pelayanan,
pemberian informasi serta koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2.107
Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan
Kesehatan Sosial Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023

1 Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun 10 8 8 10 14
yang menyediakan sarana prasarana
pelayanan kesos
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2019 2020 2021 2022 2023

2 Jumlah panti osial dalam 1 (satu) tahun 14 15 14 14 14
yang seharusnya menyediakan sarana
prasarana pelayanan kesos

3 Persentase Panti Sosial Yang 71.43 53.33 57.15 71.43 100.00
Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan
Kesehatan Sosial

Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros, 2024

Pada tahun 2019 persentase panti sosial yang menyediakan pelayanan kesehatan
sebesar 71,43 %, dimana dari 14 panti sosial yang ada di Kabupaten Maros, 10 panti
diantaranya telah menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan. Sedangkan pada
tahun 2023 persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana kesehatan
sebesar 100 %. Jumlah panti sosial pada tahun 2023 sebanyak 14 panti, dan 14 panti
diantaranya telah menyediakan sarana prasarana layanan kesehatan.

Tersedianya sarana dan prsarana layanan kesehatan pada panti sosial disebabkan
Pemerintah Kabupaten Maros melalui Dinas Sosial telah melaksanakan kegiatan
peningkatan sarana dan prasarana di setiap panti sosial, utamanya sarana dan prasarana
pelayanan dasar. Meskipun demikian masih perlu adanya peningkatan sarana prasarana
panti sosial, terutama dalam hal pelayanan kesehatan sosial.

2.3.1.5.6 Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Me-
nyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat [WKSBM] adalah sistem
kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial diakar rumput yang terdiri atas usaha
kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.

Jumlah  WKBSM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial pada tahun 2019 hingga tahun 2023 sebanyak 2 (dua) dari 6 (enam)
WKBSM yang ada di Kabupaten Maros. Persentase WKBSM yang menyediakan sarana dan
prasarana pelayanan kesejahteraan sosial sebesar 100 persen.

Tabel 2.108
Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM)
Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023

1 Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun 2 2 2 2 2
yang menyediakan sarana dan
prasarana pelayanan kesos

2  Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun 6 6 6 2 2
yang seharusnya menyediakan sarana
dan prasarana pelayanan kesos
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2019 2020 2021 2022 2023

3 Persentase Wahana Kesejahteraan 33.33 33.33 33.33 100.00 100.00
Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM)
Yang Menyediakan Sarana Prasarana
Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros, 2024

2.3.1.5.7 Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap
Darurat

Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap
darurat pada tahun 2018 sebesar 100 %, kemudian pada tahun 2019 hingga tahun 2023
persentase korban bencana yang memperoleh bantuan sosial sebesar 100%. Hal ini
menunjukkan kesiapan dan kesigapan pemerintah dalam penanganan bencana, terutama
dalam penyaluran bantuan selama masa tanggap darurat telah dilakukan secara
maksimal.

Untuk menghitung persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial
selama masa tanggap darurat, kita memerlukan dua informasi penting adalah total jumlah
korban bencana dan jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial. Dengan
informasi tersebut, kita bisa menggunakan rumus berikut untuk menghitung persentasenya.

Tabel 2.109
Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial
Selama Masa Tanggap Darurat Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023

1 Jumlah korban bencana yang 2,600 138 346 1,015 2,019
menerima bantuan sosial selama
masa tanggap dalam 1 (satu)
tahun

2 Jumlah korban bencana yang 2,600 138 346 1,015 2,019
seharusnya menerima bantuan
sosial selama masa tanggap dalam
1 (satu) tahun

3  Persentase Korban Bencana yang 100.00 100.00 ' 100.00 100.00 100.00
Menerima Bantuan Sosial Selama
Masa Tanggap Darurat

Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros, 2024

2.3.1.5.8 Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasa-
rana Tanggap Darurat Lengkap

Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan
segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan,
yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan
kebutuhan dasar, pelindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan
prasarana dan sarana.

Tabel 2.110

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-108



RKPD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025

Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi Dengan Menggunakan
Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023

1 Jumlah korban bencana dalam 1 10.00 1.00 346 1,015 2,019
(satu) tahun yang dievakuasi dengan
menggunakan sarana prasarana
tanggap darurat lengkap dalam 1
tahun

2 Jumlah korban bencana dalam 1 10.00  1.00 346 1,015 2,019
(satu) tahun yang seharusnya
dievakuasi dengan menggunakan
sarana prasarana tanggap darurat
lengkap dalam 1 tahun

3  Persentase Korban Bencana Yang 100.00 100.00 100.00 100.00  100.00
Dievakuasi Dengan Menggunakan
Sarana Prasarana Tanggap Darurat
Lengkap

Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros, 2024

Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana
prasarana tanggap darurat lengkap pada tahun 2019 sebesar 100% hingga tahun 2023.

2.3.1.5.9 Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial
yang Telah Menerima Jaminan Sosial
Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan
oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar
yang layak, sebagaimana dalam deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan konvensi ILO
No0.102 tahun 1952. Utamanya dari bidang kesejahteraan sosial yang memperhatikan
perlindungan sosial, atau perlindungan terhadap kondisi yang diketahui sosial, termasuk
kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran, keluarga, anak-anak, dan lain-lain.
Tabel 2.111
Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental Serta Lansia Tidak Potensial
yang Telah Menerima Jaminan Sosial Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023
1 Jumlah penyandang cacat fisik dan 200 233 233 7978 192
mental serta lansia tidak potensial
yang telah menerima jaminan sosial
dalam 1 (satu) tahun
2 Jumlah penyandang cacat fisik dan 225 233 233 7978 192
mental serta lansia tidak potensial
yang seharusnya menerima jaminan
sosial dalam 1 (satu) tahun
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2019 2020 2021 2022 2023

3  Persentase penyandang cacat fisik 88.89 100.00 100.00 100.00 100.00
dan mental serta lansia tidak
potensial yang telah menerima
jaminan sosial
Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros, 2024

Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lansia yang mendapatkan
jaminan sosial pada tahun 2019 sebesar 88,89%, kemudian naik hingga mencapai 100%
pada tahun 2019 hngga tahun 2023, persentasenya kembali meningkat hingga mencapai
100 %. Hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan penyandang cacat fisik dan mental serta
lansia tidak potensial telah menerima jaminan sosial.

2.3.1.6 Fokus Layanan urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
2.3.1.6.1 Tenaga Kerja
2.3.1.6.1.1 Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun
Sengketa antara pengusaha dan pekerja terjadi apabila ada hak-hak atau
kewajiban salah satu pihak yang tidak dipenuhi, sehingga mengakibatkan terjadinya
tuntutan hukum yang harus diselesaikan melalui pengadilan atau lembaga hukum
lainnya.
Angka Sengketa pengusaha-pekerja per tahun di Kabupaten Maros
menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2019 angka sengketa sebesar 55,56 kasus
untuk setiap 270 perusahaan, kemudian pada tahun 2023 menurun menjadi 16,29%

kasus untuk setiap 491 perusahaan.
Tabel 2.112
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023

1 Jumlah sengketa pengusaha pekerja 15 15 12 17 8
2 | Jumlah perusahaan 270 320 347 304 491

3  Angka sengketa pengusaha-pekerja 55.56 47.50 35.29 55.92 16.29
per tahun

Sumber : DPMPTSPK Kab. Maros, 2024

Semakin menurunnya sengketa antara pengusaha dan pekerja ini disebabkan
karena adanya kebjakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang dapat
menerapkan regulasi dan kebijakan yang adil serta seimbang bagi kedua belah pihak.
Kebijakan seperti undang-undang ketenagakerjaan yang jelas, perlindungan hak
pekerja, dan insentif bagi pengusaha yang memperhatikan kesejahteraan pekerja
dapat mengurangi potensi konflik. Sengketa mnurun juga karena adanya komunikasi
yang baik antara pengusaha dan pekerja sangat penting. Dengan dialog yang terbuka,
banyak masalah dapat diselesaikan sebelum berkembang menjadi sengketa besar.
Serikat pekerja dan asosiasi pengusaha sering berperan besar dalam mediasi ini.

2.3.1.6.1.2 Besaran Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)
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Persentase kasus sengketa antara pengusaha dan pekerja di Kabupaten Maros
yang dapat diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) sampai dengan tahun 2019
mencapai 50%, kemudian turun hingga mencapai 22,22% pada tahun 2023.
Tabel 2.113
Besaran Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023

1  Jumlah kasus yang diselesaikan 6 10 8 1 2
melalui perjanjian bersama (PB)

2 Jumlah kasus yang dicatatkan 12 15 14 1 9

3 Besaran kasus yang diselesaikan 50.00 66.77 55.56 100.00 22.22
dengan perjanjian bersama (PB)

Sumber DPMPTSPK Kab. Maros, 2024

Masih rendahnya kasus antara pengusaha dan pekerja yang diselesaikan
melalui Perjanjian Bersama (PB) disebabkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan
oleh perusahaan berdampak terhadap tingkat kesejahteraan pekerja, sehingga
pekerja memilih menyelesaikan kasus melalui ranah hukum atau pengadilan.

2.3.1.6.1.3 Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan

Besaran pencari kerja adalah jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kabupaten
Maros dan ditempatkan sesuai dengan lowongan pekerjaan yang tersedia. Jumlah
pencari kerja yang ditempatkan dapat dilihat berdasarkan jumlah kartu pencari kerja
(kartu kuning) yang dikeluarkan.

Walaupun capaian pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan dengan skill
dan disiplin ilmu yang dimiliki masih cukup rendah, namun secara umum besarannya
menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 besaran pencari kerja
yang ditempatkan sebesar 13,33% kemudian menurun pada tahun 2023 hingga
mencapai 3,29%.

Masih rendahnya peyerapan tenaga kerja di Kabupaten Maros disebabkan
karena tingkat kapasitas dan kualitas tenaga kerja yang terdaftar tidak sesuai dengan
syarat yang diinginkan oleh perusahaan, atau dengan kata lain, kualitas tenaga kerja
di Kabupaten Maros masih rendah baik dari segi pendidikan maupun keterampilan
sehingga banyak tenaga kerja yang terdaftar namun belum memiliki pekerjaan.

Tabel 2.114
Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023

1 Jumlah pencari kerja yang 200 465 109 341 79
ditempatkan

2 Jumlah pencari kerja yang terdaftar 1500 2000 1,373 2149 2399
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2019 2020 2021 2022 2023

3  Besaran pencari kerja yang 13.33 2327 794 1587 3.29
terdaftar yang ditempatkan

Sumber : DPMPTSPK Kab. Maros, 2024

2.3.1.6.1.4 Keselamatan dan Perlindungan Kerja

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah bidang yang terkait dengan
kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi
maupun lokasi proyek. Tujuan K3 adalah untuk memelihara kesehatan dan
keselamatan lingkungan kerja.

Jumlah perusahaan yang telah menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
(K3) pada tahun 2019 sebanyak 52 perusahaan dari 270 perusahaan yang ada. Dengan
demikian keselamatan dan perlindungan pada tahun 2019 sebesar 19,26%. Pada
tahun 2023 jumlah perusahaan yang telah menerapkan K3 sebanyak 491 perusahaan
dengan persentase 100%.

Capaian perusahaan yang menerapkan K3 sebesar 100% pada tahun 2021
disebabkan adanya aturan yang mewajibkan perusahaan untuk menerapkan K3 dalam
kegiatan operasionalnya. Apabila perusahaan tersebut tidak menerapkan K3, maka
izinnya dapat dicabut.

Tabel 2.115
Keselamatan dan Perlindungan Kabupaten Maros Tahun 2019-2023

1  Jumlah perusahaan yang 52 320 345 304 491
menerapkan K3 (Kesehatan dan
Keselamatan Kerja) pada tahun n

2 Jumlah perusahaan di wilayah 270 320 345 304 491
kabupaten selama tahun n

3  Keselamatan dan perlindungan 19.26 100.00 100.00 100.00 100.00

Sumber : DPMPTSPK Kab. Maros, 2024

2.3.1.6.1.5 Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Badan  Penyelenggaraan Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  (BPJS
Ketenagakerjaan) merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi
tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya
menggunakan mekanisme asuransi sosial.

Sejak tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Maros dan BPJS Ketenagakerjaan
telah menjalin kerjasama tentang kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam
pemberian layanan. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta BPIJS
ketenagakerjaan pada tahun 2019 sebesar 75,46%, kemudian pada tahun 2020
besaran pekerja/buruh peserta BPJS ketenagakerjaan turun hingga sebesar 48,25%.
Pada tahun 2023 terjadi penururnan perserta BPJS Ketenagakerjaasn sebesar 63,95.

Tabel 2.116
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Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Jamsostek (BPJS
Ketenagakerjaan) Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023

1  Jumlah pekerja/buruh

. . 12,294 13,523 13,300 8,201 9,105
jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan

2 Jumlah pekerja/buruh 16,292 17,270 19,000 12,126 14,237

3  Besaran Pekerja/Buruh Yang
Menjadi Peserta Jamsostek (BPJS  75.46 7830 70.00 67.63 63.95
Ketenakerjaan)

Sumber : DPMPTSPK Kab. Maros, 2024

Menurunnya jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2020
disebabkan banyak perusahaan yang tutup akibat pandemi COVID-19. Akibat adanya
larangan beraktifitas yang cukup lama selama tahun 2021, mengakibatkan banyak
pelaku usaha bangkrut hingga akhirnya menutup usahanya yang kemudian
berdampak terhadap pemutusan hubungan kerja karyawan/buruh.

2.3.1.6.1.6 Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Daerah

Perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh
pemerintah daerah disebabkan karena kurang pahamnya buruh dan pengusaha
terhadap kebijakan tersebut. Selain itu kurangnya sosialisasi kebijakan tersebut
menyebabkan informasi-informasi yang dianggap penting tidak sampai ke buruh atau
pengusaha. Pada tahun 2019 jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha
terkait kebijakan pemerintah daerah sebanyak 1 kasus, namun kasus tersebut dapat
diselesaikan dengan baik.

Pada tahun 2023 terdapat 8 kasus perselisihan dan semuanya dapat
terselesaikan 100%.

Tabel 2.117
Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Daerah
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023

1  Jumlah penyelesaian perselisihan 1 0 2 1 8
buruh dan pengusaha dengan
kebijakan pemda pada tahun n

2 | Jumlah kejadian perselisihan buruh 1 0 2 1 8
dan pengusaha dengan kebijakan
pemda

3 Perselisihan Buruh dan Pengusaha 100 100 100 100 100

Terhadap Kebijakan Pemerintah
Daerah

Sumber : DPMPTSPK Kab. Maros, 2024

2.3.1.6.1.7 Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi
Tenaga kerja yang terampil adalah tenaga kerja yang memiliki kemampuan
untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kualitas dan
kemampuan yang dimilikinya. Untuk menjaga agar kemampuan tenaga kerja tersebut
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berada pada level yang diinginkan, maka diperlukan pelatihan-pelatihan berbasis
kompetensi terhadap para tenaga kerja tersebut.
Tabel 2.118
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023

1 Jumlah tenaga kerja yang dilatih 90 77 175 200 45

2 Jumlah pendaftar pelatihan 200 210 250 250 60
berbasis kompetensi

3 Besaran tenaga kerja yang 45.00 36.49 70.00 80.00 75.00
mendapatkan pelatihan berbasis
kompetensi

Sumber : DPMPTSPK Kab. Maros, 2024

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
Kabupaten Maros pada tahun 2019 sebesar 45%, dengan jumlah tenaga kerja yang
dilatih sebanyak 90 orang kemudian pada tahun 2021 sedikit menurun menjadi
39,97% dengan jumlah tenaga kerja yang dilatih sebanyak 88 orang.

Menurunnya jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan pada tahun
2020 disebabkan adanya refocusing anggaran akibat pandemi COVID-19, sehingga
jumlah tenaga kerja yang dilatih menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang
tersedia.

Pada tahun 2023 jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis
potensi meningkat menjadi 75 %, ini mgindikasikan makin meningkatnya komptensi
tenaga kerja yang ada di kabupaten Maros.

2.3.1.6.1.8 Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat

Pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan
pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan
sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.

Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat di
Kabupaten Maros pada tahun 2019 sebesar 70 orang dengan besaran sebesar 46,67%
Pada tahun 2023, jumlah tenaga kerja yang memperoleh pelatihan sebanyak 127
orang dengan besaran sebesar 69,00%.

Menurunnya jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan pada tahun
2020 disebabkan adanya refocusing anggaran akibat pandemi COVID-19, sehingga
jumlah tenaga kerja yang dilatih menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang
tersedia.

Tabel 2.119
Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023

1 Jumlah tenaga kerja yang dilatih 70 120 121 127 127

2 | Jumlah pendaftar pelatihan berbasis 150 150 175 184 184
Masyarakat

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH I-114



RKPD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025

2019 2020 2021 2022 2023

3  Besaran tenaga kerja yang 46,67 80,00 69,14 69.00 69.00
mendapatkan pelatihan berbasis
masyarakat

Sumber : DPMPTSPK Kab. Maros, 2024

2.3.1.6.1.9 Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kewirausahaan

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan
merupakan informasi penting yang dapat memberikan gambaran tentang upaya
peningkatan kapasitas dan keterampilan tenaga kerja di bidang kewirausahaan. Untuk
menyajikan data ini dengan tepat.

Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan di
Kabupaten Maros pada tahun 2019 sebanyak 30 orang dengan besaran tenaga kerja
yang mendapatkan pelatihan sebesar 30%. Pada tahun 2020 terdapat peningkatan
jumlah tenaga kerja yang dilatih sebanyak 60 orang, dengan besaran tenaga kerja
yang dilatih sebesar 60,00%. Hingga tahun 2021 sudah ada 65 pekerja yang terlatih
untuk wiraswasta dengan besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan
kewirausahaan sebesar 61,71%.Pada tahun 2023 65 pekerja yang terlatih untuk
wiraswasta dengan besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
sebesar 64%.

Tabel 2.120
Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023

1 Jumlah tenaga kerja yang dilatih 30 60 107 107 32

2 | Jumlah pendaftar pelatihan berbasis 100 100 178 178 50
kewirausahaan

3  Besaran tenaga kerja yang mendapatkan 30.00 60.00 60.00 60.00 64.00
pelatihan kewirausahaan

Sumber : DPMPTSPK Kab. Maros, 2024

2.3.1.6.1.10 Rasio Lulusan $1/S2/S3

Rasio lulusan S1/52/S3 adalah jumlah penduduk yang pendidikan terakhirnya
berada pada tingkatan pendidikan tinggi, dibandingkan dengan jumlah penduduk
keseluruhan pada wilayah tersebut. Rasio penduduk lulusan S1/52/S3 Kabupaten
Maros hingga tahun 2019 mencapai 0,04 orang Sedangkan pada tahun 2022 rasio
lulusan S1/52/S3 naik sebesar 0,08.

Masih rendahnya jumlah penduduk dengan lulusan perguruan tinggi di
Kabupaten Maros secara umum dapat terlihat dari rata-rata lama sekolah Kabupaten
Maros yang masih berada di angka 7 tahun. Penduduk Kabupaten Maros yang berada
di wilayah pelosok masih memegang kepercayaan bahwa pendidikan tinggi tidak
terlalu penting.

Tabel 2.121
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
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2019 2020 2021 2022 2023
1 Jumlah lulusan S1/S2/S3 28,250 19,934 20,931 40,377 31,865
2 Jumlah penduduk 353,121 391,774 396,924 403,774 410,669

3 Rasio Lulusan S1/52/S3 0.08 0.05 0.05 0.10 0.08

Sumber : DPMPTSPK Kab. Maros, 2024

2.3.1.6.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.3.1.6.2.1 Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintah

Persentase perempuan di lembaga pemerintah adalah jumlah proporsi
perempuan yang ada pada lembaga pemerintah dibandingkan dengan jumlah total
pekerja perempuan yang ada pada suatu wilayah.

Pada tahun 2019 persentase perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten
Maros sebesar 17,65%, kemudian menurun menjadi 14,63% pada tahun 2023. Jumlah
pekerja perempuan dilembaga pemerintah sebesar 7.366 orang pada tahun 2019 dan
pada tahun 2023 sebesar 9,070 orang.

Penambahan jumlah pekerja perempuan dari tahun 2019 hingga tahun 2023
berhubungan dengan jumlah penerimaan Aparatur Sipil Negara yang tidak terlalu
banyak pada periode tahun 2019 hingga tahun 2020, bahkan pada tahun 2019 dan
tahun 2023 tidak ada penerimaan ASN.

Tabel 2.122
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
‘ 2019 2020 2021 2022 2023

1 Pekerja perempuandilembaga 7,388 7,410 7,234 8,100 9,070

pemerintah
Jumlah pekerja perempuan 41,869 41,031 51,392 55,044 61,989
Persentase Partisipasi 17.65 18.06 14.08 14.72 14.63

Perempuan di Lembaga
Pemerintah
Sumber : Dinas P3A Dalduk KB Kab. Maros, 2024

2.3.1.6.2.2 Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD

Jumlah perempuan yang menduduki kursi DPRD di Kabupaten Maros
beradasarkan hasil Pilkada Calon Legislatif tahun 2019 hingga tahun 2024 sebanyak 9
orang dengan total kursi keanggotan DPRD di Kabupaten Maros sebanyak 35 kursi.
Dengan demikian persentase kursi yang diduduki perempuan di DPRD periode 2019-
2024 sebanyak 25,71%.

Tabel 2.123
Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023

1  Jumlah kursi DPRD yang 9 9 9 9 9
diduduki perempuan

2 Jumlah total kursi di 35 35 35 35 35
keanggortaan DPR
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2019 2020 2021 2022 2023

3  Persentase Kursi yang 25.71 25.71 25.71 25.71 25.71
Diduduki Perempuan di DPRD

Sumber : Dinas P3A dalduk KB Kab. Maros, 2024

Bertambahnya jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD Kabupaten
Maros memperlihatkan bahwa semakin banyak masyarakat yang mempercayakan
wakilnya di DPRD kepada perempuan.

2.3.1.6.2.3 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Persentase perempuan di lembaga swasta adalah proporsi perempuan pada
lembaga swasta dibandingkan dengan jumlah seluruh pekerja perempuan yang ada
pada suatu wilayah tertentu.

Tabel 2.124
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023

1  Pekerja perempuan di lembaga 34,481 33,621 31,932 29,991 28,167

swasta
Jumlah pekerja perempuan 41,869 41,031 51,392 55,044 61,989
Partisipasi Perempuan di 82.35 81.94 62.13 54.48 45.44

Lembaga Swasta
Sumber : Dinas P3A Dalduk KB Kab. Maros, 2024

Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta pada tahun 2019 sebesar
82,35%, kemudian menurun hingga mencapai 45,44% pada tahun 2023. Jumlah
pekerja perempuan swasta pada tahun 2019 sebanyak 34,481 orang, kemudian
menurun hingga mencapai 28,167 orang pada tahun 2023.

2.3.1.6.2.4 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga atau yang disingkat dengan KDRT adalah jenis
kekerasan yang terjadi diantara pasangan, anak, atau anggota keluarga lainnya. KDRT
dapat mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis korbannya.

Rasio KDRT Kabupaten Maros menunjukkan tren penurunan sejak tahun 2019
hingga tahun 2022. Pada tahun 2019 rasio KDRT sebesar 0,0004 dengan kasus KDRT
yang terlaporkan sebanyak 28 kasus. Sedangkan pada tahun 2023 menurun hingga
mencapai 0,0000 dengan kasus KDRT yang terlaporkan sebanyak 4 kasus.

Tabel 2.125
Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023

1 Jumlah KDRT 28 7 4 1 4
2 Jumlah rumah tangga 78,586 86,636 88,145 89,628 102,675
3  Rasio KDRT 0.0004 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000

Sumber : Dinas P3A Dalduk KB Kab. Maros, 2024
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Penurunan jumlah kasus KDRT disebabkan karena kesadaran yang cukup tinggi
di masyarakat, ataupun jumlah kasus yang dilaporkan sangat sedikit. Hal ini
dikarenakan KDRT masih dianggap sebagai aib oleh sebagian besar masyarakat,
sehingga kejadiannya dututupi dan tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

2.3.1.6.2.5 Persentase Tenaga Kerja di Bawah Umur

Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil. Istilah
pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga
mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian
mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan. Persentase tenaga kerja
dibawah umur adalah proporsi pekerja anak usia 5-14 tahun terhadap jumlah pekerja
5 tahun keatas.

Kabupaten Maros sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 tidak memiliki tenaga
kerja di bawah umur (0%). Hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Maros telah
berkomitmen dan memberikan peringatan terhadap perusahan ataupun pelaku
usaha untuk tidak menggunakan tenaga kerja di bawah umur, dan akan diberikan
sanksi pencabutan izin usaha serta pidana bagi perusahaan dan pelaku usaha yang
melanggar.

2.3.1.6.2.6 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan antara pria dan wanita umumnya
berbeda. Biasanya partisipasi wanita lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini erat
kaitannya dengan sistem nilai masyarakat, bahwa pria memikul kewajiban untuk
mencari nafkah.

Tabel 2.126
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023 ‘

Angkatan Kerja Perempuan 51.917 56.070 @ 60.013 51,392 50,409

Penduduk Usia Kerja 129.766 131.064 137.546 139,010 141,597
Perempuan

3 Partisipasi Angkatan Kerja 40,01 42,78 43,63 36.97 35.60
Perempuan

Sumber : Dinas P3A Dalduk KB Kab. Maros, 2024

Partisipasi angkatan kerja perempuan Kabupaten Maros tahun 2019 sebesar
40,01%, dengan jumlah angkatan kerja sebesar 51.917 orang. Sedangkan pada tahun
2023, partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 35,60% dengan jumlah
angakatan kerja sebesar 50,409 orang.

Masih rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan disebabkan
pemahaman di masyarakat bahwa perempuan tidak perlu memiliki pekerjaan,
utamanya perempuan yang sudah berkeluarga. Selain itu rendahnya tingkat
pendidikan yang dimiliki juga memberikan pengaruh terhadap rendahnya angkatan
kerja perempuan.

2.3.1.6.2.7 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan
Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH I1-118



RKPD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025

Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan
kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih dalam unit pelayanan terpadu Kabupaten
Maros pada tahun 2019 tercatat sebanyak 6 orang. Pada tahun 2023 jumlah
pengaduan menurun hingga mencapai 66 pengaduan/laporan.

Seluruh laporan atau pengaduan yang masuk dalam unit pelayanan telah
ditindaklanjuti sehingga cakupannya mencapai 100%. Dengan demikian, dapat dilihat
bahwa Pemerintah Kabupaten Maros telah memiliki komitmen dan perhatian
terhadap perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tabel 2.127
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan
Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023

1 Jumlah pengaduan/laporan yang 6 6 12 44 66
ditindaklanjuti oleh unit pelayanan
terpadu

2 Jumlah laporan/pengaduan yang 6 6 12 44 66

masuk ke uni pelayanan terpadu

3  Cakupan Perempuan dan Anak 100 100 100 100 100
Korban Kekerasan Yang Mendapatkan
Layanan Kesehatan Oleh Tenaga
Kesehatan Terlatih di dalam Unit
Pelayanan Terpadu

Sumber : Dinas P3A Dalduk KB Kab. Maros, 2024

2.3.1.6.2.8 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan
Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana
KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

Jumlah korban kekerasan, baik perempuan maupun anak-anak yang
mendapatkan pelayanan di puskesmas oleh tenaga kesehatan terlatih telah
tertangani seluruhnya, sehingga cakupan pelayanannya mencapai angka 100% sejak
tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2019 terdapat 6 kasus korban kekerasan
terhadap perempuan dan anak, kemudian pada tahun 2023 menurun hingga menjadi
menjadi 1 kasus.

Tertanganinya korban kasus kekerasan perempuan dan anak di fasilitas
kesehatan disebabkan petugas kesehatan, baik yang berada di puskesmas maupun
yang berada di RSUD Salewangang telah memiliki kapasitas dan kualifikasi untuk
penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.

Tabel 2.128
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan
Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas
Mampu Tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
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1 Jumlah korban KTP/A yang memperoleh
layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan
terlatih di puskesmas mampu tata laksana
KTP/A atau PPT/PKT di RS di suatu wilayah
kerja tertentu pada kurun waktu tertentu
2 Jumlah seluruh korban KTP/A yang terdata 6 4 4 1 1
datang ke puskesmas mampu tatalaksana
kasus KTp/A dan ke RS disuatu wilayah
kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu
3 Cakupan Perempuan dan Anak Korban 100 100 100 100 100
Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan
Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih
di Puskesmas Mampu Tatalaksana KTP/A

dan PPT/PKT di Rumah Sakit
Sumber : Dinas P3A Dalduk KB  Kab. Maros, 2024

2.3.1.6.2.9 Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Petugas Rehabilitasi Sosial

Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dalam Unit Pelayanan
Terpadu
Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi
sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam Unit Pelayanan
Terpadu (UPT) mencakup beberapa aspek penting yang bertujuan untuk memulihkan
kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban.

Tabel 2.129
Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi
Sosial Terlatih Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Unit
Pelayanan Terpadu Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
| 2019 2020 2021 2022 2023 |
1 Jumlah korban kekerasan yang 24 22 14 1 0
memperoleh pelayanan rehabsos
2 Jumlah korban kekerasan yang 24 22 14 1 0
membutuhkan rehabsos
3 Cakupan layanan rehabilitasi sosial 100 100 100 100 0
yang diberikan oleh petugas
rehabilitasi sosial terlatih bagi
perempuan dan anak korban
kekerasan dalam unit pelayanan

terpadu

Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2024

Jumlah korban kekerasan yang memperoleh palayanan rehabilitasi sosial pada
tahun 2019 sebanyak 24 orang. Pada tahun 2022 jumlah korban kekerasan yang
memperoleh pelayanan sebanyak 1 orang. Seluruh korban kekerasan, baik
perempuan maupun anak-anak yang memerlukan rehabilitasi sosial telah
mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga cakupan
layanan pada tahun 2019 hingga tahun 2023 mencapai 100%.
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2.3.1.6.2.10 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan
Bantuan Hukum

Jumlah korban kekerasan baik perempuan maupun anak-anak di Kabupaten
Maros masih cukup tinggi. Pada tahun 2019 jumlah korban kekerasan yang
mendapatkan bantuan hukum sebanyak 4 orang kemudian naik hingga mencapai 9
orang pada tahun 2022. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang
mendapatkan bantuan hukum sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 mencapai 100%.
Seluruh anak dan korban kekerasan mendapatkan pelayanan sesuai dengan
kebutuhan yang diperlukan disebabkan karena pada unit pelayanan terpadu
Kabupaten Maros telah tersedia tenaga-tenaga psikiater, tenaga kesehatan, dan ahli

hukum yang akan memerikan bantuan dan pelayanan secara maksimal dan tuntas.

Tabel 2.130
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan
Bantuan Hukum Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023

1 Jumlah korban mendapat layanan 4 2 3 9 0
bantuan hukum

2 Jumlah korban yang membutuhkan 4 2 3 9 0
bantuan hukum

3  Cakupan Perempuan dan Anak 100 100 100 100 0

Korban Kekerasan Yang
Mendapatkan bantuan Hukum
Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2024

2.3.1.6.2.11 Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 cakupan pemulangan
sebesar 85,00%, kemudian meningkat hingga menjadi 100% pada tahun 2023. Jumlah
perempuan dan anak yang mendapatkan layanan sejak tahun 2019 hingga tahun 2023
sebanyak 66 orang dengan jumlah korban yang tercatat sebanyak 66 orang.

Setelah mendapatkan perawatan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit,
Pemerintah Kabupaten Maros tetap melakukan pendampingan dengan melakukan
pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan ke keluarga masing-masing
dengan tujuan agar para korban dapat diterima kembali ke dalam kelaurga dan
lingkungan tempat tinggalnya.

Tabel 2.131
Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
2019 2020 2021 2022

1 Jumlah perempuan dan anak 34 40 25 42 66
korban kekerasan yang
mendapatkan pelayanan
pemulangan

2 Jumlah perempuan dan anak 40 40 25 42 66
korban kekerasan yang tercatat di
UPT
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2019 2020 2021 2022 | 2023

3  Cakupan Layanan Pemulangan Bagi 85.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan

Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2024

2.3.1.6.2.12 Cakupan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di Unit
Pelayanan Terpadu Kabupaten Maros pada tahun 2019 sebanyak 40 orang. Dari
jumlah korban tersebut, jumlah yang disatukan kembali ke keluarga dan masyarakat
sebanyak 34 orang (85,00%). Pada tahun 2023 Cakupan layanan reintegrasi sosial
sebesar 100%, dimana jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang
dikembalikan ke keluarga masing-masing sebanyak 66 orang.

Tabel 2.132
Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan
Anak Korban Kekerasan Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023

1  Jumlah perempuan dan anak korban 34 40 25 42 66
kekerasan yang disatukan kembali ke
keluarga, keluarga pengganti dan
masyarakat lainnya

2 Jumlah perempuan dan anak korban 40 40 25 42 66
kekerasan yang tercatat di UPT

3  Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial 85.00 100 100 100 100
Bagi Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan

Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2024

2.3.1.6.2.13 Rasio APM Perempuan / Laki-Laki SD

Rasio Angka Partisipasi Murni (RPAM) anak perempuan terhadap anak laki-laki
di tingkat pendidikan dasar adalah perbandingan APM murid perempuan terhadap
APM murid laki-laki. Indikator ini digunakan untuk melihat kesempatan memperoleh
pendidikan antara laki-laki dan perempuan yang menunjukkan keadilan gender dalam
bidang pendidikan.

Rasio APM SD perempuan dan laki-laki pada tahun selama tahun 2019 hingga
tahun 2023 berada di angka 1. Dengan demikian dapat diketahui bahwa jumlah siswa
laki-laki tingkat SD lebih sedikit dibandingkan siswa SD perempuan. Sedangkan pada
tahun 2019 hingga tahun 2023 rasio APM menunjukkan angka diatas 1, dengan
demikian jumlah siswa perempuan pada tingkat SD pada tahun 2019 hingga tahun
2023 lebih banyak dibandingkan siswa laki-laki.

Tabel 2.133
Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023
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1 APM SD-Perempuan 100.00 99.63 100.00 100.00 100.00

2  APM SD Laki-Laki 99.50 99.25 98.47 99.44 98.99

3  Rasio APM Perempuan/Laki- 1.01 1.00 1.02 1.01 1.01
Laki di SD

Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2024

Lebih banyaknya penduduk jenis kelamin perempuan yang bersekolah pada
tingkat SD dibandingkan laki-laki disebabkan motivasi penduduk perempuan untuk
belajar lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

2.3.1.6.2.14 Rasio APM Perempuan/Laki-Laki SMP

Rasio APM SMP perempuan dan laki-laki pada tahun selama tahun 2019
berada di atas 1. Demikian juga pada tahun 2019 dan 2020, rasio APM SMP
perempuan terhadap laki-laki sebesar 1,07 dan 1.09. Hal ini menunjukkan bahwa
jumlah siswa laki-laki pada tingkat SMP lebih sedikit dibandingkan siswa perempuan.
Pada tahun 2023 rasionya sebesar 0,92.

Tabel 2.134
Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023

1 | APM SMP-Perempuan 74.46 76.21 69.32 74.41 73.82

2 | APM SMP Laki-Laki 69.76 69.83 75.54 75.94 82.13

3  Rasio APM Perempuan/Laki- 1.07 1.09 0.92 0.98 0.90
Laki di SMP

Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2024

Lebih banyaknya perempuan yang bersekolah pada tingkat SMP dibandingkan
laki-laki disebabkan motivasi penduduk perempuan untuk belajar lebih tinggi
dibandingkan laki-laki. Di samping itu, anak laki-laki setelah tamat SD tidak
melanjutkan lagi ke jenjang berikutnya dikarenakan mereka membantu orang tuanya
dalam menopang perekonomian keluarga.

2.3.1.6.2.15 Rasio APM Melek Huruf Perempuan Terhadap laki-Laki Pada Kelompok Usia
15-24 Tahun

Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki kelompok usia 14-24 tahun
adalah perbandingan jumlah anak perempuan terhadap anak laki-laki yang melek
huruf atau dapat membaca dan menulis. Apabila rasio kurang dari 100 maka jumlah
penduduk perempuan yang melek huruf lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk
laki-laki, demikian sebaliknya apabila rasio >100 maka jumlah penduduk perempuan
yang melek huruf lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.

Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki penduduk usia 15-24 tahun
pada tahun 2019 sebesar 1. Dengan demikian jumlah penduduk laki-laki lebih banyak
yang melek huruf dibandingkan penduduk perempuan. Pada tahun 2023 rasio melek
huruf perempuan terhadap laki-laki sebesar 1. Hal ini memperlihatkan bahwa seluruh
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penduduk 15-24 tahun, baik laki-laki maupun perempuan telah memiliki kemampuan
membaca dan menulis.
Tabel 2.135
Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap laki-Laki Pada Kelompok Usia
15-24 Tahun Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023

1 AMH 15-24 Perempuan 100,00 100,00 100,00 100,00 100
2 | AMH 15-24 Laki-Laki 100,00 @ 100,00 100,00 @ 100,00 100
3 | Rasio Melek Huruf 100,00 100,00 100,00 100,00 100

Perempuan Terhadap Laki-
laki Pada Kelompok Usia 15-
24 Tahun

Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2024

2.3.1.6.3 Pangan
2.3.1.6.3.1Ketersediaan Pangan Utama

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan adalah dengan
mengukur rasio ketersediaan dengan konsumsi pangan. Rasio pangan ini berguna
sebagai masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan penyediaan pangan dalam
rangka mewujudkan ketahanan pangan.

Untuk mengetahui ketersediaan pangan utama, maka terlebih dahulu harus
diketahui kebutuhan pangan utama. Kebutuhan pangan utama diperoleh dari
perkalian antara jumlah penduduk dengan konstanta (0,109 ton) yang merupakan
kebutuhan pangan tiap orang per tahun. Kebutuhan pangan Kabupaten Maros tahun
2019 sebesar 38.031 ton, kemudian meningkat menjadi 44.229 ton pada tahun 2023.

Tabel 2.136
Kebutuhan Pangan Utama Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
2019 pLop o} pLopk] 2022 2023
1  Kebutuhan pangan (ton) 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108
2 Jumlah Penduduk (jiwa) 353,121 391,774 396,924 403,774 410,669

3  Kebutuhan Pangan Utama 38,031 42,194 42,749 43,486 44,229
Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Maros, 2024

Ketersediaan pangan utama dihitung berdasarkan kebutuhan pangan serta
jumlah cadangan pangan yang tersedia. Ketersediaan pangan utama Kabupaten
Maros menunjukkan persentase yang melebihi 100%. Pada tahun 2019 ketersediaan
pangan utama sebesar 0,40%, sedangkan pada tahun 2023 persentase ketersediaan
pangan utama sebesar 0,39%.

Tingginya produksi pangan utama ini disebabkan adanya PERDA tentang
larangan alih fungsi lahan produktif serta pembangunan saluran irigasi yang dilakukan
oleh Pemerintah untuk meningkatkan produksi petani. Adapun penurunan produksi
pada tahun 2023, disebabkan oleh kondisi cuaca yang cukup ekstrim vyang
menyebabkan waktu panen bergeser ke tahun berikutnya.

Tabel 2.137
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Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023

1  Jumlah cadangan pangan (ton) 152 169 171 174 174
2 Jumlah kebutuhan pangan (ton) 38,031 42,194 43,265 43,486 44,229
3  Ketersediaan Pangan Utama (%) 40.00% 40.00% 39.52% 40.00% 39.33%

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Maros, 2024

2.3.1.6.4 Pertanahan
2.3.1.6.4.1 Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Sertifikat adalah informasi terkait dengan barang atau sesuatu yang kita
punya. Sertifikat juga dapat menjadi bukti kepemilikan suatu barang. Informasi ini
dijelaskan secara tertulis dan mempunyai kekuatan yang sah dan tidak bisa diganggu
gugat.

Pada tahun 2019 persentase luas lahan bersertifikat di Kabupaten Maros
sebesar 12.82%, atau seluas 20,764 ha. Pada tahun 2023 luas lahan bersertifikat
meningkat menjadi 33,277 ha atau 23.06% dari total luas wilayah Kabupaten Maros.

Meningkatnya persentase luas lahan yang bersertifikat karena adanya
program dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara dalam
penyelenggaraan sertifikat gratis bagi masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang
melaksanakan pengurusan sertifikat. Selain Pemerintah Kabupaten Maros juga
melakukan sertifikasi terhadap seluruh asset baik tanah maupun bangunan.

Tabel 2.138
Persentase Luas Lahan Bersertifikat Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023
1 Jumlah luas lahan 20,764 23,801 33,192 33,235 33,277
bersertifikat (Ha)
2 Jumlah luas wilayah (Ha) 161,912 161,912 161,912 161,912 144,338
3 Persentase Luas Lahan 12.82 14.70 20.50 20.53 23.06
Bersertifikat
Sumber : Dinas PUTRPP Kab. Maros, 2024

2.3.1.6.4.2 Penyelesaian lzin Lokasi
Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh
tanah yang diperlukan perusahaan tersebut untuk menjalankan kegiatan usahanya
dalam rangka kegiatan penanaman modal. Pada tahun 2019 hingga tahun 2023,
penyelesaian izin lokasi di Kabupaten Maros sebesar 100%. Dimana setiap izin lokasi
yang diajukan oleh perusahaan dalam rangka penanaman modal telah diterbitkan izin
oleh dinas terkait.

Tabel 2.139
Persentase Penyelesaian Izin Lokasi Maros Tahun 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023
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1 Jumlah izin lokasi 40 26 24 0 0
2 | Permohonan izin lokasi 40 26 24 0 0
3  Penyelesaian Izin Lokasi 100 100 100 100 100

Sumber : Dinas PMPTSP Kab. Maros, 2024

2.3.1.6.5 Lingkungan Hidup
2.3.1.6.5.1Tersedianya Dokumen RPPLH Kabupaten
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah
perencanaan tertulis yang memuat potensi masalah lingkungan hidup serta upaya
perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Tujuan disusunyya
RPPLH adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan agar dapat dimanfaatkan hingga
generasi berikutnya. Kabupaten Maros hingga saat ini belum memiliki dokumen
RPPLH. Belum adanya dokumen RPPLH di Kabupaten Maros disebabkan adanya
refokusing anggaran akibat pandemi COVID-19.
Tabel 2.140
Tersedianya Dokumen RPPLH Kabupaten Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023

1 Tersusunnya RPPLH Kabupaten Tidak  Tidak  Tidak  Tidak  Tidak

(*) ada ada ada ada
ada

Sumber : Dinas DPKPLH Kab. Maros, 2024

2.3.1.6.5.2 Terintegrasinya Dokumen RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Kabupaten Maros belum memiliki
dokumen RPPLH sehingga otomatis belum ada integrasi antara dokumen

perencanaan pembangunan dengan RPPLH.

Tabel 2.141
Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023

2019 2020 2021 2022 2023

1 Terintegrasinya RPPLH Dalam Tidak  Tidak  Tidak  Tidak  Tidak
Rencana Pembangunan ada ada ada ada ada
Kabupaten

Sumber : Dinas DPKPLH Kab. Maros, 2024

2.3.1.6.5.3 Terselenggaranya KLHS Untuk K/R/P Tingkat Kabupaten

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah kajian yang harus dilakukan
pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan.
Pembuatan KLHS ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan
berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan
program pemerintah. Pada penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026, Kabupaten Maros
telah menyusun dokumen KLHS yang digunakan sebagai dokumen pendukung terkait
kondisi dan masalah lingkungan di Kabupaten Maros.

Tabel 2.142
Terintegrasinya KLHS Untuk K/R/P Tingkat Kabupaten
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Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
2019 2020 2021

1 Terselenggaranya KLHS Untuk  Ada ada ada Ada ada
K/R/P Tingkat Daerah
Kabupaten

Sumber : Dinas DPKPLH Kab. Maros, 2024

2.3.1.6.5.4 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air

Kualitas air adalah suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik,
kimiawi dan biologisnya. Kualitas air juga menunjukkan ukuran kondisi air relatif
terhadap kebutuhan biota air dan manusia. Salah satu cara untuk mengukur tingkat
kualitas air adalah dengan menggunakan mentode perhitungan Indeks Kualitas Air.
Tingkat pencemaran air di Kabupaten Maros berada di kategori cemar ringan
berdasarkan pengambilan sampel yang dilakukan pada Sungai Maros, Sungai
Bantimurung, Sungai Pute dan Sungai Rammang-Rammang.

Tabel 2.143
Nilai Rata-Rata Hasil Perhitungan Indeks Pencemaran Air
Kabupaten Maros Tahun 2019 - 2023
2019 2020 2021 2022 2023

1 Hasil Pengukur Indeks Kualitas  Ringan Ringan Ringan Sedang Sedang
air

2 Nilai rata-rata hasil perhitungan  50.00 50.10 56.37 55.45 53.64
indeks pencemaran air

Sumber : Dinas DPKPLH Kab. Maros, 2024

2.3.1.6.5.5 Peningkatan Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat
kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya. Indeks Kualitas Udara
dihitung berdasarkan emisi dari dua polutan udara yaitu karbin monoksida (CO) dan
nitrogen oksida (NOx).

Hasil pengukuran indeks kualitas udara Kabupaten Maros menunjukkan
kondisi yang berada pada kategori sedang. Namun apabila dilihat dari Indeks Kualitas
Udara, terlihat tren peningkatan menuju kategori tidak sehat. Indeks Kualitas Udara
Kabupaten Maros pada tahun 2018 sebesar 90,56 kemudian turun menjadi 87,78
pada tahun 2022.

Berdasarkan data yang tersedia, diketahui kualitas udara di Kabupaten Maros
berada pada kategori unggul. Dimana pada kategori tersebut kondisi udara di
Kabupaten Maros sangat baik.

Tabel 2.144
Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Maros Tahun 2019-2023

2019 2020 2021 2022 2023
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1 Leu 0.260 0.390 0.371 0.320 0.303
2 Indeks Kualitas Udara 91.11 83.89 84.96 87.78 88.74
(IKU)

Sumber : Dinas DPKPLH Kab. Maros, 2024

2.3.1.6.5.6 Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Tutupan lahan adalah kondisi kenampakan biofisik permukaan bumi yang
diamati. Penggunaan lahan adalah pengaturan, kegiatan dan input terhadap jenis
tutupan lahan tertentu yang menghasilkan sesuatu. Indek Kualitas Tutupan lahan
dihitung berdasarkan luas tutupan hutan dan tutupan hutan. Indeks Kualitas Tutupan
Lahan (IKTL) Kabupaten Maros pada tahun 2018 sebesar 50,33. Kemudian menurun
pada menjadi 53,55 pada tahun 2022. Menurunnya luas tutupan hutan diakibatkan
adanya pembukaan lahan hutan oleh masyarakat sekitar untuk dijadikan lahan

perkebunan.

Tabel 2.145
Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Maros Tahun 2019-2023

2019 2020 2021 2022 2023

1  Luas Tutupan Hutan (Ha) 60.900 58.540 58.540 66,560 66,560
2 | Tutupan hutan 0,376 0,362 0,362 0.411 0.411
3 IKTL 50,33 48,99 48,99 53.55 53.55

Sumber : Dinas DPKPLH Kab. Maros, 2024

2.3.1.6.5.7 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi
awal yang memberikankesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada
lingkup dan periode tertentu. IKLH merupakan ekspresi dari kondisi lingkungan hidup
suatu daerah. Diukur dari 3 anasir yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan
indeks tutupan hutan.

IKLH Kabupaten Maros menunjukkan peningkatan apabila berdasarkan
xapaian IKLH tahun 2019 dengan IKLH Tahun 2023. Namun secara umum IKLH
Kabuaten Maros menunjukkan tren penurunan selama tahun 2019 hingga tahun
2020. Pada tahun 2019 IKLH Kabupaten Maros sebesar 61,93. Pada tahun 2023
kembali naik sebesar 64,20.

Grafik 2.30
Indeks KualitasLingkungan Hidup (IKLH)
Kabupaten Maros Tahun 2019- 2023
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Sumber : Dinas DPKPLH Kab. Maros, 2024

Penurunan IKLH Kabupaten Maros disebabkan oleh Indeks Kualitas Tutupan
Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Udara IKU). Penurunan IKLT akibat adanya
penurunan luas tutupan hutan setiap tahunnya akibat penggunaan lahan hutan oleh
masyarakat sebagai lahan perkebunan. Sedangkan Indeks Kualitas Udara juga
menunjukkan peningkatan menuju udara yang tidak sehat sehingga mempengaruhi
kualitas lingkungan hidup. Untuk indeks pencemaran air, walaupun menunjukkan
peningkatan namun peningkatan pencemaran sangat sedikti dan masih masuk
kategori cemar ringan.

2.3.1.6.5.8 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/Atau
Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap lzin Lingkungan lIzin PPH dan PUU LH
Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha atau
kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh
Pemerintah Kabupaten. Pada tahun tahun 2019 kegiatan pembinaan dan
pengawasan terkait izin PPH dan PUU LH mencapai 100,00 % .Pada tahun 2019 hingga
tahun 2021 persentase pembinaan dan pengawasan terkait izin lingkungan PPH dan
PUU LH mencapai 100%. Pada tahun 2023 persentase pembinaan dan pengawasan
terkait izin lingkungan PPH dan PUU LH mencapai 100%.

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan yang
mengajukan izin lingkungan melalui pemeriksaan langsung di lapangan terhadap
kegiatan yang dilakukan perusahaan tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan untuk
memastikan bahwa usaha yang dilakukan perusahaan tersebut sesuai dengan izin
yang diberikan.

Grafik 2.31
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Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha

dan/Atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap lzin Lingkungan Izin
PPH dan PUU LH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
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Sumber : Dinas DPKPLH Kab. Maros, 2024

Capaian pembinaan dan pegawasan terkait ketaataan izin lingkungan dapat
mencapai 100% selama tiga tahun terakhir disebabkan Pemerintah Kabupaten Maros
sangat berkomitmen untuk menjaga iklim usaha dan investasi yang di Kabupaten
Maros, sehingga diharapkan tidak adanya keberatan dari masyarakat terhadap setiap
kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan.

2.3.1.6.5.9 Peningkatan Kapasitas dan Sarana dan Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan
(PPLHD)

Pejabat Pengawas Pengawas Lingkungan (PPLHD) memiliki kewenangan
melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan hidup dalam lingkungan
Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan tugasnya PPLHD harus dilengkapi dengan
pengetahuan dan kompetensi yang baik tentang lingkungan serta sarana dan
prasarana yang memadai. Jumlah PPLHD yang telah dilatih di Kabupaten Maros pada
tahun 2019 hingga tahun 2020 sebanyak 1 orang.

Tabel 2.146
Jumlah Sarana Prasarana PPLHD yang Memenuhi Standar Minimum
Kabupaten Maros Tahun 2019- 2023
2019 2020 2021 2022 2023

1 Jumlah PPLHD Yang dilatih 1 1 0 0 0
dan/atau di bina

2 Jumlah sarana prasarana PPLHD 1 1 0 0 0
yang memenuhi standar
minimum

Sumber : Dinas DPKPLH Kab. Maros, 2024

2.3.1.6.5.10 Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup
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Penghargaan lingkungan hidup ada penghargaan yang diberikan kepada orang
atau kelompok atas jasanya dalam melaksanakan pelestarian lingkungan hidup.
Pelaksanaan pemberian penghargaan lingkungan hidup di Kabupaten Maros telah
dilaksanakan sejak tahun 2019 hingga tahun 2023.

Penghargaan lingkungan, yang dalam hal ini adalah adipura, merupakan
dampak dari usaha Pemerintah Kabupaten Maros untuk menjaga kelestarian
lingkungan dan dengan cara pembersihan saluran drainase, membersihkan dan
menjaga lingkungan sekitar, tidak membuang sampah sembarangan di jalan, sungai
dan jembatan, memilah sampah organik dan an organik, penanaman pohon dan pot
bunga untuk penghijauan.

Tabel 2.147
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup
Kabupaten Maros Tahun 2019- 2023
2019 2020 2021 2022 2023

1 Terlaksananya Pemberian Ada Ada Ada Ada Ada
Penghargaan Lingkungan
Hidup

Sumber : Dinas DPKPLH Kab. Maros, 2024

2.3.1.6.5.11 Pengaduan Masyarakat Terkai lIzin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang

Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampak-
nya di Daerah Kabupaten/Kota

Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan yang terbitkan setiap tahunnya
di Kabupaten Maros telah ditindaklanjuti, sehingga cakupannya mencapai 100%.
Jumlah pengaduan pada tahun 2019 sebanyak 9 13 pengaduan, kemudian pada tahun
2019 dan tahun 2020 mencapai 13 pengaduan. Pada tahun 2023 sebesar 5
pengaduan.

Setiap pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan ditindaklanjuti dengan
cara melakukan pemeriksaan langsung di lapangan, apabila ditemukan pelanggaran
maka Pemerintah Kabupaten Maros akan menyerahkannya kepada pihak kepolisian
sebagai pihak yang berhak untuk melakukan tindakan hukum.

Tabel 2.148
Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan,
Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha Dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten Maros Tahun 2019 - 2023

2019 2020 2021 2022 2023

1 Pengaduan masyarakat yang 13 13 3 5 5
ditangani
2  Total jumlah pengaduan 13 13 4 5 5

masyarakat yang teregistrasi
3  Pengaduan masyarakat terkait 100 100 75 100 100
izin lingkungan, izin PPLH dan
PUU LH Yang Diterbitkan oleh
pemerintah daerah
kabupaten/kota, lokasi usaha
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2019 2020 2021 2022 2023
dan dampaknya di daerah
kabupaten/kota

Sumber : Dinas DPKPLH Kab. Maros, 2024

2.3.1.6.5.12 Timbulan Sampah Yang Tertangani

Volume timbulan sampah di Kabupaten Maros meningkat setiap tahunnya
dengan pesat. Hal ini disebabkan jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap
tahunnya serta bertambahnya jumlah pemukiman di daerah perkotaan.

Pada tahun 2019 persentase timbulan sampah yang tertangani sebesar
89.03% dengan jumlah volume sampah sebesar 186,682 m3. Sedangkan pada tahun
2023 persentase timbulan sampah yang tertangani menurun hingga mencapai
71.39%, dengan jumlah volume sampah yang tertangani sebesar 42,805 m3.

Tingginya timbulan sampah yang tertangani di Kabupaten Maros disebabkan
cukup banyaknya armada pengangkut sampah yang tersedia, baik berupa mobil
pengangkut sampah maupun motor tiga roda. Selain itu Pemerintah Kabupaten
Maros juga memiliki petugas sampah yang cukup banyak, sehingga kegiatan
pembersihan sampah di pinggir jalan serta di rumah penduduk secara maksimal.

Tabel 2.149

Timbunan Sampah Yang Ditangani (%)
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023

1 Volume timbunan sampah

. . 186,682 190,760 137,418 140,166 42,805
yang ditangani (m3)

2 Total timbunan sampah (m3) 209,682 211,229 217,620 221,972 59,962

3  Timbunan Sampah Yang

. . 89.03 90.31 63.15 63.15  71.39
Ditangani (%)

Sumber : Dinas DPKPLH Kab. Maros, 2024

2.3.1.6.5.13 Persentase Jumlah Sampah Yang Dlkurangi Melalui 3R

Sampah yang terkurangi melalui 3R adalah jumlah sampah yang dikelola
melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dll. Jumlah
sampah yang dikelola melalui sistem 3R di Kabupaten Maros pada tahun 2019 sebesar
0,31% dengan jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R sebanyak 652 ton,
kemudian pada tahun 2023 turun hingga menjadi 16,27% dengan jumlah sampah
yang terkurangi sebesar 9,755 ton.

Tabel 2.150
Persentase Jumlah Sampah Yang Terkurangi Melaui 3R (%)
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023

2019 2020 2021 2022 2023 ‘
1 Sampah yang terkurangi
melalui 3R adalah jumlah
sampah yang dikelola
652 652 610 612 9,755

melalui aktifitas 3R
seperti bank sampah,
pusat daur ulang,
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2019 2020 2021 2022 2023

pengomposan, dan lain-
lain dan tidak diangkut ke
TPA atau dibuang ke
lingkungan (m3)

2  Total timbunan sampah
(m3)

3  Persentase Jumlah
Sampah Yang Terkurangi 0.31 0.31 0.28 0.28 16.27
Melaui 3R

Sumber : Dinas DPKPLH Kab. Maros, 2024

209,682 211,229 217,620 221,972 59,962

Sampah yang terkurangi melalui 3R melalui bank sampah dan kompos.
Kapasitas dan bank sampah Kabupaten Maros sebesar 2 ton/hari sehingga dalam
setahun dapat menampung 530 ton. Kemudian melalui pengomposan dengan daya
tamping 0,5 ton/hari, sehingga daya tampung dalam setahun sebesar 182,5 ton. Daya
tampung pengelolaan sampah melalui 3R masih sangat kecil dibandingkan produksi
sampah yang terus bertambah setiap harinya.

2.3.1.6.5.14 Persentase Cakupan Areal Pelayanan
Cakupan areal pelayanan adalah luas areal yang mendapatkan pelayanan
pengelolaan sampah. Sejak tahun 2019 luas areal yang dilayani pengelolaan sampah
sebesar 20,546.63 km?, dengan persentase 12,69 %. Pada tahun 2019 hingga tahun
2020 persentase areal pelayanan sebesar 12,69% dengan luas areal pelayanan
sebesar 205,45 km?. Persentase areal pelayanan pengelolaan sampah tidak berubah
dari tahun 2019 hingga tahun 2020 disebabkan areal seluas 205,45 km? adalah luas
areal yang dihuni oleh penduduk. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar
337.78 km? dengan persentasse sebesar 0.23%.
Tabel 2.151
Persentase Cakupan Area Pelayanan (%) Kabupaten Maros Tahun 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023

1 Luas area pelayanan 20,546.63 205.45 249.24 285.06 337.78
pengelolaan sampah
(km?)

2 Luasarea 161,912 161,912 161,912 161,912 144,380

kabupaten/kota (km?)

3  Persentase cakupan area 12.69 0.13 0.15 0.18 0.23
pelayanan

Sumber : Dinas DPKPLH Kab. Maros, 2024

2.3.1.6.5.15 Persentase Sampah yang Tertangani
Persentase jumlah sampah yang ditangani besarannya hampir sama dengan
persentase volume sampah yang ditangani. Hal ini disebabkan jumlah sampah dengan
volume sampah sama jumlahnya (1m3 = 0,25 ton). Persentase jumlah sampah yang
ditangani di Kabupaten Maros pada tahun 2019 sebesar 8,90%, kemudian meningkat
menjadi 71,39 % pada tahun 2023.
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